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Pengantar

PENGANTAR

embaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) lahir sebagal amanat Undang-Undang Mo-
mor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 5aksi dan Korban.

Di usia ke-2 tahun sejak berdiri tahun 2008, LPSK sudah banyak berperan mendu-
kung peradilan pidana melalui kewenangannya memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi
dan korban. Hal itu terlihat dari meningkatnya grafik pengajuan permohonan perlindungan saksi
dan korban yang masuk ke LP5K hingga tahun 2017,

Sesuai mandat Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup kerja
LPSK berada pada proses peradilan pidana, dimana hampir semua jenis tindak pidana dimungkin-
kan untuk mendapatkan layanan. Meski dalam ULl Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan ada
jenis tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas penanganan.

Dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yang dilaksanakan
LPSK, tak sedikit ditemui tantangan, baik terkait norma-norma yang sudah tertuang dalam peratur-
an perundang-undangan selama ini maupun dalam praktiknya di lapangan. Di balik itu semua juga
terselip cerita-cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua.

Buku yang diterbitkan LPSK pada tahun ini bermaksud ingin menggambar semua hal terse-
but. Sedikit berbeda dengan terbitan-terbitan LPSK pada tahun-tahun sebelumnya, buku yang
mengambil tajuk, “Potret Perlindungan Saksi dan Korban®kali ini berisi cerita-cerita di balik pembe-
rian layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korbamn.

Kumpulan cerita-cerita itu kemudian dirangkai dengan beberapa analisis iimiah dari bebe-
rapa penulis perihal peraturan perundangan-undangan dan implementasinya terkait perlindungan
saksi dan korban. Dengan demikian diharapkan buku ini dapat menjadi sumber bacaan untuk me-
marmbah wawasan seputar perlindungan saksi dan korban.

Pada kesempatan ini, kaml juga menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan se-
tinggi-tinggl kepada para penulis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal LPSK, yang
telah meluangkan waktunya untuk menghasilkan bahan bacaan yang sangat berguna bagi pening-
katan kualitas perfindungan saksi dan korban.

Pada akhirmya kami berharap LPSK dapat terus menerbitkan buku bagi masyarakat terkait
upaya perlindungan saksi dan korban. Karena mau tidak mau harus diakul, bahan bacaan khusus-
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Farre! Perlindiongan Saksi dan Korteen = N

nya yang membahas pefaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih sangat terba-
tas sehingga menjadi tanggung LPSK untuk menjawab tantangan tersebut.

Akhir kata kami ucapkan selamat menikmati suguban tulisan dalam buku ini, Semoga bisa
bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya meningkatkan kerja-kerja LPSKE dalam pem-
berian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Sehingga ke-
adilan benar-benar ditegakkan di Bumi Pertiwi ini.

Jakarta, Desember 20017

Dr. Abdul Haris Semendawai, 5.H., LLM
Ketua LP5K
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Bandung, tepatnya di salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung. Kecamatan ini
sekira tahun 60-an pernah mengalamid masa kejayaannya dan sempat dijulukl “Kota Dollar” karena
kemajuan perekonomiannya terutama di bidang tekstil,

Jaraktempuh kecamatan dimaksud dari Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung, kurang lebih
32 kilometer. Namun, waktu tempuh hingga kami menemukan lokasi kediaman korban mencapai 2
jam. Wakiu tempuh yang relatif fama itu disebabkan jalanan yang tidak terlalu lancas, sesuai dengan
rata-rata arus Lalu lintas yang cukup remit. Belum lagl dalam mencarl alarmat, informasi dan data
yang tersedia kurang begitu lengkap sehingga menambah ketidakpastian waktu yang diperlukan.

Selama pencarian alamat, selain menggunakan google maps, sebetulnya tim juga tak hanti
menelépon korban, Mamun, informasi yang disampaikan oleh korban kurang akurat, Bahkan
korban sering salah dalam memahami pertanyaan. Hal inilah yang menyebabkan tim harus terjebak
dalam kemacetan pasar dan terminal angkol, serta berputar-putar di jalanan yang sama. Padahal,
sebefulnya lokasi yang dicari telah dilewati sebelummya,

Bertemu Korban

Akhirmya, tim bertemu juga dengan Unang (bukan nama sebenarnya). Unang adalah salah
St chari limia [5) teefindung LPSE. lstilah terdindung merupakan sebutan bagi saksi maupun korban
yang oleh LPSE diputuskan untuk mendapatkan perlindungan. Unang sendin sudah menunggu
di depan sebuah klinik pengobatan. Lalu, tim mengikutinya menuju sebuah gang yang di sisinya
terdapat sebokan air berbau tak sedap.

Sampailah kami pada sebuah rumah kecil setengah tembok dan setengah bilik. Rumah
kontrakan itu berukuran kurang lebih x4 meter. Di sisi kirinya disekat lemari sehingga berfungsi
sebagai kamar. Sedang sisi lain berfungsi sebagai ruang tamuw. Pada sudut kanan bersebelahan
dengan sisi kamar, terdapat sedikit perabot dapur, yang agaknya sudut ity memang difungsikan
sebagai dapur, Df rumah inilah kami bertermu Unang, istri dan ansknya yang belum genap berusia
satu tahun,

Rumah kontrakan Unang terlihat tidak terawat. Demikian juga lingkungan kampung di
sekitar rumah yang terbilang sumpek. kotor dan berdebu. Bahkan, jalanan besar di mulut gang
kecil menuju rumah Unang sangat kotor, Meski jalanan sudah beraspal, pinggirannya penuh tanah
becekdan bedumpur, Befum lagl debu kotoran kuds, Di wilayah ini memang masih banyak terdapat
mada transportasi delman, selain mobil angkutan umum.

Jika harus jujur, kecamatan tempat tinggal Unang bukanlah wilayah menyenangkan.
semrawut, kotor dan tak beraturan, Julukan sebagai “Kota Dodlar’ kini seclah berbanding terbalik,
Julukan yang disematkan pada kampung Unang dan korban lainnya itu sekarang dikenal sebagai
“kampung jeroan” alau “kampung gnjalT Sebuah julukan yang sangat mirls. Bagaimana tidak, ju-
hukan ini muncul karena dilatarbelakangl banyaknya penghuni kampung yang menjadi korban,
yakni orang-orang yang térbujuk karena kepapaan dan kebodohan hingga harus kehilangan sebelah
ginjalmya demi sejumlah vang, yang sesungguhnya tak sebanding dengan nilai kehilangannya itu.

Sosok Korban

Unang adalah Laki-laki muda, yang saat terfjadinya peristiwa kehilangan ginjalmya itu masih
berusia 18 tahun, Perawakannya cukup tinggi, rambutnya agak bergelombang dengan cukuran
pendek sedang. Meski terlihat kuyu dan lesy, sejatinya wajah Unang cukup tampan, D memiliki
hidung yang cukup mancung, serta mata dan bibir yang bagus. Sayang Unang bernasib kurang
mujur kirena mengalami banyak peristiwa pahit, terutama harus kehilangan sebelah ginjal saat
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usiamya masih belia.

Unang juga tampak lugu. Wajahnya masih pantas berseragam abu-abu, Mamun, Unang
tidak permah menggunakan seregam abu-abu itu, Bahkan, seragam SMP pun belum pernah dia
kenakan karens Unang hanya bersekolah sampal lulus 50 Orang tua Unang berceral sejak dia kecil
sehingga harus tinggal dengan ayahnya, terpisah darl ibunya yang bekerja menjadi TEW {tenaga
kerja di luar negeril.

Tinggal ayah yang bekera serabutan, Unang tidak cukup mendapat perhatian dan kasih
sayang. Kebutuhannya sebagai anak tak pernah tercukupi sehingga harus puas dengan kehidupan
yang sefbakurang. Unang juga bukan hanya kurang dalam pendidikan, leblh darl itu dia bahkan
kurang mendapat bimbingan dan didikan dar orang tea di ramah. Ibarat ilalang yarg tumbueh di
refurnputan, dia tak paham apa yang harus dan akan terjadi esok. Jika hujan maka ilalang akan
tumbuh subar, dan jika kering mungkin ilalang akan mati atau mungkin saja tevinjak, tergilas,
tercerabut atau bahkan terbakar.

Dalam perjatanan hidupnya, Unang kecll meninggalkan dunia sekolah tanpa rasa yang
mengganjal ataw khawatic. Tak aca rasa sesal sedikit pun. Dia tidak tabhu dan tidak juga ada yang
memberitahu, apa perlunya bersekalah, méngapa harus bertahan untuk sekalah, atau untuk apa
sesunggiuhmya sekolah it Bagl dia, hidup adalah hidup, bukan untuk sekalah, bukan untuk mengadi
pintar, bukan pula untuk meraih cita.

Beranjak remaja, Unang dihadapkan pada situasi dan realita, dimana dia harus bertahan
hidup, harus bekerja untuk mendapatkan vang agar biza membeli makan dan minum serta keperduan
sehari-hari, Unang bekerja untuk dirinya sendin dan membantu ayahmya yang berpenghasilan tidak
pasti karena bekerfa serabutan.,

Sebagal buruh bangunan vang pekeraanmya tidak selalu ada, Unang sering kekurangan
uvang, bahkan harus memikirkan hutang-hutang orang teanya yang tidak jelas dan tak berujundg.
Seperti hutang ibunya sebelum berangkatl menjadi TEW ke luar negeri, yvang kerap ditagihkan
kepadanya, Begitu pula dengan hutang ayahnya, Unang seperti tak berkesudahan didatangi pe-
nagih, Tekanan demi tekanan acapkali terasa berat. Mamun, Unang adalah juga sosok yang easy
going sehingga dia tampak tenang di hadapan teman-teman bergaulmya.

Cralam keluguanmya, Unang termyata mudah bergaul, baikdi lingkungan rekan seusla maupun
di Engkungan dengan usia yang lebih tua dacinya. Meski dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta-
benda berharga, Unang cukup dikenal dan mudah diterima di banyak lingkungan. Mungkin hal ini
jugalah yang menyebabkan dia dengan mudah mermutuskan untuk menikah di usia yang terbilang
cangat belia untuk wkaran laki-laki. Hingga akhirnya Unang menikahil Usi (bukan nama sebenarmyal
perempuan seuslanya, saat mereka berdua beousia 18 tabun,

fwal Peristiwa
Tahun 2074, Unang genap berusia 17 tahun, Ch usia semuda itu Unang dianggap telah

berhutang atas pinjaman “uang berbunga® oleh ibunya yang kala itu bekerfa sebagui TRW. Kiriman
ibunya tak cukup untuk melunasi hutang yang telah membengkak menjadi Rp28.000.000 (dua
puluh delapan juta rupiah). Saat kebingungan mencari uang sebanyak itu, dengan keinginan kuat
untuk dapat segera melunasinga, Unang bertemu dengan Monos (bukan nama sebenarnya),
Monos menawarkan kepada Unang falan pintas untuk mengakhin kesulitannya dengan
cara menjual sebelah ginjalnya untuk kemudian ditransplantasikan kepada orang lain yang
memerlukan. Monos adalah warga di kecamatan yang sama dengan Unang. Dia secrang perekrut
{pencari} orang-arang yang mau melakukan transplantasi ginjal dengan imbalan bayaran tertentu,

S
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Dalam upaya membujuk Unang, saat ity Monod menjanjikan imbalan uang sebesar
Rp70.000,000 (fupuh pulub juta rupiah), Monos juga menjelaskan bahwea operasi yvang akan dijalani
Unang nanti tidak akan berdampak pada kesehatanma. Unang pun tertank apalagi setelah Monos
:'rl-engala.lr.an. dan dua buah ginjal yand dimiliki manusia, hamya ghﬁjal sebelah kanan Saja yang aktit
sedangkan ginjal sebelah Kiri tidak memilikl fungsi, Oleh karena itu ginjal sebelah kil sangat aman
Jika diberikan kepada orang lain yang ginjalmea sudah rusak. Unang semakin terpikat kala Monos
mermyatakan dirinya adalah contoh dari orang yang hamya memiliki satu ginjal dan tetap sehat bugar,

Tahun ity juga Unang akhirnya sepakat untuk melakukan operasi pengangkatan gingal
sebelah kiri dengan imbalan vang sebesar Rp70.000,000 {(tujuh pulub juta ruplah). Unang bersedia
melakukan serangkaian tes kesshatan di sebuah klinik pemeriksaan keschatan di Kota Bandung. Di
klindk it Unang bertemu Dede (Bukan nama sebenarmyal. Dede adalah teman Monos yang dalam
halini berperan melakukan pengurusan administrasi dan pernbayaran biaya pemeriksaan. Namun,
termyata hasil tes saat ifu Unang ticak loles. Hal ini disampaikan Monos kepada Lln.'_tn.;:l, Artinya
Unang tidak jadi melakukan operasi pengangkatan ginjalnya.

Jelang Operasi Pengangkatan Ginjal

Satu tahun kemudian, Unang kembali didatangi Monos dengan bujuk rayvu seperti dulu
yang pernah dilaskukannya, Tak memerlukan waktu lama, Unang kemball menyepakati tawaran
Monas dan bersedia mengikutl permeriksaan kesehaten di Kota Bandung, Pada pemerikeaan kall
ink, Unang diminta Monos dan Dede untuk menggunakan namsa Lain, Shmad, berusia 24 tahun dan
berazal dari Sumedang.

Usal melakukan pemeriksaan keschatan dan dinyatakan lofos, keesokan harinya Lnang
diantar Monos dan Dede menuju sebuah rumah sakit ternama di Kota Jakarta untuk melakukan
serangkaian tahap persiapan operasi pengangkatan ginjal, Tahapan pertama, Unang dibawa ke
ruang dokter yang di dalamnya telah menunggu seorang dokter, sustes, dan seorandg laki-laki lain
[Mr X yang dalam dugaan Unasg, Me X itu adalah "Boss™ dari Monos dan Dede.

Kemudian Unang diperkenalkan dengan secrang laki-laki calon penerima ginjal bermama
Bona Utama (bukan nama sebenarmyal. Di ruang itu juga hadir istri dan anak Bona, Unang juga
ditanyakan kesiapan operasinya oleh dokter. Setelah Unang menyatakan kesiapannya, kemusdian
kondisl jantung. paru-pan dan kejisiaan diperiksa oleh masing-masing dokter spesialis i rumah
sakit yang sama. Selama pemeriksaan tersebut, Unang selalu didampingi oleh Dede,

Pada saak diwawancarai dokter kejiwaan, selain ditanyakan keslapan operasi, ditanyakan
juega apakah ginjalrya itu diperdagangkan oleh si Mr X yang sebelumnya dijumpai di ruangan
dokter yang pertama. Unang mengatakan telah siap dioperasi dam tidak mengenal Mr X,
Sal.a.njutn]la-, Unansg dlr.anj.alc.an prihal mu:lvasln:.-a mendonoskan ginial urtuk laki-laki bernama
Bona tama. Unang menfawab sesual arahan daninstiukss Dede sebelumnya, yaitu semata-mata
karena dia bekerja pada Bona Wama dan sebagai pegawai, ingin membantu majikannya dengan
mendonarkan ginjal demi meringankan penderitaan majikan yang sedang sakit

Selesal pemeriksaan kesehatan dan menjawakb beberapa pertamiazn, LUnang diperbolehkan
pulang ke rumah, Sebelum itu, Unang diminta menandatangani selembar surat, yakni pernyataan
kesediaan dilakukan operasi pengangkatan ginfal, Sedangkan Dede, menurut penuturan Unang,
saat ity menandatangani banyak dokumen yang tidak diketahui apa isinya.

Saat itu, sebenarnya sempat terpekir oleh Unang untuk mundur, membatalkan kesepakatan
melakukan operasi pengangkatan ginjal. Mamun, dirinya tak kuasa ketika dihadapkan pada keha-
rusanmengembalikan sejurnlah biaya yang sudah dikeluarkan untuk transportasi, penginapan, uang

(1)
L
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makan termasuk cek kesehatan di Bandung sebesar Rp10.0000000 (sepulub juta rupiak). Sungguh
sebuah dilema bagi Unang, namun foh akhirnya dia memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi,

Tiga minggu setelah kepulangan Unang dan ssrangkaian pernedksasn di fumal fakit
tersebut, tepatnya 22 September 2015, Unang kembali ke Jakarta diantar Dede untuk menjalani
pérawatan praoperad gelama tiga hari di mumah sakit yang sama. Akhirnya, pada tanggal 25 Desem-
ber 3015, terjadilabh operasi pengangkatan ginjal,

Setelahnya Unang masih hanus menjalani perawatan selama dua harl di rumah sakit itu,
atusal itu semua, Unang pulang ke rumah dan mendapatkan uang sebesar Rp7S.0000000 yvang
diberikan oleh Dede. Selesal dilakukan operasi, tidak ada pesan apapun darl dokter mengenai
kesehatannya, Unang hanya diminta kembali satu minggu kemudian untuk dicek kesehatanmya,
namun Linang tidak melakukanmya,

Pascaoperasi, Uang Tak Bersisa

Unang sudah tidak mau kembali lagi ke rumah sakit itu, bahkan sekadar untuk check up
pascaoperasi. Din sealah ingin mefupakan segala bayangan tentang operasl yang dilakukanmnya,
Baginya, itu adalah kenangan pahit, yang membuat dirings hanus “rela” melepas sebelah ginjalnya.
Sejatimea dia tidak tahu persis apa fungsi ginjal bagi tvbuhnya, dan bagaimana masa depan
kesehatannya setelah kehilangan sebelah ginjalnya it

"Ah, sudahlah, Sudah terlanjur’ Begitu selalu ucapannya ketika teringat peristiwa di rumah
sakit, Unang selalu berupaya menghibur diringa sendirf saat melintas rasa sesal di pikirannya, D§
dalam lubuk hatinya, Unang merasakan sesal yang mendalam, Terlebih, kind dia sering merasa tidak
ht dan terasa sakit di area perut khususnya di bagian bekas operasl. Unang merasa ringkih.

Tak dipungkiri, pascaoperasi, Unang mendapatkan sejumlah vang, dan ada bayang cerah di
benaknya kala itw. Unang mulai dengan membuat perencanaan sederhana. ldenya, sebagian uang
digunakan untuk membayar hutamg, sebagian lagi untuk sewa rumah selama setabun, membeli
parhiatan emas untuk sang istri, serta membeli TV dan playstation (PS) vang akan difadikannya
sebagal ladang usaha rental. Masih tersisa sekitar Rp7.000.000 dalarm bentuk uang tunai yang akan
digunakan sebagal cadangan modal wiaha dan keperfuan lainnya,

Semua yang direncanakan sudah dilakukannya dengan baik, hanya usaha rental P5 yang
belum berjalan, “Tak apa..tak perlu tergesa’ begitu pikir Unang. Toh Unang terbantu dengan
sisa uang yang masih ada. Uang sebesar Rp? juta itu cukup besar bagl Linang dan cukup leluasa
digunakan untuk berbagai kepeduan, termasuk makan sehari-har bersama istri dan anak.

Tak sampal dalam hitungan bulan, Unang merasakan hidup nyaman, 48wa rumah sudah
terbayar, hiburan TV dan PS5 bisa dinlkmath Untuk membeli makan dia tidak susah. Demikian pula
Istrl yang bahagla dengan perhiagan emainya.

Akan tetapi, Unang kemball harus menelan pll pahit. Harta benda vang banu dimilikinya itu,
seperti TV, PS5, perhiasan emas dan sisa uang tunai, semua habis, hilang tak berbekas. Rumahnya
dibongkar maling saat dia dan anak istrinya pergl meninggakkan rumah untuk suatu keperfiuan,
Unturg tak dapat diralhy; malang tak dapat ditolak. Unang berduka, sedih, lunglai,

Hari-hari setelah kemalangannya i, dia semakin merasa direndung pliu, Uang tak ada,
makan pun susah, sementara badanfya tak terlalu siap untuk melakukan kerja berat lagl sebagal
kuli bangunan, seperti yang blasa dilakukan sebelumbya. Keseharian Unang kini lebih banyak
berbaring dan berdiam di rumah petaknya, sebagaimana saat ditemui tim dari LPSK. Kesemuanya
itu diceritakannya kepada tim dengan suara perlahan dan haru, sambil sesekall memegang bagian
perutnya yang katanya terasa ngilu dan nyeri.
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Masuk Program Perlindungan Saksi

Dari air muka dan bahasa tubuh, terlihat Unang tak terlalu paham dengan makswd keda-
tangan Tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi Korban (PHSE), meskipun dari awal sudah dijelaskan, Tim
menjelazkan kedudukannya sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yang sedang
dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Sebagai karban, dirinya telah diputuskan oleh LPSKE
mernenuhi syarat untuk diberikan perlindungan saksi dan korban.

Unang tidak mengerti tetang perfindungan bagi korban seperti dirinya. Bahkan, jalannya
proses hukum pun dia tak paham samasekah. Dalam kawsini, pengajuan permohonan perlindungan
higikﬂl'h-ln mamandg tldak dizwali atas kehendak korban, melainkan atas initiatil Bareskoim Polbri
sabagai pihak penyidik yang berkoordinasi dengan LPSK. Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan
U Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Ul Momaor 31 Tabhun 2014
Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang pada intinya menyebutkan bahwa permohanan perl indungan dapat
dilakukan baik atas inisiatif korban sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang

Mengapa Unang sebagai korban diberikan perlindungan? Inl tidak terlepas darl jenis tindak
pidana yang menimpanya, yaitu perdagangan orang, Disebutkan dalam Pasal 43 UL Momer 21
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan perlindungan saksi dan korban
dalam perkara tindak pidana perdangangan orang dilaksanakan berdasarkan UL MNomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan Lin dalam undang-undang,

Demikian pula UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 juncto UL Nemaor
31 Tahun 2014, mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu tindak pidana
preaitas, yang saksi maupun korbannya dapat diberikan perindungan atas hak-haknya sebagaimana
disebutkan secara rinc, yaku berhak untuk mempedcleh perllndung..un atos keamanan pribadi,
ketuarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, seclang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
periindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat pener-
jemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenal perkembangan kaius
mendapat informasi mengenal putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana
dibebaskan; diahasiakan identitasnya; mendapat identitas bary; mendapat tempat kediaman
sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesudi
dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; mempercleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhin; dan/atau mendapat pendampingan.

Di samyping hak sebagaimana disebutkan di atas. UU dimaksud juga mengatur mengenal hak
korban berupa bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis
adalsh bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan
pengurusan dalam hal korban meninggal dunia, misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
Sedangkan yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” acalah semua bentuk pelayanan dan
bantuan peikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan
memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban, sehingga marmpu menjatankan fungsi
sosialnya kembali secars wajar, antara [ain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup
korban melalui kerfa sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan
sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan,
Sementara rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan aleh psikolog kepada korban yang
menderita trasma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulinkan kembali kondisi kejiwaan korban,

Hak [ainmya yang dapat diperoleh seorang korban perdagangan orang adalah hak atas res-
titusi. Restitusi adalsh ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pela-
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ku atau pihak ketigo. Secara normatif, restitusi dalam tindak pidana perdsgangan orang sudah
mendapatkan dukungan cukup kuat. Artinya ada sejumlah peraturan perendang-undangan, baik
undang-undang mawpun peraturan pemerintah, yang mengatur bagaimana restitus dapat diajulan
permahonannys; Bagaimana restitusi itu karus rmenjsdi mater pertamyaan dalam Berita acara Penyi-
dikan; dan bagaimana harus dimuat dalam requisifonr ataw teniutan, dan seterusnya hingoa restites
diberikan kepada karban, serta bagaimana apabila restitusi itu tidak dibayarkan oleh si pelaku.

Dalam tataran pelaksanaannya, yang diperlukan terkait restitusi adalah pemikiran dan pe-
mahaman yang sama terhadap restitusi, serta langkah progresif para penegak hukum, juga Eomit-
N fyE untuk Bersama-Lama mempenjuangkan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban,

Kembali pada kasus Unang. hasll penelahaan menunjukkan Unang memenuhi syarat untuk
diberikan perlindungan. 5elain melihat pada jenis tindak pidana yvang merupakan prioritas LPSE,
ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan perlindungan bagi saksi dan korban, Pasal
28 UL Perlindungan Saksi dan Korban pada intinya menyebutkan, perlindungan LPSK terhadap
sakdi danfatau korban diberikan dengan memperhatikan syarat sifat pentingnya Eeterangan saksl
dan/kiau Korban; tingkat ancaman yang membahayakan saksi dansatau korban; hasil analisis tim
miedis atau psikofog terhadap saksi dan/atau korban; dan rekam Jejak tindak pidana yang pernah
dilakukan aleh soksi dandatau korban,

Dalam Keputusan LPSK pada bulan Maret 2006, korban bernama Unang telsh diputuskan
miermenihi syarat untuk diberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural, berupa
pendampingan dalam setiap tahap pemeriksaan saksi; layanan bantuan medis sesuai kebutuhan
berdasarkan hasil penelahaan pada kondis| kesehatannya; dan fasilivasi restitusi. Keputusan
pedindungen dalam hal ini diberikan selama enam bulan. Bahkan dalam perjalanan kasus linl telah
diberkan perpanjangan perlindungan untuk enam bulan kedua hingga Februari 2017, sehingga
total masa perfindwngan korban pada kasus Unang berjalan selama 12 bulan atau satu tahun,

Pendamping dan Pendampingan Karban

Menjadi pendamping dan melakukan pendampingan terhadap korban, sekilas terlihat
mudah, Mamun, sesungguhnya tidaklah gampang. Banyak aspek yang harus dipahami dalam me-
lakukan pendampingan atau melakukan penanganan terhadap korban, Pendampingan bukan se-
kedar mendampingl, tetapd juga memahami alur proses peradilan yang harus difalani saksi maupun
korban sebagai terlindundg,

i samping memaharmi alur proses, beberapa hal lain juga harus dikugsai dan diantisipasi.
Bagi para pendamping di LPSK, wnsur keselamatan dan keamanan terfindung harus menjadi per-
hatian utama. Tindakan-tindakan penyelamatan, péngamanan, pengawalan bahkan pengawasan,
seringkali tidak mudah diterima oleh para tedindung. Sebab, blasamya tindakan ity akan mengu-
rangi atau membatasi ruang gerak terlindung,

Dalam pelaksanaannya seringkali para petugas di LPSK, termasuk pendamping, mendapat
penalakan atau bantahan dari pihak terdindung manakala akan dilakukan tindakan yang membatasi
komunikasi dan ruang gerak mereka, meski atas pertimbangan keselamatan dan keamanannya
sendirl. Oleh karena itu, searang pendamping bukan saja harus luwes, tetapl juga harus tegas dan
lugas serta mampu menjelaskan hal-hal terkait tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil.
Misalmya, tindakan pengamanan dalam mengatas] eskalasi ancaman yang dihadapi terlindung.

Demikian pula terhadap hal-hal terkait medis dan psikis tedindung. Secrang pendamping
akan memerhatikan kondisi terlindung sejak awal, apakah mereka memerlukan penanganan medis
dan atau psikis. Mungkin kondisi medis lebih mudah terlihat dan terdeteksi sejak pertemuan awal.
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Mamun, untuk kondisi psikis, blasanya akan terfihat setelah terjadi komunikasi yamg mendalasm
teskalt peristiwa yang terjadi atau dialami.

Bagn para petoegas di LPSK, utamanya para pendamping, yang pertama hares dirniliki adalab
kepekaan dan kecermatan, Peka terhadap situasi dan konditi yang melingkupi korban sebagai
terlindung. Kepekaan searang pendamping biasanya muncul manakala dia juga memahami posisi
kasus dan keterlibatan terindung dalam peristiwa yang terjadi, Oleh karena itu, mau tak mau
pendamping harus mempelajari kasus dan masalah vang sedang dihadapi si terlindung.

i samping itu, pendampding juwga barus peka dan cermat akan kebutuhan setiap terlindung
yang menadi tanggung jawabnya. Kebutuhan dimaksud adalah segaln sesuatu berkait fisik dan
psikis, yang diperiukan dan harus didukung agar terlindung yang merupakan saksi korban, pada
waklu menjalani semua tahapan dalam proses peradilan, dapat mengingatl peristiva dan mem-
berikan keterangan terkait peristiwa yang dialami, serta dalam kondisi prima dan sangat siap secara
fisik maupun psikis, serta konsisten menjawab pertanyasn-pertanyaan vang ditujukan kepadanya.

Petugas yang ditunjuk melaksanakan pedampingan terlindung, hasuslah orang yang juga
memiliki rasa empati yang tinggl dan peduli. Sebab tak jarang pendamping dihadapkan pada situasi
dimana emosi terlindung sangat labil dan tak terduga, terutama terlindung adalah korban kekerasan
selcsual, Seketika dia merasa sebagai orang yang tak berguna, yang tak lagi memiliki harapan dan
mata depan. Sekelika itu juga dia merasa sebagal orang yang paling kotor dan hanya jadi sampah,
Pardta mereka ini sering muncul rash dan gejala apatis, putus asa bahkan ingin mengakhini hidup
dengan jolan pintas: Terkebih jika lingkungan sekitar jauh dari sikap empati, Sebaliknya, dia justru
menyalahkan dan memaojokkan difinya vang notabene adalah korban, Pada kondisi demikian, peran
pendamping menjadi penting wntuk menjadi teman bicara, bahkan menjadi sumber semangat dan
inipirasi

Pendamping seringkali dihadapkan pada sifat terdindung yang “bandel’ “ngotol” atau “nge-
yel® Seperti misalnya Unang yang bersikeras tidak mau menjalankan pemeriksaan medis guna me-
ngecek sejauh mana kondisi kesehatan yang sering dia keluhkan pascaoperasi pengangkatan gingal.
Meskipun berdasarkan keputusan LPSK, dia juga dibedkan layvanan medis, selain pemenuhan hak
prosedural dan Fasilitasi restitus, Unang tak juga mau mengikuti layanan medis yvang menjadi haknya.

Menghadapi sifal-sifal terkindung yang seperti inilah, pendamping dituntut hanes sabar,
tidak membiarkan terdindung dalam kondisl yang makin buruk, tetapi terus mendorong serta
memberi semangal kepada korban untuk mengikuti semua tahapan layanan permulihan bakk medis
maupun psEkologis, sehingga dirinya slap untuk kemball beritegrasi dengan lngkungannya dilam
kondisi yang prima,

Dapat Restitusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Searing bedalanma prodes peradilan, penanganan terhadap korban telah dilakukan mulal
dari tahap penyidikan sampal diputusnya perkara dalam sidang pada tanggal 8 Novernber 2016
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakirm menjatubkan putusan berupa hukuman penjara
selama 6 tahun B bulan dan denda sebesar Rp300.000.000, subsider 2 bulan penjara kepada
terdakowa Mr X dan membayar restitusi kepada para karban sebesar Rp 00,000,000, serta mobiknya
disita untuk negara. Sedangkan terdskwa Monos dan Dede masing-masing dijatubi hukuman
penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000, subsider 1 bulan penjara.

Pascaputusan itu, LPSK masih memberikan perlindungan dengan memastikan putusan
terkait restitusi dibayarkan oleh si pelaku dan diterima oleh korban, Pada tanggal 31 Mei 2017,
akhirnya Unang. sebagai salah satu dari koeban kasus tindak pidana perdagangan orang menerima
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restitusi yang menjadi hakna. Jumlah restifus] sebesar Rp100,.000.000 itw dibagl empat sesual jum-
lah korbanmya, dan Unang mendagatkan restitusi sebesar Rp25,000,000,

Uang sejumlah memang tidaklah besar, bahkan sesungguhnya thdak sebanding demgan arti
kehilangannya. Tidak banyak yang bisa Unang perbuat dengan wang sebesar itu, tapi setidaknya dia
akan belajar dari pengalamannya. Unang juga berharap kesialan tidak lagl menimpanya, Dia akan
menjaga dengan sebaik-baiknya uang vang sedikit itu sebagal modal kecil untuk menapaki masa
dirpan bersama keluarganya.

Kini, meski pil pahit kehidupan yang keras dihadapinya dalam usla relatif mueda, dan
ketidakpastian kondisi kesehatan justru menfadi sebuah kepastian, harapan dan cita tak hanus turug
tergadai. Kamu harus semangat Unang, dan harus bangkit. Kamu pasti bisa! Semangat!!
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dengan segayung air panas ke tubuhnya. Bahkan, kemaluan N disiram dengan minyak panas,

D4 Lain kesempatan, M ditempelkan setrika panas. Lain wakiu, N dipaksa meminwm air
mendichit ataw dijefali sendok yang sudah dipanaskan. Pernah juga, tubuh M dililit dan diikat de-
nigan tall rafia. Yang paling diingat oleh M, badannya ditekuk terlebah dulu, lalu oleh majikan, kakl
M dipofiikan silang kemudian dilkat, selanjuinya kepalamya diselipkan masuk ke antara dua kaki
yang sudah diskat.

Kedua tangan M juga ikout dilkat di posisi belakang punggung, sementara tall rafia yang
IT'rE'I'I-q'I'ka't tangan Mu kemudian dikaitkan pada kﬂyu-'l-:.;:,u,l. di atap dapur rumah majikansniya. Pernah
juga dalam posisi terikat yang sama, N dijejalkan ke bawah meja kompor yang sempit, dan di lain
kesempatan, dilkatkan pada besi penyangga tonen air

Penderitaan M tidak berhenti sampal & itu karena dalam posisi terikat, W masih disirami
dengan air panas di sekujur tububnya, Majikan W juga tidak segan-segan menggunakan benda
tajam ketika melakukan penganiayaan. Pernah sebatang golok tengaja ditebaskan ke baglan atas
kepalamya.

Penganiayaan bertubl-tulbl tersebut mendorong M entuk kabur dard rumah majikannya.
Fada hari itw, 3 Oktober 2016, N kabur dengan dibantu masyarakat sekitar. Bersama dengan ayah
Eandungnya. M memperkarakan perlstiwa-persthvia penyikssan yang dialaminga selama bekera
oi rumah rajikanmmya ke Polsek Cileunyi. Penanganan perkara itu selanjutnya diambilalin Polnes Ka-
bupaten Bandung.

Pada bagian akhir surat LEH APIK kepada Ketua LPSE, tak lupa dimohonkan perlindungan
bagi N selama memberikan kesaksian dalam perlcars yang dia laporkan kepada pihak kepalisian
Menunut APIE, pihak pelaku serngkall mendatangi kediaman N setelah vang bersangkutan dan
ayahnya memerikarakan peristiwa-peristiwa penyikiaan itu ke jalur hukum, Pihak pelaku bemulang
kali mendesak N dan keluarganya agar permasalahan itu dapat diselesaikan di luar jalur hukum atas
dengan kata lain berdamai. M merass txkut dan tidak nyaman atas desakan yang kerap diterimanya
dan keluarganya tersebut.

Surat yang disampaikan LEH AFIK ifu menjadi pembuka jalan bagi LPSE turut mengambil
peran dalam melindungl M sebagal saksi karban, selkaligus mengupayakan agar N sebagal korban
bisa mendapatican hak-haknya, Meskipun peristiva pidana yang dialami N sudah cukup jelas, LPSE
tidak serta-merta dapal memberikan keputusan bahwa permohonan perlindungan dari LBH ARK
untuk N dapat diterima.

Sesual prosedur, LPSK terlebih dule melakukan pendalaman imformasi pada kasus yang
dialami M. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagal bahan melaporkan masalah

hukwm yang diakami N di hadapan twjuh orang pimpinan LPSK, agar diperoleh keputusan apakah N
bisa mendapatkan perdindungan dari atau thdak darl LPSK.

Egbagai langkah awal, LPSE merasa perdu bertemu langsung dengan M dan melibat
keadaannya. Selain mendengar langsung cerita dari N, juga untuk melihat apakah dibutuhkan tin-
dakan medis segera, mengingat penganiayaan yang diceritakan pada sural LBH APIE begitu ber-
tubi-tubi dan terdengar menyakitkcan.

Pertemuan LPSK yang divwakill Tim Divisi Penerimaan Permohonan dengan M, dhil akubcan
di kediaman vwo-nya {paman) di Cikarang, N meminta partemuean dilakukan di rumah pamannya
larena segan mengajak tim LPSK ke kontrakan tempat tinggal ayahnya yang sebenarnya tidak jaukh
dari rumah pamannya tersebut.

Dalam pertemuah tersebut, LPSK menjelaskan kepada N dan keluarga terkait maksud dan
fujuan, yaitu karena adanya permohonan perlindungan yang disampaikan YLEH APIK untuk dirj N,
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Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita secara fisik dan psikis, dan sete-
lah melaporkan permasalahannya ke jalur hukum, mendapatkan intimédasi dar pihak terdaporn, N
berhak mengakses liyanan bantuan dan perlindungan dalam proses hukom kepaca LPSK sesual
kebutuhan._

M dapat memintakan pendamgingan selama proses hukum untuk menjamin terpsnuhinys hak-
hak sebagad korban. Perlindungan pega dimungkinkan diberikan kepada ayahirmga M, yaitu Ded, sebagai
pihak pelaporn Pedindungan dimaksusd berupa perdindungan fisik yang ditujukan untuk membserikan
pendgamanan jika intimidasi dari plhak pelaku meningkat dan mengganggu sehingga N dan keluarga
tickak merasa aman dan mysman melanjutkan proses hukum,

M bisa meminta layanan bantuan medis untuk memulihkan dan memdapkan fisikma setelah
mengalami sederet tindak penganiayasn yang mengakibatkan luka-luka di sekufur tubuhinga, atau
layanan bantuan psikologes apabila N mengalamd trauma akibat peristiwa tersebut, atau dapat
mengganggu M pada saat akan memberikan keterangan di kepolisian atau persidangan,

Fada kesempatan itw, LPSK juga menjelaskan, pendamping-pendamping M darl LBH AFIK,
suclah beberapa kali merujuk penanganan kasus serupa kepada LPSK, Kali ini, mewakili M, mercka
menyampaikan kebutuhan-kebutuhan N sebagai saksh korban untuk dilindungl dan diberikan hak-
haknya dalam proses hukum oleh LPSK, N diberikan penjelasan tentang perdunya persetujuan dari
pihak yang dimohonkan perdindungannya kepada LPSK, dalam hal inl W sendiri.

LESE, parlu mendapatican pernyataan tegas darni N terkait kesediaan dan kesiapannya untuk
member] kesaksian selama proses hukum, selama N dalam perlindungan LPSK, apabila nantinya
permohonan pedindungannya ditérima. Medihat kondisi fisik N pértama kali, menyiratkan kesan
bahwa kuat dugaan ada pihak yang melakukan kekerasan kepadanya secara bertubi-tulbl.

Itu terlihat clari Bagian bibie dan daun telinganya yang terlibat bengkak, jega terdapat pitak
memanjang pada bagian tengah atas kepala N. Pergelangan tangan sebelah kanan sudah cacat
Terlibat dori posisinga yang selalu menehuk dan tidak lagi Kuat digunakan beraktivitas. Belum lagi
ketika di tengah-tengah perbincangan, N menyvingkap sebagian bajunya untuk menunjukkan sisa-
sisa penganiayaan yang diterimanya selama hampir enam tahun, Ngilu sudah pasti, apalagl melihat
barmyaknya keloid pada kulit bekas luka di bagian punggung, lengan atas dan bawah, jugs pada
pergelangan kaki M.

Ketika: diminta menuturkan peristiva yang dialaminya, N kesulitan bicara: Suara yang
keluar terdengar lirih dan terbata-bata dikarenakan masih adanya luka pada bagi lidah vang belum
sembub total, vang kemungkinan akibat ditempel sendok panas, Jika diperhatikan, ukuran lidah N
saat itu lebdih kecil dibandingkan Fdah pada umumnya,

Meski demikian, N fetap berusaha menjelaskan peristiwa yang dislami, dimulai dari dia
diajak bekerja di rumah majlkan yang pertama. Menurut cerita M, dirinya pernah bekerja untuk dua
majikan. Pada majikannya yang pertama, N diperlakukan dengan baik dan diberikan gaji sesuai
janji, Mamun, tidak berapa lama, majikannya meminta N untuk melanjutkan bekerja di rumah
anaknya karena sedang membutuhkan pekera rumah tangga.

W lalu berpindah kerja ke rumah majikan kedua, yang juga anak dari majikan pertamanya,
yang pekerjoannya adalah PNS. Di rumah majikan yang kedua itulah, N mengalami berbagai tindak
penganiayaan, meskipun N tidak mengerti apa kesalahan yang diperbuatnya hingga diperiakukan
sepertl itu. N juga tidak pernah memperoleh upah yang menjadi haknya, apalagi diperfakukan
dengan baik. Dia sehari-hari hanya diberikan jatah makanan sisa majikannya, Untuk istirahat, tidak

disiapkan alas kasur untuk N tidak punya pilihan lain sefain tidur melantai
M kemudian menunjukan hasil pemeriksaan medisnya di RSUD Althsan. Dalam dokumen




rekam kesehatan fisik tersebut, diketahui cukup banyak luka fisik yvang diderita N, mulal dan retak
dan patah pada bagian tulang hidung. tulang jari tangan kanan bagian kanan bergeser, juga tulang
dan atol bahu sebelah kit mengalami maszalah. Kepada LESK, M juga mengeluhkan hal-hal tidak
méengenakan yang dirazakannya sampai saat itw, baik kepala yang leraza pusing kala mendeangar
suara gaduh, atau gusi yang selalu berdarah setiap kali bangun tidur di pagi hari.

Bahu sebelah kin jega tidak dapat digerakkan dengan leluaza, Telapak kanam tidak dapat
digunakan secara sempurna untuk menggenggam, juwga rasa ling, nyer dan sakit di bagian paha,
Futut dan betis kaki sebelah kanan yang rasanya muncul ketika sedang berjalan. M meminta kepada
LP5SE untuk dapat dibaniu agar sembuh dan kondisi fisiknya bisa kermbali bekerja seperti sedis kala,

LP5K selanjutnyga memberikan penielasan, sebagai korban, N memiliki hak uniuk miengajukan
tuntutan ganti negl. Karena M dimungkinkan oleh hukum entuk mengajukan tuntutan ganti ruegl
hpm:l.a peelaku atas kerugian-kerugian dan pendenitaan-pénderitaan yang dialami. Dengan tegas
N menyatakan keinginannya untuk meminta ganti keneglan—atau istilah lainnya adalah restitusi.
LPSK dapat membantu untuk menghitung rinckan penderitasn dan besarnya permintaan ganti regi,

Yang pertama, M yang saat itu dipekerjakan ketika usianya masih 16 tahun, menuntut pem-
bayaranatas upahnya selama enam tahun bekerja, dengan gajivang diperjanjikan sebesar RpS 00,000
per bulan. Kedpa, menuntut biaya yang dikeluarkan N pada saat pengobatan awal yang dikeluarkan
dafi kocek kefuarga N sebesar RpaT00000 Ketiga, biaya yang sedah dikeluarkan keluarga N untuk
operasional skomodasi selama proses hukum yang dijalani, baik untuk sewa mobil bolak-balik dari
tempal kediaman sementara N di Cikarang ke Polres Bandung, tempat kasusnya diproses hukum,
termasuk uang uniuk memise i bensin dan tol, sampai biaya yang dikeluarkan untuk maks n-minsem
sepanjang perjalanan, dituniut oleh M sebesar Rp6 800,000, Keempat, menuniut atas pengelusran
W dan kefwarga entuk kebutuhan hidup selama menumpandg di remah saudara di Cikarang sebesar
Rp1.500.000. Terakhé, atas semua penderitaan N, utamanya penganiayaan bertubi-tubi yang
dilakukan oleh pelaku, yang saat ind masih menyiiakan rasa sakit dan meninggalkan luka dan cacat
pada twibuh M, ditambah tekanan batin yang dirasakan selama bekeria dalam komdisl tersebut, N
menuntut N sebesar Rpl S00.000,000, Rominal tersebut meliputi ganti rugi atas keragian M yang
membayangkan di waktu v sampai wakiu ke depan, kehilangan kesempatan di usia produktif
untuk mempercleh penghasilan yang Layak, mengingat cacat yang dialaminga,

Jurnlah seluruh pengajuan tuntutan gantl kerugian vang dihitung LPSK  senilai
Rp1.537.470,000 (satu miliar lima ratus tiga pulub tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Mamun demikian, LPSK melabel Divisl Pemenuhan Hak Saksi dan Karban akan melakukan peng
hitungan kembali apabila permohenan perlindungan diputuskan diterima dengan nilai yang dapat
dipertanggungjawabkan dan akan dimasukan dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Diberikan
penjelasan kepada N dan keluarga bahwa tuntutan ganti rugi tersebut akan dituntut kepada
pelaky, dalam proses hiukurm, LPSE dalam hal inl sifatmra memfasilitasi pengajuan restitusi dard N
dan keluarga, mulai dari menghitng tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan, juga mengkomu-
nikasikan hal tersebut dengan jaksa penuntut umum agar tuntutan ganti regi dimasukan ke dalam
tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa di persidangan. Majelis hakim yang melakukan
pemeriksaan terhadap kasus N-lah yang akan memberikan keputusan dikabulkan atau tidaknya
permintaan ganti rugi N, juga menentukan besaran ganti rugi yang dapat dibayarkan cleh pelaku,
oleh karenanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan perlu mempertimbangkan kemampuan
finansial darl pelaku. Apabila nantinya pelaku menolak memberikan ganti rugi sebesar yang telah
diputuskan majelis hakim, sebagai gantinya pelaku akan mendapatkan tambahan masa penahanan
selama satu tahun selain hukuman pokok dari vonis yang dijatufkan majelis hakim,
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Selain bertemu dengan N, sebefum permahonan perindungan dari LBH APIK, disampailcen
kepada tujuh orang pimpinan LPSK, penting dilakukan koosdinasi dengan kepolisian yang me-
nangeni perkara M. deh karenanya, koordinast dilanfutkan ke PPA Polres Kabupaten Bandung, unit
yang saal itu menardgani laparan yang disampaikan M.

Laporan dari Bapak N, Didi, mulamya diterima di Polsek Cileunyi pada tanggal £ Okiober 2016,
subuh sekitar pukul 04.00, yang kemudian d'l|.!lr'|;u“:.;|n d-l:ngpn pemieriksaan terhadap Bpk Didi dan
M untuk dibuatkan berita acaranya. N turut menperahkan kepada polisl Kerudung dan pakatannya
yang masih terdapatl noda darah akibat penganiayaan bilamana dapat dijadikan sebagai alat bukti.
Selanjutnya, N dengan ditemani anggata dari kepolisian, menjalani swisum et regertem di RS AMC
Cileuny, dan setelahmya diantarkan ke P2TP2A Kabupaten Bandung agar kebutuhban penanganan
prikalogis dapat segers diberikan kepada N dan bapaknya, Keesokan harinya, majikan N ditetapkan
sebagal Tersangka oleh Polsek, ditangkap di rumahnya kemudian ditahan. Mamun selanjutriga,
sempal dilakukan penanggunahan peénahpn obleh Polsex karena adanya permintaan dan pihak
keluarga. Diberikan beberapa pertimbangan saat itu hingga akhirnya penangguhan penahanan
dikabulkan, yakni majikan N tebagai perempuan yang memiliki tiga orang anak di bawah umur,
darn salah satu anaknya masih berusia 11 bulan dan butuh diasup AS! oleh Tersangka. Selaln (b,
thdak ada rutanm khusus untuk wanita di Pelsek Cilleunyi. Tersangka dikenakan wajib lapor setiap
Senin dan Kamis. Keputusan tersebut disayangkan beberapa pihak, yvang kemudian mendaorong
agar penanganan dapat dialinkan ke Polres Kabupaten Bandung saja,

Dalam penanganan di Polres Kabupaten Bandung, Tersangka segera ditindak dengan
penahanan, dan kurang dar satu bulan berkas sudah disampaikan kepada jaksa penuntut umum,

Untuk menutup peneliahan, dilakukan keordinasi dengan P2TP2A yang mendapat najukan
resml dar Polsek CHeunyt untuk mendampingl N dan orang tuanya dalam proses hukum dan
rehabilitasi kondisi fisik dan kejiwaan dari M. PZTP2A telah memberikan penanganan pertama
dengan melakukan konseling psikelogis awal terhadap M. Memang pada M ditemukan trauma
pasca peristiwa sehingga untuk selanjutmea, masih dibutuhkan layanan piikologis Bagi N seperti
pendampingan selama proses hukum penguatan kondisi psikologis, dan penanganan kondisi fisilke
Untuk penanganan kondisi fisik, sebelummya layanan medis bagi N sudah dilakekan oleh RSUD Kab,
Bogor. Setelah N pindah kediaman ke Cikarang, layanan medis itu terputus dan belum ditunjuk
imgtansi lain untuk memfasilitass layanan tersebut sehingga LPSK diminta untuk berperan di hal
tersebiut

LPSK selanjutiya melaporkan pertemuan dengan M dan keludrganya, [Ugs pertemuin
dengan Polres Kabupaten Bandung dan PZTPIA Kabupaten Bandung di forum rapat plmplnan

paripurna LPSKE. Kesimpulan yang didapatkan dalam penclahaan tersebut yakni terkait status
M sebagal saksi korban yang sudah diverifikasi, persetujuan N dan keluarga untuk pengajuan
permohonan perlindungan kepada LP5E, adanya intimidasi dari pihak pelaku agar M manghentikan
proses hukum, serta adanya kebutuhan medis dan psikologis N yang perfu ditindaklanjuti.

Sebagai salsh satu bentuk intimidasinga yaitu suami pelaku mencoba mengkriminalisasi

M dengan membuat laporan polish atas dugaan perbuatan pencurlan dengan terlapor N. Terdapat
surat panggilan dari Polsek Cileunyi kepada N sebagal saksi atas laporan tersebut, Tapi dengan
kondisi saat itu dimana N masih menjatani pemuliban psikis dan harus fokus menghadapi proses
persidangan maka LPSK mengirimkan surat pemberitahuan perihal status hukum dan permohonan
penundaan permeriksaan saksi terlindung LP3K agar tidak menimbulkan dampak melemahkan
maoril dan trauma yang saat ini masih dialami N sebagai Saksi dan/atau korban. Hal tersebut juga
sebagai bentuk perfindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap M. Tidak sedikit praktik
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kriminadisasi dan diskriminasi khususnya techadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Romitmen aparal penegak hukum dan institusi bahwa KDRT acalah kejabatan kemanusiaan
menjadi hal yang penting sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban,

Berdasarkan hasil investigasi dan kordinasi tersebut maka M berhak mendapatkan per-
lindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan psikologis, Pemberfan perlin-
dl.l-l'lg-!n hak pfﬂ.'i&du!’ﬂ dalarn bentuk ptﬂdamping.]n terhadap M selama menjalani proses hikum
rmiuilai dasi tingkat penyidikan sampal dengan persidangan. Peristiwa yang dialami M menjadi berita
yang diekspos oleh media cetak dan elektronik sehingga tidak sedikit wartawan yang mendatangi
rumah N untuk mewawancaral dan mempercleh berita tentang kasus BDAT yang dialaminya, Ba-
nyak yang datang memberikan empati dan dukungan kepada N sebagai korban, baik dari pejabat
pemerintah daerah maupun dari tokoh masyarakat, Hal tersebut tentunya sangat membaniu agar N
tetap semangat dan tdak takut untuk memperjuangkan keadilan atas peritisa yang menimpanya,
Hamun demikian, hal 1ersebut juga dinilai dapat menjadi potensi ancaman dan ketidakyamanan
bagi M karena hampir setiap hari banyak yang datang mengunjungi rumahnya

Dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka N diternpatkan di RPTC Ke-
mienterian Sosial untul bel:-arapa wakiu LEMpa Iﬂvlfr'li;pﬂl'l 'I-:|;|n|;||5qr|r.a kembali kondusil, Penempatan
M di RPTC berdasarkan hasil kerasama antara LPSK dengan LEH APIK dan RPTC agar N mendapatkan
penanganan secara intensif dalam rangka pemuliban kondisi psikis dan rehabilitasi psikososial, Se-
lama berada di RPTC, N melakukan keglatan-kegiatan berupa keterampilan membaat prakarya,
kegiatan kerchansan dan kegistan lain bersama dengan penghuni RPTC lainnya. Awalnya M sangat
ketaloutan dan trasma wntuk mela kukan interaksi dan bergaul dengan siapapun sehingga pada saat di
RPTC ia cenderung berdiam din dan tidak memiliki kesnginan uniuk berbaur dengan penghuni RPTC
Rinmya. Dalam rangka pemulhan pskis dari traumatik, LESK memberikan layanan psikologis dengan
merujuk Piikolog profesional uniuk memberikan penanganan kepada N baik berupa psikoterapl,
intervensitindakan khwsus, atau bentuk-bentuk pemulihan jangka panjang serta tindakan Lknnya.
Llj'-ll'll'l tersebut diakukan di RPTC wecara antensil aerngan jachwal ying telah diatur aleh plakodog.
Dari hasil laporan Psikolog menunjuikkan kondisi psikis N mengalami traurma cukup berat yang
disehablan karena peristiwa yang menimpanya berjadi selama bertabun-tahwn contohnya ketakutan
N terhadap air panas sehingga saat inl N thdak pernah meminum teh, ketakutan M terhadap kondisi
gelap sehinaga setiap tidus smpu kamar tidur M harus tetap menyala dan beberapa koredisi lainnya
yang menimbulkan ketakutan pada diri K. Termasuk didalarmnya ketidakinginan M untuk bertemu
gan berkomunikasi dengan siapapun sehingga N cenderung tertutup.

Alas kondis tersebut, Prikobog secars nutin membenkan lyaran psikologis dalam ramngka
pemulihan frauma yang dirasakan N agar kembali menjalankan kehidupanmya secara normal
Selama 6 bulan lavanan pukologis LPSK diberikan, menunjukkan perkembangan kondisi psikis N
wyang sangat signifikan. Traurma terhadap aie panas. kendist gelap, cabefombok telah hilang Se-
hingga N dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya tanpa ada trauma yang menghantuinya. Mams-
pu metakukan komunikasi dan interaksi dengan penghuni RPFTC lainnya menjadi kemajuan yang
balk untuk N dalam menjalankan reintegrasi sosial di lingkungannya. Kegiatan kerohanian berupa
pengajian, sholat berjamaah dan keglatan ibadah linnya membuat N lebih ikhlas dan beserah
diri kepada Tuhan atas peristiwa yang terjadi. Meskipun penderitaan N tidak akan terobati dengan
EPApUn Ramiun semua pihak berharap N dapat menjalani ketangsungan hidupnya kedepan dengan
baik dan mandiri,

Tidak hanya trauma yang diafami N, bekas luka akibat kekerasan atau pemukulan juga
memyisahkan penderitaan terhadap dirinya. Terdapat sangat banyak bekas luka disekujur tubuhmya
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baik di bagian kepala, tangan, kaki dan perut berupa kelodd yang cukup besar dengan rasa sakir,
gatal dan nyeri yang bisa datang disetiap waktu. Luka pada bagian kepala lah vang sering dikeluhkan
M, rasa sakit yang sering datang dimalam hari ketika M tidur membeat M sangat tergangagu. Pernah
pada suatu waktu N mengalami kesakitan dibagian kepala tepat diposid luka bekas pukulan palu,
akibatnya N mengalami kesulitan tidur hingga pukul 03.00 malam, Diilakukandlah pemerikeaan
maedis di Fumah Sakit dengan hasil babwas terdapat luka di kepala akibat benturan benda tumpul
Untuk mengobatinga M harus meminum obat antl nyer dan rutin melakukan medicad eheck up di
Rumah Sakit. Selain itu, keloid atau Bekas luka parut pada bagian kulit, menfadikan kulit tubuh N
tidak mulus lagl. Belum juga habis penderitaan M, apabila tubiuhnya berkeringal atau kepanasan
akan menjadi pemicu rasa gatal yang teramat sangat pada kelodd disefuruh tubuhnya, Untuk
mengatasinya, N harus mengoleskan salep setiap kali gatal pada keloidnya, Hingga saat inj luka
tersebul menjadi belas kepahitan atas kekerasan yang sadis dan tidak manusiawi.
Fada bulan Februari Tahun 2017, digelarlah sidang pemeriksaan saksi korban di Pengadilan
Megeri Bale Bandung, Dengan pengawalan dan pengamanan LPSE terhadap M menjadi titk
konsentrasl dalam membernkan perlindungan. Begitu banyak pihak yang hadir untuk memberikan
dukungan kepada M tidak terkecuall teman-teman PRT sebagal korban KDRT darl Jaringan Masio-
nal Advokasi Pekerja Rumah Tangga (lala PRT]. Kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas dan
dukungan mengecam kekerasan terhadap PRT. Suasana sidang begitu ramai, Saksi N pun membe-
rikan keterangan dengan baik tanpa rasa takut dan trauma saat berhadapan dengan Pelaki. Luka-
luka yang masih membekas, diperiihatkannya kepada Majelis Hakim dimuka persidangan. Ada
begitu banyak keloid diseluruh tubuhnya yang menggambarkan kekejian pelaku menganfaya M.
Rasa empatl dan haru seketika menyelimuti suasana sidang siang itu. Tak kuasa para pendukung N
menshan tangis dan juga berteriak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hakim pun meminta se-
mua hadirin sidang agar tetap tenang dan tertity, Saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa
penderitaan yang la razakan agar dapat dipertanggunglawab&an oleh pelaku benupa ganti keru-
glan/restitus, Keinginan N untuk mengotati lukanys membutuhkan biaya medis yang sangat besar,
Hal tersebut juga telah difasilitash oleh LPSE dengan surat yvang ditujukan kepada Peauntut Umum
tentang pengajuan permohonan restitusi korban sebesar Rp.307.950.000,- agar dapat dimasukan
ke dalam tuntutan. Dilakukan penghitungan restitusi kembali berdasarkan penilaian kerugian yang
dapat dipertanggungjawabkan dipersidangan seperti kerugian atas kehilangan penghasilan/upah,
biaya medis dan paikologis serta biaya-biaya Lain yang timbul selama proses hukum
Selang beberapa hari kemudian pasca persidangan, Kuasa Hukum dar pelaku menemui tim
LPSK untuk menyampaikan adanya itikad pelaka dan pihak keluarga untuk memberikan biaya ganti
rugifrestibusi kepada M sebesar Rp. 150,000,000, Nilai itu lebih sedikit dari pengajuan restitus yang
dimohonkan berdasarkan penghitungan LPSKE, Menanggapl hal tersebut, LESK memberitahukan
kepada N dan menanyakan tentang kesediaannya untuk menerima atau tidak uang restitusi yang
akan dibayarkan sesuai kemampuan pelakie Dalam situasi tersebut N sempat bingung dan me-
minta pendapat kepada ayah kandungrya, LPSE dan pendamping. Berbagal pertimbangan dan
masukan telah diberikan kepada N dengan keputusan tetap berada ditangan N sebagal kocban.
Butuh waktu cukup larma untuk memutuskan hal tersebut yang pada akhirnya N bertedia menerima
restitusi tersebut tanpa syarat seperti surat perdamaian atau pemberian maal kepada pelaku. N juga
manyampaikan tidak ingin bertemu dengan pihak dari pelaku baik kuasa hukum atau keluarganya.
LP5KE memberitahukan hal tersebut kepada kuasa hukum pelaku dan Jaksa Penuntut Umum untuk
langkah tindaklanjutnya.
Hal tersebut juga dikordinasikan LFSK kepada Mejelis Hakim untuk meminta pendapat ten-
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tang teknis pembayaran restitusi. Hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi dapat segera
dibayarkan kepada korban dengan berita acara atau surat pemberitahuan pembayaran restitusi
yang akan diberikan kepa-da Penuntut Ui dan akam d-s.arnpa-kan d;periadangan 5|al;|a|_:|11| Bahan
pertimbangan putusan hakim.

Maka LPSK memfasilitasi pembayaran restitusi tersebut dengan membuatkan tabungan
rekening bank atas nama N, Mengingat N belum memiliki KTP sebagal syarat pembukaan rekening
maka LPSK bekerjasama dengan PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Sekretariat Megara untuk meminta
kebijaksanaan Kerjasamaini sudah beberapa kali dilakukan khususrya terhadap korban yang tidak
meemiliki identitas dir, karena KTP. mereka biasanya disita obeh majikan dan hilang. Sementara
korban harus menerima uang restitusi dalam jumilah yang cukup besar.

Pada tanggal 10 Februari 2017 bertemnipat di Jakarta, suami pelaku telah melakukan pengi-
rimanransier uang restitus sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening Bank BMNI atas nama M. Selanjut-
iy LPSE membuat Bevita Acara pembayaran restitusi dan surat pemberitabuan yang ditujukan
kepada Penuntut Urnum, Beberapa hari kemudian, korban dan ayah kandungmya diminta untuk
hadir memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan terkalt pembayaran restitusi. Pada di-
persidangan tersebut, kesaksian dari N dan ayahnya menyatakan bahwa mereka bersedia dan telah
Mmenerima uang restitusl sebesar Ao 50.000.000,- yang dibayarkan melalul transferan oleh swami
pelaku Tapi ketika Hakim menanyakan apakah korban memaafkan pelaku, korban masih tetap
tidak mau memaafkan perbuatan pelaku karena apa yang dia lakukan sangat menyakitkan dan
meninggalican luka hati yang teramat dalam. Sidang mendengarkan keterangan saksl korban pun
telah selesal dan pada tanggal 27 Maret 2017 putusan Pengadilan Megeri Bale Bandung Momaor:
1/pidsus 201 7PN Blb mematakan terdakwa an lrma Susanti telah terbukti secara sah melakukan
tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menjatubkan pidana penjara selama 9
bulan. Yonis tersebut tentunya sangat jauh dari harapan korban atas perbuatan sadis yang telah
dilakukan kepadanya.

Keadilan dari perspektif korban tidak cukup hamya ketika pelaku dijatuhi hukuman pidana
penjars namun korban berhak untuk mendapatkan restitusi/gant] kerugian secara finansial yang
diterima korban atas penderitaan fisik (sakit, luka, cacat), tracma akibat kekerasan yang dialami kor-
ban, Resitusl bagi korban dapat digunakan untuk memulinkan kesehatan fisik, psikologis, peme-
nufan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dipergunakan sebagai modal untuk mata
pencahasian sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar dan mandiri,
Olleh karena ity, penggunasn uang restitusi harus tepat sasaran untuk kelangsungan masa depan
korban, tidak untuk hal-hal vang kurang bermanfaat. Dalam kaitannya dengan kasus ind, restitusi
yang diperoleh korban sepakat untuk dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan N memiliki
tempat tinggal dengan kata Lain membeli rumakh, Sebelum bekerja dismah pelaku, M menumpang
hidup dirumah Meneknya di Majalengka, Ibu kandung N telah meninggal dunia dan ayahnya
telah memiliki keluanga lagi. Saudara kandung lainnya juga telah memiliki keluarga dan semuanya
hidup miskin dengan pendapatan dibawah rata-rata. Tidak mau menjadi beban keluarga, maka N
berkeinginan hidup secara mandiri dengan memilikl rumah dan mencoba berwirausaha. Bukan
hanya itu, kondisi fisik N saat ini dinilai tidak dapat bekerja secara normal lagi karena luka akibat
kekerasan yang dialaminya menjadi permanent sehingga menghambat gerak tubuh M.

LPSK kembali memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban untuk membeli rumah dengan
uang restitusi yang is peroleh. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan rumah
sesuai kriteria yang diinginkan ditinjau dari lokasi, bangunan, nilai jual dan lingkungannya. Ada &
rumah yang telah dillhat oleh N bersama-sama tim LPSK yang pada akhirmya N menjatuhkan pi-
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lihannya disalah satu rumah yang berada di daerah Parung Kab.Bogor dengan harga Rp, 98,000,000, -
ditambah biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp.10,000.000,-, Rumah tersebut adalah bangunan
baru yang berada di lingkungan perumahan dengan luas 6x15 m’. Lokasinya cukup jauh dari
perkotaan tapi fasilitas umum dilingkengan tersebut sudah memadai, Uang yang tersisa akan di-
manfaatkan untuk modal wusaha membuka wanung sebagal mata pencaharian M sehingga la thdak
periu Bekerja kembali menjadi pembantu rumah tangga,

LPSK bersama dengan LEH APIK mendampingi N uniuk melakukan proses jual beli di kantor
Motaris, Pengurusan serltifikat atas nama N membutuhkan proses dan waktu yang cukup Llama.
Mamun demikian N sudah berhak menempati rumah tersebul. Merapikan dan belanja perabot
keperuan rumah tangga seperti kulkas, telivisi, lernari dan lain-lain menjadi kegiaten yang sangat
menarik saat itu. Semua pihak ikut terlibat dan menggambarkan kebersamaan untuk penanganan
kasus ind, Ada yang menganghkat kulkas, tempat tidur ada pula yang mengecat beberapa sudut
ruangan agar nampak lebih indah,

Tepat pada tanggal 2 Agustus 2017 dilakukan serah terima kunci remah M oleh Ketua LPSE
bertempat di Parung sekaligus melibhat secara langsung rumah M yang dibeli darn wang restitusi,
Sejak saat itu pula N sudah keluar darni RPTC hidup secara mandinl dan kemball bersosialisasi diling-
kungan masyarakat. Mampak kegembiraan N menempati rumah barunya. Restitusi teptunya sa-
ngat memberikan manfaat untuk pemenuhan hak-hak bagi korban, Mamun, requlasi sastini belum
cukup mengakomodic kebutuhan korban pidana untuk mempenoleh restitusi yang secara eksplisit
terbatas pada pidana perdagangan orang saja,
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didorong rasa ingin tahu yang besar. Ketika terjadi ledakan, Ayu dan teman dekatnya, almarhumah
Intan dan Leo (nama samaran), yang pertarma kali meneriakkan, “kebakaran®!”“kebakaran!!

Ketiga anak yang berada paling depan saat kejadian, benar-benar tidak mengetahui dan
memahami apa yang sebenamya terjadi dan menimpa din mereka, i benaknya, mereka bermain
dengan teman-teman dan melihat ada orang yang menyulut kebakaran. Aya tidak menyadari bahwa
iudah kali terakhir dia melihat dan bermain bersama sahabat karibnya, almarhumah Intan, Mereka
pun tidak tahy, siapa vang meryelamatican meneka dan bagaimana bisa selamat dari kobaran api
dan asap hitam yang menyesakkan. Manurut cerita orang tua Ayu dan Leo, ketika sadar, keduanya
masih berteriak-teriak, “ada apd, kebakaran, kebakaran,.”

Sedain Ayu, penulis juga bertemu dengan Leo, anak korban yang juga mengalami luka bakar
bebih dari 70% saat keduanya masih berada di rumah sakit dan menjalani perawatan. Ayu banyak
berceloteh bahwa dirinya ingin bertemu dengan Intan, temannya, sementara Leo berselorch
muskanya tinggal sepanih. *Mamak, pangaalkan lnlan? Ayu mau main sama intan’, Mama Ayu pun
pilu dan idahnya berasa kebu karena bingung harus menjawab apa. Karena sampai detik itu, Ayu
tidak mengetahui batwa sobat karibnya tefah meninggal dunia, Hanya ini yang bisa dijawab, :
*Intan dibawa neneknya pulang kampunag, Ayu. Manti, kalau Intan kembali, mainkah sama Intan®

Tidak itu saja. peristiva mengharukan lainnya teelihat kala Leo hendak dibawa ke ruang
operasi, [ha menangis dan merengek-rengek kepada mamanya agar tidak dibawa. “Tidak mdau
Maoma, thdok mow, sakil Mama, daktenya fabar. Kepala Leo takils Mendengar itu, Ayu berbutur, “Leg
gak boleh mencngis, Leo kan anak berani™. Penulks tidak menyangka kalimat itu muncul dari Ayu
yang 5aal itu juga masih lemas karena habis melakukan operasi cangkok kulit. Kalimat itu untuk
memberkan semangat bagh temannya. Padahal, sepengetabuan penulis, keduanya sebelumngya
tidak saling mengenal, bahkan rumahnya juga berjauhan.

Berbeda talu anak koehan [ainmya bermama Bela (bukan nama sebenarnyal. Dia dinyatakan
semibuh karena huka bakar vang dialaminya bebih ringan dibadingkan kedua anak lainnya. Bela
mengalami luka bakar sekitar 1%, Mamun demikian penderitaan Bela tidak sederhana, daa juga
mengalami trauma seperti kedua anak korban lainnya, dimana setiap ada suara petasan, mereka
ketakutan dan berterfak-teriak. Bela juga kerap ketakutan setiap kali melihat apl

Teror bom ini harus diakui menyisakan penderitaan mendalam bagt korban dan keluarganya,
baik secara fisik maupun secara piikologis. Terlebih salab satu anak juga menjadi korban meninggal
dunia pada saat itu. Ledakan borm memang tidak lama, tetapi penderitaan keluanga Intan yang
harus kehilangannya, Ayu dan Leo yang mendesita luka bakar bebih darl W%, sarta penderitaan
keduarga mereka, sungguh ticak termdlal. Tedelbih kesemua korban langsung merupakan anak-anak
Berusia i bawah 5 tahwen. Almarhuemah Intan beremor 2,5 tahun, Leo kala itu barumur 4 tabhun, Ayd
berumur 3 tahun dan Bela berurmur 2 tdhun,

Perlindungan dan Bantuan

Pada kasus ini, Lembaga Perdindungan Saksi dan Korban (LPSK} mendatangi korban pada
bulan November 20016, Ketika itu LPSK belum bisa berternu langsung dengan anak korban, tetag
sempat berjumpa dengan orang tua korban, Catatan menarik lain, Pemerintah Kota Samarinda
dan Pemeriniah Prowinsi Kalimantan Timur secara proaktif langiung membantu para anak korban.
Mereka dirawat di RSUD Abdos] Muks dan RSUD AW S[ahranie. Kemudian perawatan semua korban
dipusatkan di RSUD AW Sfahranie. Baik Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemerintah Provinsi
Kakimantan Timur menyatakan menanggung biaya perawatan para anak korban. Bahkan, Wakilwali
Kota Samarinda berinisiatif memberikan kenseling bagi semua anak yang berada di lokasi kejadian
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clan mengalami irauma akibat peristivia tersebut.

Ketika berjumpa para orang tua korban, LPSKhanys menyampaikan rasa berduka dan menje-
laskan secara singkat mengenal tugas dan kewenangan LPSK, Para orang tua korban menerima
LP5E dengan baik, tetapl menyatakan belum berkeinginan dan berpikir mengajukan permohonan
perindungan dan bantusn kepeda LPSK karena masih dalam suasana duka dan anak-anak mereka
masth di ruang PICU. Demikian halnya dengan keluarga almarhumah Intan yang belum bersedia
mengajukan permohonan perlindungan pada saat diternul LPSE df ramah duka.

Pada targgal 12 Januar 2017, Jaksa Agung menerbitkan surat edaran kepada Kepala Kejak-
saan Tinggi seluruh Indonesia perihal pemenuban hak Kempensasi korban tindak pidana terorisme
dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Surat tersebul menjawab surat LPSK tertanggal 19
Desember 2016 perihal masukan mengenai pengajuan kompensasl. Surat Jaksa Agung inl pada
intinya memerintahkan penuntut wurmum di dalam uraian tuntutan pidananya untuk mencantemkan
permohonan kompensasi bagl korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat,

surat inl menjedi angin segar bagi para korban untuk mendapatkan hak atas kampensasi,
mengingat pada kasus teror bom di Sarinah, jaksa penuntut umum tidak memuat permohonan
kompensasi para korban di dalam tuntutannya, dimana akibat dari tidak dimuatnya permohonan
kompensasi dalam tuntutan penuntut umum, mengakibatkan hakim tidak memutuskan kom-
pensasi yang diajukan oleh para korban. Padahal tiga crang korban bom Sarinah tercatat telah
mengajukan kompensasi melalui LPSK.

Selanjutnya, Densus B8 Anti Teror Polr mengiimkan surat kepada LPSK tertanggal 22
Februari 20017, perdibal bantuan penghitungan dana kompensasi bagi korban teror bom di Samarida.
Dralam surat tersebut, Densus meminta bantuan LPSK metakukan penghitungan dana kompensasi,
selain terhadap para orang tua ketiga anak korban di atas, juga terhadap tiga orang ibu yang sepeda
mictornya terbakar dalam peristiwa tersebut. Hal inl dikarenakan bagl ketigamya, sepeda mator
it samgal penting. Salah $alunga 1bu Ana (bukan nama sebenarnyal, sepeda motor yang hangs
terbakar akibat ledakan bom dipakai untuk berjualan sayur keliling. Sedangkan untuk ibu Dira
(bukan nama sebenarnyal, sepeda motor itu juga sangal penting karena profesinya sebagai ojek
online, dan bagi 1bu Maria (bukan nama sebenarnya), sepeda motor dipakal untuk antar jemput
anak-andknya bersekolah,

segera sefelah menerima surat tersebut, LPSK menjumpai para korban yang telah dise-
butkan di dalam surat Densus. Sebaglan besar dari mereka tidak asing dengan tim LPSK karena
telah bertemu sebelumnya pada bulan November 2016 di rumah sakit. Tetapd, ada pertanyaan kritis
diajukan beberapa orang korban, Mengapa harus LPSK yang menghitung? Apa saja hak kami se-
bagai korban? Sejaub apa LPSK akan membantu para korban? Atas pertanyaan-pertanyaan itu, tim
LP5E memberikan pejelasan lebih detall dibanding sebelumnya sehingga mereka lebih memahami
tugas dan kewenangan LPSEK serta hak-hak mereka selaku korban tenorisme,

Berkaitan dengan permobonan dan kewenangan untuk membantu dan melindungl saksi
danfatau korban terorisme, LPSK memutuskan memberikan bantuan dan perlindungan kepada

para korban yang diajukan Densus 88, berupa pendampingan pada saat perneriksaan di pengadilan
sebagal saksi; pemenuhan bantuan psikologis; dan fasilitasi kompensasi. Sementara untuk bantuan
medis, LPSK sifatmya hanya membantu pembiayaan, mengingat pembiavaan medis telah dilakukan
pemerintah daerah. Berikut data tentang perindungan dan bantuan bagi mereka:
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5ebeium lebih jauh membahas mengenai hak-hak korban terorisme, khuiusnya hak a1as
eesoEnsasl, teriebin dahulu perlu dibahas mengenai siapa korban. Fernzanaten mengenai Siapa
oan becaimana korban terorisme, tentu tidak bisa lepas dari pembanasan mengenal korban ke-
JEnEan Bty tindak pidana secara umum. Ada beberapa definisi terkait korben kejahatan yang da-
=0 menas pivan, baik dalam ketentuan bukum internasions] maupun nasional Sericyt bebarapa
2efnil mengenai korban tindak pidana atau kejahatan,

Linited Nations Declaration on Basic Principles of rstice for Vicrims of Crime ond Abuse of Poaver
Dewiarys PEB tentang Prinsip-prinsip dasar tentang keadilan bagi korban tindak pidana dan pe-
Sy2afgunaan kekuasaan), mendefinisikan korban sebagai berikut, “persons whao, individually of
saleceely, hove suffered harm, inchinding physdical ar mendal i Wy, emotional su Faring, economic ks
o sustenticl impairment of their fundamental rghts, through acts or amissions that are in vielation of
crimingl lovs apenative within Member States, including those law proseribing criminal obuse of power”
worman adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yvang menderita keregian baik
secara fislk maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial
gan hak-hak asasi mereka, yang melangoar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk
ceatman-peraturan yang melanggar penyatahgunaan kekuasaan,

Mengacu dari definisi di atas, jelas bahwa korban kejahatan tidak saja individu ataw grang
peoeang melsinkan dapat juga kelompok orang, yang mengalami penderitaan bailk fsik maupisn
guonoml dan mental akibat dari perbuatan miglanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lakn.
Memang pengertian atau definisi korban dalam Deklarasi PBE tidak terkain dengan kejahatan
serorisme, melainkan terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pelanggaran HAM,
penyalahgunaan kekuasasn, pelanggaran hukum humaniter internasional dan pengungsi. Namun
demiidan, korban dalam konteks kefahatan kemanusiaan kondisinga sama parsis dengan korban
temmrsme, dirmana faktanya sering kaki korban yang jatub dalam sebsuah teror vang dilakukan terols
parjurmilah besar, mengalami luka fisik, meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan fasilitas lain
yang besar, yang membutuhkan pemulihan dan respon yang efektif dan segera. Bahkan dampak
yang dirasakan akibat teror tidak saja dialami korban yang secara langsung terluka atau bahkan
meninggal dunia, tetapl juga dirasakan karban tidak langsung, seperti keluarga dan/atau publik
yang letbih luas.

Selanjutrya dapat dijelaskan pula beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat
rsional yang mendefinisikan Korban kefahatan atau Yinelak pidana, antara lain:
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Peraturan Perundang-undangan Definisl

Undang-undang 31 tahun 20714 tentang Perubahan Korban sdalah orang yang mengalami

Atas Undang-undang Momaos 13 tahun 2006 tentang penderitaan fisik, mental, danfatau kemegian

Perlindungan Saksi dan Korban ekonomi yang diakibatkan oleh swatu tindak
pidana,

Undang-undandg Momor 23 tabaen 2004 tentandg Eachan adalah orang yang mengalami kekerazan

Penghagusan Kekeratan Dalam Aumah Tangga danfatau ancaman kekerazan dalam linghup
rumah tangga,

Undang-undang Momoar 21 tahun 2007 tentang Earban adalah seseorang yang mengalami

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Chandg, pendentaan paikis, mental, faik, seksual, ekonomi,
dandatau sosisl, yang diskibatkan tindak padana
perdagangan Grang.

Sementara Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
justru tidak memberikan definisi tentang korban, yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana
terorisme. LUndang-undang (LU] ini secara implisit mengedentifikasi korban terotisme adalah korban
yang mengalami peristiva secara langsung, keluarga korban atau ahll warisnya, serta korban akibat
salah tangkap oleh aparat penegak hukurm. Di lain pihak, Ben Emmerson, seorang pelapor khusus
PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia, mengategorikan kosban
terorisme sebagal berikut:

1. Durect wictims of terrarism (korban terorisme langsung)
2. Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder)

Drang yvang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung aksi

terarismae,

3. indivect victims of fecrovitm (korban terorisme tidak langsung)

Individu yang menderita fislk yang serus atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak

larvgsureg dari aksi terorisme. Kategorl inl meliputi anggota masyarakat seperti sandera,

saksi mata, individu yang mengalamd kekerasan dari aparat negara setelab keliru mengiden-
tifikasinya sebagai tersangka teroris.
4, Potential victims of ferrorism (korban terorisme yandg poternsial)

Berkaitan dengan definisi korban terorisme, dikarenakan Undang-Undang Nomar 15 Tahun
2003 wdak memberikan definisi mengenai karban, maka definsi korban masih disandarkan pada
peraturan perundang-undangan lain yang mengatur. D sisi lain, akhir-akhir ini munoul perkembangan
baru, dimana ada beberapa kelompok yang mendorong adanya perluasan defisini korban terorisme.
Perluasan dalam hal ini adalah bahwa keluarga pelaku dapat dikategorikan sebagaid korban, tetapi ide
ind juga ditentang oleh kelompok-kelompok lainnya.?

1 Supeiyadi Widodo Eddyano, Bentuk-Bentuk Reparas Korban, Perkembangan Penanganan Karban Teroriume (Darl Pelapor
KhasudPRR ke Madrid Mermorandisn], dalsm Jurnal Lerbaga Perbrdungan Saku dan Korban, 2012, lakans, hslimen 23

9.

7 Digkursus reengenai perluasan makna karban tevorisme ind mancul pady sast Wearkshap yang diselenggarakan aleh LPSE
Tertang Woilkihap on Mational Framewarks for Compensation of Wictinm of Crims of Terrouiam "Syrsegize of State Blerment
b Duiler 2o Realize the Compenation to Victens of Crime of Tesnatiar, pada tanggal 30 Maret 2017 di Hodel Arya Duta,

Makarta,
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Hak-Hak Korban Terorisme

O ingonesls perlindungsn dén bantuan kepada saksi dan korban kejahatan merupakan
i DETw yENG muncil setelah diundangh.mn:.r.: l,lrhd.;ing-Llndar.g Noamar 132 Tehun 2006 tentang
Fecbrduneyn Saksl dan Eorban, Dalarm UU ini banya® diatur mengensi perlindungan terhadap
S2asl UncEk padang dan bantuan atau asistensi kepada korban tindak pidana. Bahlkan, lebih logut
wndang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomar 31 Tahun 2014 untuk
meengkapl ketentusn-ketentuan yang masih belum lengkap tentang perdindungan dan banivan
EEEECE skisl cdanfatau korban kejahatan,

Secars konseptual pemenuhan hak saksi dan korban, perlindungan dan bantuan terhadap
saanl dan koeban, muncul akibat perkembangan pemikiran tentang keadilan. Pemikiran yang
sebelumnya sangat dhwarnai oleh pemenuhan dan perdindungan terhadap hak pelaku kejahatan,
Eemdian Daralih kepada keadilan bagi saksi dan korban kejahatan. Pergeseran itu salah satunya
KErEnE kERCilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan ateu penderitaan korban
iCamoak kejehatan) dan perfanggungjawaban pelaku pidana terhadap perbuatan dan akibatnya
ternadan dil nodban,

Permeseran pemikiran ini juga termaktub dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Vichims
o iCrimne and Abuse of Power (tahun 1585). Dalam deklarasi disebutkan korban kejahatan memiliki akses
untuk mendanatkan keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, sema bantuan-bantu-
an lain yang harus diatur dalam undang-undang nasional, Selain itu juga termaktub dalam Komensi
Penerikatan Bangsa-Bangss Menentang Tindak Fidana Transnasional yang Terorganisasi (Uinited
Mationi Comvention Againts Transnational Organized Crime).

Forvens ind selain menyebutkan mengenda jenis lindak pidana yang termasuk di dalamniya,
juga mengatur mengenai kewajiban-kewajpban negara-negara pihak untuk memberikan perdin-
dungan terhadag taks kejshatan dan memberikan bantuan kepada para korban kejahatannya. Bah-
kan, konvensi juga mengatur mengenai prosedur-prosedur dalam pemberian perlindungan kepada
£aksi dan bantuan kepada para korban keiahatan lintas negara yang terorganisas,

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB,
sebagal hasil dari Kongres Eetujuh PBE tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Tersangka,
yang berlangsung di Milan, italia, September 1985, dalam satu rekomendasinga menyebutkan:

“offenders or thivd porties for their behaviour should, where appropriate, make Foir resttution
o wictins, their fomilies or dependents. Such restitution showld include the return of properly
or payment for the harm or loss suffered. reimbursement of expenses incured as result of the
wctimization, the provision of services and the restoration of rights.”

[Pelalou atau meneka yang bertanggung jawakbr alas sustu perbuatan melawan hukum, harus
membber restitus korban, kehuarga atau wall korhan. Restitusi tersebut berupa pengembalian
hak milkk atau mengoanti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang te-
lah délainulcannya sehingga menimibulican korban, yang meruspakan suatu penetapan Undang-
undang sebagsi bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak):

=

3 Indones telsh meratfikan kiorweral inl melalul Undang-undang Momaos § tahun 2009 1entang Pengesahan Unibed Ha:
tions Convention Boand! Trantautions] Oieecred Crime (Konvenal Perserfiatan Bangias - Bangus Merantang Tircdsk Pidsss
Tramvinanionsd Fang Tensrgasnil)

4 Toltioph, Kempensas din Beibsuil Bags Morhan Pelanggaran Hak Asasl Manuns Yang Beret, Tesis, Fakuadtn Hubum Univeri-
i, imchonesis Procrkm PRisaihinesa, MEarta, had, 2001, haaman §1.
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Berkaitan dengan ketentuan di atas dan perkembangan hukum internasional. ada kewajiban
negara untuk memberikan perdindungan dan bantuan kepada saksi dan Korban kejahatan. Dalam
hal ini negara tidak hanya harus memberikan pemulihan, tetapi negara harus juga harus men-
jamin hukum nasional dapat memberikan seatu perdindungan dengan standar yang sama de-
ngan apa yang disyaratkan oleh tanggung [awab atau kewajiban internasional. Megara juga ha-
rus memberikan atau menyediakan korban kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, korban
terorisme, dan korban tindak pidana lintas negara yang terorganisasi, suatu akses yang efektif dan
setara uniuk mempenaleh keadilan dan juga hares memberikan atau ganti rugl yang efektil bagi
korban, termasuk di dalamnya reparasi, *

Calam Konvensi PEE Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teronganisasi (Linded
Mations Agairdts Transnational Orgarveed Crime/UNTOC), tindak pidana teronisme dikategorikan
sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisasl, sehingga penegakan hukumnya,
penanganan korban dan perindungan terhadap saksi dan korbannya tidak dapat dilakukan aleh
satu negara saja. Seringkali pelaku kejahatan juga bekerga sama dengan kefompaok di luar neger
karena terkait dengan sistem pendanaan dan sistem organisasi mereka. Bahkan tidak jarang korban
diari kepahatan ind juga berasal darl warga negara lainnya. Sehingga pembahasan mengenai terorisme
merupakan pokok bahasan utama di dunia terlebih dalam rentang dua tahun terakhic dunia inter-
nasional mengalami enor secara tEns-menerus, seperti tenor penyerangan di Perancis, penabrakan
makkl di Perancis, teror bom di kereta bawah tanah di Imggris, teror penusukan dan penabrakan
raabal di Inggeis, serangan truk di Stockholm Swesia, ledakan Bom di Stasiun kereta bawah tanah di
St. Petersburg, Rusla, serangan bom di Jakarta (Thamein), serangan di Gerejs Qikumene Samarinda,
dan masih banyak lagi poristnva benar Lainmmya.

Dampak dar teror-terar tersebut tidak saja secara langsung kepada korban langsung, tetapl
Juga kepada keluarga dan masyarakat secara luas, Belum lagi segala fasilitas umum dan privat yang
ikut hancur akibat dari teror-terar yang dilancarkan para teroris. [tulah sebabnyva perhatian terhadap
para karban kejabatan terorisme semakin meningkat. UNODC (United Nations Office on Drugs and
Crimed secara khusus menerbitkan Hondbook on Crminagl ustice Responses to Terrorsm pada tahun
2009, Terbitan tedsebut adalah sebuah buku saku untuk penanganan terhadap kKejahatan tesorismee,
baik itu terkait penegakan hukum maupun terkait penanganan korban, Dalam salah satu bagian
busku disebutkan, langkah-langkah tepat untuk menespon kebutuhan korban tindak pidana terorisme
dalam rangka untuk memenuhi hak-hak para kerban adalah sebagal berilout:

= menginformasikan kepada korban atas peran meneka dalam proses peradilan pidana; ker-
jo sama yang diharapkan darl mereka, ruang lingkup, waktu, dan perkembangan proses
pidana, serta hasll persidangan;

& mempersilhkan pandangan dan kepedulian korban untek dipresentasikan dan diper-
timbangkan pada tahapan atau proses yang sesual, dimana kepentingan pribadi mereka
berpengaruh, tanpa mengurangl prasangha terhadap terdakwa dan konsistensi terhadap
prosedur peradilan pidana yang terkait;

*  menyediakan bantuan yang layak kepada korban selama proses peradilan;

& minimalkan keticdakmyamanan para karban, mefindungl kerahasiaan meneka bila diperfukan
dan memastikan keamanan mereka beserta keluarga mereka;

& malindungl korban dari potensi ancaman dan tindakan balas dendam;

&  menghindari penundaan yang tidak perlu dalam disposisi kasus dan pelaksanaan perintah

atau keputusan pemberian penghargaan kepada karban;

5 Haskah abademis Revidi Undang-undang horsar 13 tahun 2000, LPSK,
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menawarkan korban bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang diperlukan melalul
sarang pemerintah, sukarela dan berbasis masyarakat;
®  menawarkan korban untuk dapat mengakses restitus dan kompensase

Berbicara mengenal penanganan terhadap korban kejahatan, termasuk korban terorisme,
ada dua model penanganan korban kejahatan datam sistem peradilan pidana, yaitu model hak-
hak prosedural (procedural righis} dan model pelayanan (service model). Model hak-hak prosedura
menekankan pada diberikannya peranan aktif korban dalam sistern peradilan pidana, Dalam hal
inl korban kejahatan diberikan hak untuk dihadickan dan didengar o satiap tingkatan sidang
pengadilan berkaitan dengan kepentingannya sebagal korban. Sedangkan model pelayanan
ditekankan pada standar-standar baku bagi pembinaan korban kefahatan dan pemenuhan hak-hak
korban seperti hak atas rehabifitasi dan kompensasis

Dalam konteks praktik lapangan, perdindungan dan bantwan terhadap saksi dan korban
kejahatan merspakan hal yang penting dalam rangka mengungkap kejahatan. Keterangan yang
mareka sampaikan di pengadilan menjadi salah $atu alat Bukti wntuk mengungkap keahatan,

Di Indonesia, perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban kejahatan diatwr dalam
Undang-Undang Mamor 13 Tahun 2006 tentang Pedlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014, Kedua UL ini mengatur mengenai hak-hak
korban kejahatan dan penanganannya dengan bersandar pada dua rodel di atas.

Selanjutnya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan mandat
kn-pada LPSE untuk memberikan ptrl'mdungan dan bantuan l;l:pgi caksi dan korban he-jahalan di
Indonesia. Prakiik pemberian perlindungan dan bantuan telah dilaksanakan sejak tahun 2008, sejak
LPSK berdiri. Berilout adalah identifikasi hak-hak korban terorisme berdasarkan Undang-Lindang
Momor 13 Tahun 2006 tentang Perdindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomar 15 Takumn 2003

£ LMDOC, The Criminal ustice Response o Supgen Vartims of Adts of Terarism Reised Ednion, Kew Yoek, 2017 halaman 11
T Somaris Srwiean, Wiknmologs dalam Sistern Persdilan Pidena, Snar Grafika, Jakarta, 201 2, hataman 4295,
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Kompensasi Bogl Korban Teror Bom ol Samarinda

Feraturan Perundang:
und-ungln

Hak:-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

undmg:-undanq Ma-
mizr 13 Tahun 2006 jo
Undang-Undang Nomar
31 Tahun 2004

s Paial 5
{1} Saksi dan Korban bevhak:

a. memperoleh perlindungan alas keamanan peibadi, Keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas danl Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yardg akan, sedandg, stau belah diberikanmya;

. leut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;
. memibserikan keterangan tanpa tekanang
mendapat penedpe mah;
. birhars darl pertanyaan yandg fsnjerat
mendapat informasi mengenai perkmhanga.n [FTIR
. mendapal informasi mengenal putusan pengadidar;
. mendapal infodman dalam hal térpidana dibebaskan;
dirahasiakan kbentitasmya;
mendapat identitas bany;
. mendapat termpat kedubman sementara;
. mendapat tempat kediaman basmu;
m.memperoleh penggantian blaya transportasi sesual dengan kebutuhan;
. mendapast nasihat hukum;
@ mempenaleh bantusn biaya hidup sermentara sampal batas wakiu Parlin-
dungan berakhir; danfatau
p. mendapat perdampsngan.

o
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(2] Hak sebagoimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksl dan/atau
Earban tindak pidana dalam kasus tertentu seiuad dengan Keputusan LPSK,

(3} Selain kepaia Saksd dandatau Kosban, hak yang ditsenkan dalam kasus terfentu
sebagai-mana dimaksud pada ayat (1], dapat diberikan kepada Saksi Pelaku,
Pelapar, dan ahdi termasuk pula orang yang dapat memberikan h-t'l:ﬁ?ﬂpm
yang berhubungan dengan suatu per-ksra pidana meskipun tidak ia dengar
sendin, tidak i Bhat sen-dlin, dan tidak a alami senden, sepanjang keterangan
arandg ifu berhubungan dengan tindak pidana,

= Pasal&

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidans
terorime, Korban tindak pidana perdagangan ofang, Korban tindak pids-
na peryikisan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban peng-
andayaan berat, selsin berhak sebagai-mana dimaksoed dalam Pazal 5, juga
berhak mendapatian:

2.  bantuan medis dan
b,  bantuan rehabilitasi psikososlal dan psikologis.

e Pasal 7

(1) Setiap Kouban pelanggaan hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak
pidana terorisme selain mendapatican hak sebagaimana dimakiud dalam
Pasal 5 dan Padal 6, pugs berhak atas Kompensasi,

= Pasal 7A
{1}  Korban tindak pidana berhak mempercleh Restitust benspa:
&, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan:
b gantl kerugian yang ditimbul-kan akibst penderitaan yang berkadtan
langsung sebagal akibat tindak pidana; danfatau
c. penggantian blaya perawatan medis dantatau psikobogis.

)
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nasional, dimana disebutkan babwa vang dimaksed kompensasi adalab kewajiban yang hard
difakukan negara techadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan
pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagal bentuk, sepertl perawatan kesehatan
mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Seharusnya, pengertian
dafi kompensas itu diberikan kepada korban, bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah
menjadi kewajiban negara (stole obligation) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak
1xsi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.»

Tetapd disisi labn, ada perkembangan baru melalul diundangkannya Undang-Uridang Momer
31 Tahun 2014, dimana dalam Pasal & ayat (1) dari undang-undang ini ditentukan batva korban
teroeisme berhak atas bantuan medis, bantuan rehabalitasi prikososial dan bantuan psikologis.
Melalui ketentuan dalam pasal ini, LPSK dapat membarikan bantuan kepada para korhan terorisme
tidak melulu terkait uang. 1etapl dalam bentuk bantuan pemulihan kondisi fisik, psikologls dan
paikosadial Bahkan, bantuan ini tidak perlu didapatkan para korban melalui putusan pengaditan
terlebih dahube, tetapi cukup hanya melalui keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
{2} Undang-Uindang Momor 31 Tahom 2014,

Dalam prakiikmya, pada dea kaius teror bom terakhie di Indonesia, yaitu di Oikumens
Samannda dan hrrl-pung HE|E-}'IJ. penanganan korban dalam kondisi dararat weketika setelah
kejadian, sudah teronganisasi dengan bebih balk dibandingkan peristiwa-peristiva sebelumnya.
Uniuk peristiwa di Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tirmier qeketika mengambélalih pembizyaan perawatan para korban, Selanjutnya, LPSK membaniu
dalam hal bisrya-biaya vang tidak dapat di-cover pemerintah daerah. Sedangkan penanganan psiko-
logis bagi para koeban dilakukan oleh LPSE. Semua dilakukan tanpa harus menunggu putusan dari
pengadidan.

Demikian halmvya dengan penanganan korban teras bam di Kampung Melayy, dimana Paln
menyatakan akan menanggung biaya perawatan para korban di Rurnah Sakit Polri seketika setelah
kejadian. Di sisi lain, LPSK membantu pembiayaan bebsrapa orang korban untuk pengobatan
lanjutan dan pemulihan p!.i'lmlugm Sekali lagi hal ini dilakukan tanpa harus menunggu pubusan
dari pengadilan.

Mekanisme Pengajuan Kompensasi
Dalam hal pengajuan kompensasi bagh korban tindak pidana terodisme, benkut beberapd
aturan yang mengaturmya:
*  Pasal 7 Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014 mengatur mengénai pengajean Kompenias
oleh korban terorisme adalah sebagai berikut:
Pengajuan kepada LPSE dapat diajukan oleh korban atau keluarga atau kueasa hukumnya —»
Penghiiungan dilakukan oleh LP5% — diajukan oleh LP3K kepada pengadilan — putusan
pengadifan tentang pelaku kejahatan dan kompensasi — pemberian kompensasi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003,
= Undang-undang Momor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momar 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorlsme, meng-
atur mekanisme pembayaran kompensasi dalam Pasal 36-42, dengan uraian ringkas sebagai
berikut:
3. Putuzan pengadilan tentang pelaku terorisme dan kompensast (kerugian materi dan
imateril] di dalam amar putusan — korban/kuasas hukum mengajukan kepads men-

9 Haghah siadermnis R Undang-erdang Hemor 13 tahun 2006, LPSK.
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teri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri —» kompensasi diberikan
paling lambat &0 har kerja sejak diterimanya permoahonan/pengajuan — pemberi-
an kompensasl dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada
pengadilan yang memutus perkara < salinan tanda bukti pemberian kempensasi di-
sampaikan kepada korban atau ahll waris = ketua pengadilan neger mengumumbkan
pemberian kompensasi pada papan pengumurman pengadilan yang bersanghkutan,

b. lika pemberian kompensasi kepada korban melampaui batas waktu, ahli waris atau
korban melaporkan kepads pengadilan —» pengadilan memberitabukan menter ke-
uwangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan paling lambat 30 hari
kerja,

€. Jika pembayaran kompensasi dilakukan secara bertabap, maka setiap tahapan pefak=
sanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan,

Poraturan Pemerintah Momor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Momoer 3 Tahum

2002 tidak mengatur mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran kompensasi uniuk

korban terorisme, tetapi khusus untuk korban pelanggaran HAM vang berat,

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas mengenal mekanisme pengajuan kompensas,

ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu:

C

hak ini ticlak serta-merta didapatkan oleh korban secara langsung, tetapi korban harus aktif
unituk mendgajukan;

dalam konteks ird harus ada pelaku yang dinyatakan bersalah terlebih dahulu;

putissan kompensasi disandarkan pada putusan pengadilan;

pemberian kompensasi dilakukan obéh Kementerian Keuangan; dan

eksekusi terhadap putusan kompensasi tidak hanus menungou putusan yang berkekuatan
hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Momar 15 Tahun 2003 yang me-
nyebiut pembayaran kompensasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri;

Menurut Pasal 12A Undang-Undang Nomoar 31 Tahun 2014, LPSE memiliki kewenangan

sebagal berikut:

b

T =

Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dar pemohon dan pihak lain yang terkalt
dengan permohonan;

Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumien yang terkait uniuk mendapatkan Kebenar-
an atas permohonan;

Meminta sallnan atau fotokopi surat dandatau dokumen terkalt yang diperdukan dar ins-
tamsi manapun untuk memeriksa Liporan pemohon sesunl dengan Retentuan peraturan
perundang-undangan;

pMeminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;

Mengubah identitas tedindung sesual dengan ketentuan peraturan perendang-undangan:
Miergelala rurmah aman;

Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat vang lebih aman;

Melakukan pengamanan dan pengawalan;

Melakukan pendampingan saksh danfatau korban dalam proses peradilan; dan

Melakukan penilaian ganti rugl dalam pemberian restitusi dan kompensasi,

Sehingga jelas bahwa LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan peniaian

terhadap restitusi dan kompensasi yang diajukan para korban kejahatan, termasuk korban terorisme.

Lot = _{@7____ SRR




Porret Perfindwngan Snkef dien Karhan —

Praktik Pengajuan dan Pelaksanaan Kompensasi di Indenesia

Prakiik dan pengalaman pengajuan kompensast i Indenesia sudah pernah dilakukan da-
lam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengajuan kompensasi didasarkan pada
ketentuan dalam Undang-Undang Nomaoe 26 Tahun 20040 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Bestitusi, dan Rehabidlitas tes-
hadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Sebagaimana penpelasan di atas mengenal prasyarat dapat diberikannya kompensasi ada-
lah adamvya pelaku yang dinyatakan bersalah, diputuskan melalui pengadilan dan pelaku ataw pihak
ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban. Atas prasyarat tersebut. dalam hal
ini kompensasi yang diajukan adalah jika ada pengadilan HAM dan ada pelaku yang diadili. Ada tiga
kasus pelanggaran HAM berat yang telah dibawa ke pengadilan HAM, yaitu;

2 Pelanggaran HAM di Timor Timor dengan terdakwa 18 orang, Pada kasws ind tidak ada pu-
Tusan mengenai kompensasi karena memang tidak ada pengajuan dari para korban untuk
mendapatkan kompensasi

b Pelapggasan HAM di Tanjueng Prick dengan 14 orang terdakwa. Kompensasi diputus di peng-
adilan tingkat pertama, tetapi karena terdakwa dinyatakan bebas pada tingkat banding dan
kasasi sehingga putusan tentang kompendasi tidak pelas.

€. Pelanggaran HAM di Abepura, Papua dengan dua crang terdakwa, Terhadagp kasus ini tidak
ada putusan kompensasi.”

Dalam perkara tindak pidana terorisme pengeboman Hatel MW Marriob pada tabun 2003,
majelis hakim menghukum Tohir alias Masrizal selama 10 tahun penjara. Selain menjatuhkan vonis
10 tahun, hakim juga memenintahkan negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk
memberikan kompensasi kepada para korban peledakan hotel yang berada di kivwasan Mega
Kuningan itw, Nilai kermpensasi yang diputus majedis bervariasi. Bagi mereka yang meninggal dunia
117 osaneg), ahli warisnya berhak mendapathan kompensasi masing-masing Rp10 juta; bagi yaneg huka
berat Rp5 juta, dan untuk yang heka rfingan Bp2.5 juta

Sayangnya eksekousi putusan kompensasi dalam kasus ini tidak jelas karena di dalam putusan
pengadilan tidak disebutkan secara spesifik nama-nama korban yang berhak mendapatkan kom-
pensasi sehingga tidak jelas slapa sala yang menerima kompansasl, utamanya bagi para kerban yvang
terluka, Bahkan banyak para korban yang tidak mengetahui putusan ini, sehingga sebagian besar
dar mereka belum mendapatkan kompensaii berdazarken putusan pengadilan tersebut, Mamun
demikian patut menjadi catatan penting, dimana putusan yang diambil oleh majelis hakim perkara
fini memutuskan kompensasi tidak bendasarkan twntutan vang diajukan obeh [aksa penuntul wmum.

Kompensasi bagi Korban Terar Bom di Geraja Oikumene Samarinda
Undang-Undang Momar 31 Tahun 2014 memberikan dua hal penting bagi korban tindak
pidana terorisme, yaitu hak korban terorisme untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan
pikososial serta hak atas kompensasi, Lebib lanjut UU ini juga memberikan kewenangan kepada
LPSE untuk memenuhi hak-hak itw. Secara khusus terkait kompensasi dan restitusi, LPSE diberikan
kewenangan untuk melakoukan penikaian afas jumlah kompensasi yang diajukan. Rewenangan
inl diatur dalam Pasal 128 Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi LPSK mielakukan penilaian
terhadap para korban tercs bom di Sarinah pada tahun 2015,
 Atas dasar it LPSK juga mengajukan kompensasi ke pengadilan melalui jaksa pervsntut

16 Zuldiph Op Ci halaras 146155
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vl LPSE melakukin penghitungan bagi % ocrang korban, Semua korban adalah Korban langsung
yang mengalami dampak akibat teror bom tersebut dengan total kerugian Rpl,3 miliar. Mamun,
pengajuan kompoensasi tidak dimasukkan dalam surat tuntutan jaksa, Saat itu jaksa penuniut
umum mengatakan ada kesulitan bagi mereka untuk memasukkan tentuan kompensasi korban ke
dalam tuntutan karena belum ada hukum acara yang mengatur hal ini, Earena kompensasi tidak di-
masukkan dalarm tuntutan jaksa, maka majelis hakim yvang menyidangkan tidak memutuskan kam-
pensash bagl korban teror bom di Sarinah,

LPEK menganggap hal ini merupakan kemundiran karena pada tabun 2003 sudah ada
putusan pengadilan tentang kompendasi oleh hakim yang memeriksa kasus teror bom di Hotel
JW Mariot tanpa dimasukkannya tuntutan kompensasi para korban ke dalam surat tuntutan jaksa
penuniul umum. sehingga LPSE mengirimkan surat kepada laksa Agung tertanggal 19 Desember
2016 perhal masukan pengajuan Kompensas,

Selanjutnya pada Maret 2017, LPSK melakukan penghitungan kompensasi bagi para korban
teror bom Samarinda yang dilakukan terhadap tuhuh orang korban, terdie dasi satu orang tua dari
anak korban yang meninggal dunia, tiga arang tua dari anak korban yang terluka, dan tiga orang
korban yang sepeda motornya terbakar dan tidak bisa dipakad lagi. Penghitungan dilakukan ber-
dasarkan kerugian materil dan immaterial dari para korban, Total pengajuan kompensasi vang di-
ajukan sajumidah Rp1.424.554, 160,

Pada saat itu, penghitungan ditakukan secara manual sesuai kKerugian yang nyata-nyata
diderita para korban dan keruglan potensial di masa mendatang, tetapl saat ite masih belum jelas
sampai kapan batasan “masa mendatang” ini. Hal tersebut dikarenakan para korban adalah anak-
anak di Bawah umur lima tahun, Bahkan, para anak korban itu belum memabami apa itu terorisme
dan dampaknya bagi mereka, Yang mereka rasakan hanya penderitaan akibat dari kejadian teror
tersebut.

secana lebib khusws, hal barw dalam penghitungan kompensasi bagl korban teronisme di
samarinda adalah penghitungan kebutuhan yang sangat khusus bagi anak-anak, seperti pampers
dan vnderpack. Pengeluaran untuk pembelian itu tidak bisa dikatakan kecil karena faktanya, salah
srorang dari mereka harus menggunakan itu karena akibat luka yang diderita, dia kesulitan kencing
seperti dalam keadaan normal, Sementara kebutuhan pampers dan underpack tidak di-cover pem-
blayaannya oleh pemerintah daerah. Dy sisi lain, mareka yang masih anak-anak belum sekolah dan
memiliki masa depan yang masih panjang sehingga penghitungan kerugian immaterilnya menjadi
tidak mudah,

Berkaitan dengan kompensasi yang secara khusus mengatur mengenal kebutuhan anak
korban, Inggris memiliki aturan yang jelas mengenal iem childs payment dalam aturannya tentang
kompensasi bagi korban terorisme, Bahkan, secara Khusus ahli darl UNODC, menyampaikan, childs
payment ini tidak saja terkait kerugian yang nyata dialami, tetapi juga kebutuhan untuk pendidikan,
misalnya, Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai pemberian kompensasi di Inggris sudah dalam angka
yamg bulat, seperti maskimal mendapat 20,000 powndsterling.

Hal lain yang menarik adalah terdapat tiga buah sepeda motor yang terbakar dan tidak da-
pat digunakan lagi. Padahal, sepeda motor ini menjadi alat yang sangat penting bagi ketiga pemi-
likrwya wntuk mencari nafkah sehari-hari serta mengantar-jemput anak sekolah, Di sisi lain, penghi-

11 Divampaikan di dalem pada saa Workshop yang diselenggarakan ole LPSX fentang Wovinhag oo Mational Framewornis for
Companzarion of Vet of Crime off Temonem memglre of Shote flernal in Qrdier o Reakze i Companzation ne Yt of
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fungan untuk nilat kereglan sepeda motor yang terbakar inl agak rumit karena tidak semua sepeds
motor merupakan barang baru. Pada saat itu, penghitungan dilakukan berdasarkan harga jual
beli i pasaran sesual tahun pembelian sepeda motor. Di sisi lain ada satu motor yang pemilikny
lupa iahun pembeliannya, sernentara STHE ikut terbakar dengan sepeda motormys, Pada saal By
penghitungan untuk sepeda motor yang terbakar tidak memperhitungkan nilai penyusutan, bukan
harga pasar.

Bukan hal yang mudah untuk beruang agar kompensas dapat diputuskan di pengadilan
karena tim LPSE harus melobi dan meyakinkan jaksa penuntut umum untuk dapat memasuldan
kompensasi dalim tuntutannys. Kemudian pada tanggal 20 September 2017, majelis hakim yang
memierikes perkara ini di Pengadian Megeri Jakarta Timur memutuskan kompensasi terhadap para
korban sebagai berikut:

*  Cranig lua anak karban bernama Leo [bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi
sejumilah RpS6.357.892;

*  Crang lua anak korban bernama Ayu (bukan nama sebenarnyva) mendapatkan kompensast
sejurmish Ap60.191.260;

Drang tua anak korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sejumlah Rp66.252.000;

*  Drang tua anak korban bernama Bela (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensas
sejurnish Ap17.155.000;
* Korban bernama Dira (bukan nama sebenarnya)l mendapatkan kompensasi sejumbah

Rp19.215.000;

* Korban bernama Ana (bukan nama sebenarmyva) mendapatkan kompensasi seumizh

RApSLAS0L000;

*  Korban bernama Maria (bukan nama sebenarmya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp.

8050000,

Putusan ini bebih jelas dibanding pada tahun 2003 karena putusan pada tahun 2003 tidsk
memuat alay menyebut secara khusus nama-nama korban vang berhiak mendapatkan kompensaii
Putusan ini menjadi preseden baru bagl pemberian kompensasi bagl korban terorisme, sekakigus
keberhasilan LP3K dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penilaian dan pengajusn
kompensasi bagl kocban terorisme, Namun demikian pengalaman dalam penghitungan dan
pengajuan kompensasi teror born Samarinda ini dapat menjadi catatan penting bagi LPSK untuk
me-review metode penghitungan kompensasi bagi korban. Kebutuhan-kebutuhan khusus bag
anak kovban hanus dapat diidentifikasi lebih detail sehingga ada standar penghitungan kenugianmys.
Demikian halnya dengan penghitungan fasilitas publik dan privat, seperti sepeda mator, gedung.
atau rumah yang nusak akibat tindak pidana terarisme,
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REFORMASI HAK KORBAN DALAM
REVISI UU PEMBERANTASAN
TERORISME

Supriyadi Widodo Eddyono

A PENDAHULUAN

emerintah merespon serangan bersenjata dan bom di kawasan Sarinah Jalan Thamin, Ja-
karta Pusat pada 14 Januani 20186, dengan mengambil kebijakan terkait poditik hukum nasio-
nal. Kesigapan itu ditunjukkan dengan wacana merevisi Undang-Undang Namor 15 Tahun
2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah mendorong lahirmya
kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif,

Pada akhir Januari 2016, pemérintah memfinalkan Rancangan Undang-Undang (RUL)
Femberantasan Tergrisme dan memyerahkan naskah rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DFR) secara terbatas pada Febeuari 201 6. Ada beberapa muatan banu dalarm AUL dimaksud, namun
ditemukan pula beberapa persoalan krusial yakni hak korban yang nyaris terabaikan,

Isu korban tindak pidama terorisme tenggelam dalam hiruk-pikuk pembahasan seputar
pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorls-
me. Sekilas, hal ini menunjukkan perbincangan terarisme lebih beronentasi kepaca pelaku (ofender
aviented] ketimbang korban (wictim oriented). Padahal, korban merupakan subyek yang paling ter-
zalimi dari aksi terorisme. Terlihat dar materi soal kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban
terorisme tak tersentub sama sekali dalam revisi. Jadi, besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan
rhinimnya sensithitas terhadap penderitaan korban sangat terlibat dalam RUU ind,

Beberapa organisasl masyarakat sipdl termasuk kelompok karban kemudian berinlsiatif
memberikan berbaga masukan dan catatan atas rcurmusan RULU tersebut. dnstitute for Criminal Justice
Reform (BCIR) misalnya, dari awal telah menyusun skema advokasi terhadap hak korban dalam RUU
ini, termasuk menyiapkan berbagal dokumen kuncl, termasuk usulan daftar inventarisic masalah
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punyal kewenangan untuk memberikan bantuan kepada korban di romah sakit, Dengan dasar iy,
semua korban terorisme menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam praktiknya, diakui pe-
merintah memiliki baryak kendala”

Masih menurut pemerintah, ada beberapa masalah yang harus dicarikan solusi.” Pertama,
bantuan medis yang diberikan adalah layanan kelas 3 dan perawatan secara gratis, Sedangkan fasili-
tas bantuan dasar dalam menangani korban sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan VIP Se5uai
standar layanan bantuan hidup dasar, Mamun, kendisi ink tetap menjadi kendala. Jika korban minta
pelayanan labth dari ketentuan, dasar hukum tersebut gugur. Disamping itu ada syarat korban akan
dilavani pemerintah selama korban tidak memiliki jaminan darn asuransi manapun

Sebab, pelayanan pemerintah kelas 3 inl juga dilematis karena korban (menurut pemerintah)
keanyakan dari kelusrgs mampu, seperti dalam kasus Bom Marriot dimana sebagain besar wargs
negara asing yang ingin mendapatkan layanan VIP atau beberapa Korban yang memilih mencan
alernatd Lain bardasarkan I:einginann-_.-# SEndird, seperti mencani numan sakit yang menjal:li pilitun
senditl ketimbang harus mengikuti perawatan di rumah sakit yang dirujuk si pemberi bantuan,

Kedua, permasalahannya kemudian, adakah rumah sakit yang mempunyai fasilitas untui
menangand korban terorisme? Kenyalaannya tidak semua rumah sakit memilikings, Kondisi i jad
kendala sehingga tidak semaa korban bisa tertangani dengan baik, cepat, tepat dan akurat. Disam-
Bing itu, peralatan juga kurang mendukung sehingga pemberian menjadi tidak optimal

Memang terdapat sistem penanganan terpadu, dimana jika ada keteledoran medis, seha-
rusnya masyarakat bisa memberikan bantuan hidup dasar. Mamun, dalam kenyataannya, dalam
meiakukan periclongan pertama, masyarakal Indonesia masih canggung, dan tidak semua orang
mau ditolong obeh sembarangan orang. Praktik pemberian standar bantuan hidup dasar sebagai-
rhana yang teqadi di Jakarta, juga terkendala, misalmya mobil ambulans tidak mampu menembus
kenumunan masss dalam wakiu cepat. Bealnya bisa dengan menggunakan ambulans udara, se-

ingga bantuan hidup dasar dalam wakiu 4 menit dagat dicapal, Pemerintah kota di Jakaria mung:
kin bisa menjadi barometer, akan tetapl rumah sakit di daerah [ain yang hanya memiliki tenaga
miedis erbatas, tentu menimbulkan kendala tersendiri.

Kepiga, fky bécdaskrkan Kepmen I8 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan
Keperen 145 Tahun 2007, selama korban masih harus kembali untuk berobat jalan, biaya pengobatan
masih akan ditanggung pematintah. Masalahnya, standar bantuan hidup dasar memiliki dua pe-
ngartian yang berbeda dalam praktiknya, Jika menurut pemersintah, pengertian hidup dasar ada-
lzh pertolongan hidup (terkait dengan medish. Pertolongan hidup berarti pertalongan medis yang
dilakukan kepada korban dalam hitumgan cepat atau korban bisa menjadi cacat atau meninggal,
bukan dalxm kenteks bantuan sosial. Sedangkan kebutuhan riil dari korban adalah bantuan hidup
selama menfadl koroan yang meliputi biaya kebutuhan hidup keluarga korban sehari-harl. Ind yang
masih menjadi kendals serius”

Padahal, bantuan sosial bagl korban masth menjadi harapan bagi banyak korban karena
berdasarkan praxti hal ind yang justru sangat minim difakukan, Peran pemerintah lewat Kementerlan
Lchal (Kemensas], khusus bagi korban bom kemarnin, hanya mengelurkan uang tunai dengan ke-
semtuan khusus dimany pemerintah dasrah yang akan mengajukan semacam proposal kepada
Kemensos uniuk dikeluarkan bantuan khusus dengan besaran Rp? juta/orang bagi kasban yang
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meninggal dan Rp2-5 jutasorang bagi korban cacat tetap/permanen, Jumlah yang cukup minim
dibandingkan kerugian dan harapan dari korban,

Padiy praktiknya, santunan inl tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban, disam-
ping prosedur dan mekanismenya juga tidak banyak diketahul, apakah korban yang mendapat-
kan bantuan harus mengajukan sendiri ataukah ada inisiatif Kemensos yang aktif melakukan pen-
dataan? Apakah hal ini juga dilakukan di daerah? Bagaimana pula bantuan korban terorisme yang
belakangan mau meminta dukungan sosial, apakah masih bisa dilayani dan bagaimana caranya?
Hal-hal inilah tidak banyak diketahui oleh korban.

Masalah ganti rugl bagi korban terorisme oleh negara, balk melalui prosedur restitusi
ataupun kompensasi, dalam parktiknya juga menjadi kendala, seperti yang telah disampaikan,
dimana peraturan yang ada tidak cukup mampu merespon kebutuhan korban atas kompensasi dan
restitusi. Disamping itu, prosedur permohonan restitusi maupun kompensasi dianggap sulit dan
sangat jarang korban dapat mengaksesnys secara gampang.

Perlu diperhatikan bahwa rezim hukum pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban
di Indonesia lebsh banyak ditujukan bagi ganti rugi yang bersifat material, yakni kerugian faktual
berdasarkan bukti-bukti yang dapat disediakan oleh korban, Misalmya, biava pengobatan atau pe-
rawatan medis, biaya pemakaman yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran, kuitansi dan Lain-
Lain sehingga tidak mencakup ganti rugi immaterial, misalnya keruglan akibat kecacatan tubuh atau
pendapatan yang hilang karena sakit atau karena tidak bisa bekerja akibat cacat tubuh atau per-
ubahan 'I'urll:ll-_..'i tubuh.

Memang dalam kasus bom W Marriot, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membuat te-
robasan dengan memberikan kompensasi yang bervariasi kepada korban, Hakim memutuskan pem-
berian kompensasi bagi korban tewas masing-masing sebesar Ap10 juta. Sedangkan kompensasi bagi
karban luka parah masing-masing senilai RpS juta dan Rpl,5 juta untuk korban luka ringan.” Namun,
dalam praktiknya hal itu tidak diinformasikan secara baik kepada korban. Dalam kondisi demikian
diperlukan pengembangan atas layanan korban terorisme di Indonesia, Oleh karena itu, perkem-
bangan internasional mengenai standar layanan bagi korban terorisme menjadi kebutuhan penting.®

Di sisi lain, langkah maju pemberian layanan korban dalam kasus tindak pidana terorisme
mulai muncul sejak tahun 2014, Berdasarkan UL Nomor 31 Tahun 2014, layanan bantuan madis,
psikologis dan psikososial bagi korban terorisme sudah dapat diberlakukan Pada tahun 2015,
LPSK telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 korban terorismes
dengan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk bekerjasama memberikan bantuan rehabili=
tasi piikososial, termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak korban terorsme. Tahun
2016, LPSK telah memberikan bantuan madis, rehabilitasi psikelogis dan psikososial kepada 47

korban terorisme. Sedangkan di tahun 2017, jumilah layanan bagi karban terorisme mengalami pe-
ningkatan. Total jumlah korban yang menerima layanan dari LPSK berjumlah 52 orang dengan
rincian sebagai berikrt:
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Di sela-sela pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme, perkembangan terbaru yang
memberikan angin segar bagi pemenuhan hak saksi dan karban terorisme adalah putusan pembe-
fian kompensasi bagi korban terorisme di Samarinda. Pada tanggal 31 Agustus 2017 di Pengadilan
Jakarta Timur telah dibacakan tuntutan kasus pengeboman di Gereja Olkumene, Samarinda, Kali-
mantan Timur (Kaltim], Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntuntan pembayaran kom-
pensasi kepada korban sebesar Rpl.479.535.400. Dalam tuntutannya, JPU meminta negara mem-
bayar kerugian bagi tujuh orang korban yang mengklaim mengalami kerugian, masing-masing
yaknii: korban 1 Rp128.565.000; korban 2 Rpl18.798.000 karban 3 Rp 124.170,000; korban 4
RpI3L.T70.000; korban 5 Rp30%,595.400; karban & Rp534.137.000; dan korban 7 Rp136.500.000,~

Tuntutan kompensasi yang diajukan JPU dalam kasus itu merupakan tuntutan resmi pertama
keempensasi yang diajukan dalam surat tuntutan di Indonesia. Sebelumnya, dalam kasus Thamm
dan JW Marriot. jaksa hanya membacakan permohonan kompensasi dan tidak memasukkannya
dalam surat tuntutan. Pada kasus bom Thamrin, proses permohonan kompensasi dari sembilan
orang kodban sebesar Ap1.3 miliar yang difasilitasi LPSK hanya dibacakan JPU bersamaan dengan
tuntutan. Dampakriya, majelis hakim tidak mempertimbangkan tuntutan karban bom Thamrin.

Saat tuntutan dalam kasus JW Marriot dan Thamrin masih jadi perdebatan, keluarnya Surat
Edaran kaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia agar memerhatikan perma-
saizhan kompensasi korban terorisme, tefah memutuskan keragu-raguan JPU untuk memasukkan
kompensas dalam sorat luntutan

Pada tanggal 25 September 2017, tuntutan kompensasi korban terorisme Samarinda se-
besar Rp237.871.152, akhirmya dikabulkan melalui putusan pengadilan, Ketua majelis hakim yang
menyidangkan perkara tersebut mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi korban. Pengadilan
menyatakan kelima terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan teror sehinggs
mengakibatican jatuhnya korban jiwa dan materi. Untuk itw. kelima pelaku divonis pidana penjar
dengan masa hukuman berbeda antara satu terdakwa dengan lainnya »

Memang. berdasarkan paparan, seakan-akan terlihat adanya peningkatan dalam pemberian
hak-hak korban terorismie. Namun, dalam realitasnya, hal di atas justru masih sedikit memberiian
pengarub bagi para korban terorisme, Misal, masih terbatasnya kerban yang mengakses layanan,
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belum tersediznys kompensasi dan prosedur yang memadal, restitusi yang tak pernah tersedia,
permasalahan administrasi dan birckrasi serta lain sebagainya, Hal-hal inllah yang perlu diselesaikan
dalam revisi UU Pemberantasan Terorisme yang sedang dibahas,

B.2.

Problem Morma UL terorisme dan RUU terorisme Hak korban
Begitu banyaknya kelemahan terkait hak korban, namun anehnya hal it tidak diupayakan

pemerintah dalam BUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016, Tidak ada satu pun hak korban vang
diperkuat dalam RUU tersebut Justru RUU lebil mengatur mengenai tersangka atau terpidana
sampal urusan mengenal radikalisash. Lebih jelasnya akan dipaparkan masing-masing kelemahan
mendasar tersebute

Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban yang Memadal

Ul Pemberantasan Terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban?
Walaupun dalpm berbagai regulasi setelahnya, pengertian korban telah diakomodasi,
terutama oleh Undang-Undang Momer 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomar 31
Tahun 2014, Tidak sdanya pengertian korban yang memadai harusnya direspon dalam RUU
dengan mengadopsl standar minimal korban terorisme, seperti dalam Undang-Undang
Momior 31 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 3. Dalarm pasal tersebul, korban adalah orang
yang mengalaml penderitaan fisik, mental, danfatau kersglan ekonomi yang diakibatkan
oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagl, RUU juga mengakomodir definisi korban
terorisme yang direkomendasikan cleh Pelapor Khusus PBB.

Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Spesifik

Lebih memprihatinkan lagi, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tabun
2003 dan RUU revisi, tim perumus jugs tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme
secara bebih spesifik, Pengaturan serba minimalis terkalt kompensasl, restitusi dan
rehabilitas], tidak diupayakan untuk diperjelas (Pasal 36-42). Padahal, dalam perkembangan
terbaru, respon negara atas korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendas! Pelapor
Ehusus PBE maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi tersebuts
Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan

Satu hal lagi vang secara praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagl
korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan; Ketentuan
ini yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang mengadopi Uindang-
Undang Pengadilan HAM, terbukti menegasikan hak korban terorisme selama ini, Pembserian
kompensasi bagi korban seharusnya bersifat segera tanpa mMenUnggu putusan pendgadilan
karena kompensasi inl jelas meropakan tanggung Jawab negara lewat pemerintah, dan
menyamakan prosedur kompensas| dengan restitusl (fanggung jawab pelaku dalam
mekanisme restitusl), jelas mensgikan korban. Pemberian kompensasl yang berbasiskan
Eepada putusan pengadilan sangat mernsgikan korban karena beberapa hal, yaktu:

Pertarna, tidak semua korban terorisme dapat diskomodasi namanya dalam putusan peng-
adilan, Karéna putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama
korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama karban yang dipanggil
uniuk memberikan keterangan dalam sidang pengadilan, maka jurmiah mereka yvang dapat

20 Lifat Supriyac Widedo dkk, Masslah Hak Korban dalem Bevial U0 Teronismse, paper poind, BOIR-AIDA & Eoalad Perlindungan
Calo dan Korban, Jurs 20016

a1 ind

()
\&



Poreer Perfinnumpur Sabsi dinn Korlbar e |

disdentifikasi sangat terbatas. Disamping itu pula, ada kegagalan mengidentifkasi nama-
nama korban secara akurat dalam dokumen-dokumen persidangan. Akibatrya jumlash me-
reka yang mendapatkan kompensasi oleh pengadilan sangat sedikit jumlahnya, Darl sal-
unuh praktik pengadilan terarisme, hanya ada delapan nama yang secara resmi dicantumkan
dalam putuwsan pengadilan yang berhak mendapatkan kompensasi,

Kedua, dengan adamya syarat kompensasi diberikan dan dicantumbkan sekaligus dalam armar
putuzan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari prakiik (bandingkan nantifiya
dengan putusan pengadilan HAM), babwa pencaniuman nama-nama korban yang men-
dapatkan kompensasi hanya tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan tetsh
menghukum terdakwa terorisme,

Ketiga, dengan syarat kompensasi diberikan dan dicantumbkan sekaligus dalam amar putusan
pengaddan, maka jaksa yang seharusnya mendonong permohonan Eompensasi tersebut.
Namun, karena UL tidak jelas memberikan kapan saatnyva permohonan kompensast dido-
reng dalam pengadilan, jaksa bersifat menunggu atau pasif. Tidak ada pengaturan tegas
yang meviajibkan jaksa mengajukan kompensasi. Apalagl, partisipasi korban dalam UU ha-
nya terbatas dalam hal, “Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban ataw kuasanya ke-
pada Menteri Keuangan” Harusnya pengajuan kompensasi ini wajib dilakukan jaksa dan
dibuka partisipasi korban dalam pengajuannya di pengadilan.

Keempat, hal knuslal lain dengan adanya syarat kompensasi diberikan dan dicantumkan se-
kaligus dalam amar putusan pengadilan, akses korban atas hak kompensasi memang sengags
dibatasi. Hal ind dikarenakan kompensasi harus menunggue amar putusan pendgadilan. Di-
samping proses pengadilan lama dan berlarut-Larut, korban membutuhkan bantuan finan-
sial yang bersifat segera. maka jelas bahwa ada skema menunda atau menghalang-halangi
pembstrian kompensasi bagi korban,

Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera
(Darurat/Kegawatan Medis)=

Sakah satu kekmm‘rgm pengaturan bag.u P RRGanan korban terorisme adalah soal tidak
id'kl'.l"l kejtla;an AEu i:e‘leg.as.an bantuan medis hagi korban yang bersfat SEgera Dalam
fegulasi dan praktik selama ini, penanganan bagi korban terorismee langsung pada saal pas
caserangan, masuk dalam kategosi darurat medis, yang masuk dalam ruang lingkup Fep-
menkes 145/Menkes/SK/L Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang
Eesehatan.

Hamun, tanggung jawab negara atau pemerintah belum mengatur secara lebih presisi pe-
nanganan darurat medis pascaserangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014, dalam Pasal 7 sidah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikalogis dan psikososial
bagi karban terorisme. Mamun, tetap saja pengaturan penanganan medis, khususnya yang
bersifat segera bagi korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme yang merupakan tang-
gung jawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan
korban di ﬂﬁg‘ﬂﬂ pemerintah thdak Hﬁng tudmg mengenal siapa yandg hamus I'I'lﬂ'mm'r""

dan memastikan klaim pembayaran di masa depan. Sayangnya, ketentuan mengenai kof-
ban tidak diatur dalam RUU inl

€. Pengaturan Rehabilitasi yang Tidak Memadai
Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh aparat penegak hukum.
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termasuk pula dalam hal terjadi malapraktik pengadilan atau miscariage of justice”, dalam
penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tercrisme, sangal tidak memadai. UL hanya
mensyaratkan rehabilitasi harus dalam kondisi "lepas dari segala tuntutan hukum yang
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap’* Jadi; rehabilitasi dalam UL hanya
terbatas harus terlebib dabhulu dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan
retap,

Malapraktik pengadilan merupakan "kesalabhan serius vang terjadi pada proses peradilan

termasuk "menwduh ferdakwe dengan fuduhan bevarh Berdasarkan Pasal 14 (6) ICOCPR dam

Fasal 3 pada Protokol ¥ Konvens| Eropa, dinyatakan bahwa "agar memenuh kualifikasi kaom-

pensasi-sesecrang harus telah™

1. Dipatus bersalah melakukan tindak kejahatan (termasuk kejahatan ringan). Tuduban
tersebul merupakan tuduhan final dan proses pengujian pengadilan serta perkara
banding serta remedy telah selesal atau batas waktunya telah berakhir.t

. Dihukum dengan hukuman atas dasar tuduhan [dakwaan), Hukuman tersebut dapat
berupa hukuman pemengaraan atau dengan cara lain,

3.  Dimaafkan atau dakwaan terhadapnya “terbalik™ (reversed] karena ditemukan fakta-
fakta baru atau fakta terbare yang menunjukkan babwa telah teraci malapraktik
pengadilan,

Bagaimana dengan kesalahan prosedur of tingkat penvelidikan atau pemedikan dan be-
lum sempat masuk ke ranah pengadilan, misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur pe-
nahanan, bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi inl, korban seharusnya
mendapatkan hak-haknya terkalt rehabilitasi. Namun, yang tersedia hanyalah mekanisme
praperadilan yang terbatas. Ketentwan ini jelas tidak sesual dengan prinsip-prinsip fair fnal,
Cralam banyak kasus ditemukan salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hu-
kwm terorisme di Indonesia. Hal inilah yang menjadi tantangan serius. Beberapa kasus yang
terjadi dalam konteks ini cukup banyak terjadi. Namun, sampai saat ini tidak ada regulasi
yang cukup memadal yang tersedia bagi korban, Oleh karena itw, RUL harus mengatur
wang soal rehabdlitasi ini, Untuk itulabh pemberian hak rehabilitasi harus diperluas tidak
hanya i tingkat pengadilan, namun pada semua tingkatan, Disamping ity mekanisme
prmbenan haknya juga sangal sumir yang dinyatakan dalam ULL "Pengajuan rehabilitasi
dilakuban aleh korban kepada Menten Kehakiman dan Hak Asasi Manuwsia® Praktis tindak
lanjut dan tahapan setelah hal iy tidak tersedia,

Sikap Fraksi di DPR
Berbeda dengan RUL usulan peméerintah, termyata cukup banyak usulan fraksi yang

L] |

Dalam? Black's Law Dictanaty, pengeian mdcaniage of pribce adalah “A grosily undse ouloome in a judicial proceeding
af wheen o delendinl H fofveltind detpes § Lk of evadenos am 8 etidalial dlement ol the Crieme-alio tefmeed Failute of
Justice”

Paaal 37 UL Tercaisme

Setap orang berhak memperoleh iehabitas apaibila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dadd segala Tuntu=

tam Frukum yang putusannys telab memgurrral lekuatsan hikioen fetap.
Riehabilnasi 1ersebut diberikan dan decanfummian seialigus dalam putan pengadilen sebagaimana dimadusd dalam ayat
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Dewan Eropa. Laporsn Penjelaiin pada Protolsl 7 Kermernd tenbing Pedirshengan HAM den Kebebasan Dasar, 1985

DLk Harls, M OBogle, C Warbeick, Mukurm pada Konvens: Eropa tertang MAM (Law of the European Corveniton on Human
Raghas), hal 585
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membenkan penguatan bagi hak korban terorisme (F-PDIR, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-Hanura dan
F-P¥B). Masukan dan berbagal fraksi yang peduli akan pengueatan hak-hak korban terorisme me-
nunjukkan adanya respon dalam mendorong pengueatan hak korban. Namun, saying beberapa frak.
4i Panitia Kerja (Panja), yakni F-PAN, F-PPF, F-PKS dan Nasdem, tidak memberikan uswlan apapun
terkait penguatan hak korban dalam DIM DPR." Beberapa masukan krusial dapat dilihat dalam pa-
jparan di bawakh ini,

B

Terkait Hak Kompensasi

F-PDIF mengusulkan revisi atas hak kompensasi korban dalam Pasal 36, Sedangkan F-PG
sacara bebih komprehensil mengusulkan, terkait hak kompensasi diberikan berdasarkan
Keputusan BNPT, dengan usulan bahwa pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan
korban melalul LPSK kepada Menteri Kevangan, Menteri Keuangan akan memberikan k-
pensasi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran.
Pelaksanaan pemberian kompensasi disertal dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian
kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada
korban atay ahli warismya.

F-Gernndra mengusulkan hak kempensasi vang lebih progresif tanpa mekamisme putuian
pengaditan, Dinyatakan dalam usulan bahwa setiap korban akibat tindak pidana terorisme
atau ahli warismya, berhak mendapatkan kampensasi, Pernbiayaan kompensasi dibebankan
kepada negara yang dilaksanakan permnerintah, Kompensasi diberikan berdasarkan Kepuius-
an Menteri Kewangan. Pengajuan kompensasi dilakukan korban atau kuasanya atau melahs
|Efﬂblﬁi yang h-!rwenang dalam pElaksanzan pc:lindunn:j.:n an peu'nul:han korban Eepada
Menter Keuangan. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 hari kena
terhitung sejak penerimaan permahonan,

F-FD mengusulkan setiap korban akibat terorisme atau ahli warisnya berhak mendapatkan
kompensasi atau restitusi, Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Mentern K-

uangan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau malalui lembaga

yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Mentéfl

Keuangan. FPD juga mengusulkan Menteri Kevangan memberikan kempensasi pahng

lambat 60 harl kefa terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian

kompensasi dilaporkan Menteri Kevangan disertal tanda bukti pelaksanaan pemberian

kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepadd
korban atau ahli warisnya

Mengenal Restitusi

Usulan F-PG terkait hak restitusi yakni pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh
pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan
tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian
resstitussi disampaikan kepada korban atau ahli warlsnya, setelah ketua pengadilan menesima
tanda bukti dan pelaksanaan tersebut diumumkan pada papan pengumuman pengadilan
Sedangkan pengajuan rehabilitasi, F-PG mengusulkan dilakukan oleh korban kepada Men:
teri Kehakirnan dan Hak Asasi Manysia,

FPD mengusulican restitusi merupakan ganti kerusgian yang diberikan oleh pelaku kepada

33 Lihat Supriyedi Widodo dae Ajeng Gandirs, Progees Report I, Peta Unidan Fraksi DPR, Mernetakan Usulan Frak Fraial D98
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korban atau ahli warisnyd. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar pu-

tusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku

atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. F-PD mengusulkan agar pelaku memberikan

restitusi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permaohonan. Pelaksanaan

pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan

wang memutus perkara, disertal tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi. Salinan tanda

bukti pelaksanaan pemberian disampalkan kepada korban atau ahll warksnya

Hak-hak Lainnya

F-PG juga mengusulkan mekanisme santunan bagi korban yang meninggal dunia kewat me-

kanisme pemberian santunan yang dilaksanakan Kementerian Sosial, pemerintah daerah

dan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan

korban berorisme sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, Santunan yang dimak-

sud Pasal 36 ayat (1) huruf d ity merujuk pada penjelasan Pasal & ayvat (1) huruf a UL Nomos

31 Tahuwn 2014,

Usulan F-Gerindra, korban tindak pidana terorisme juga berbak mendapatkan:

. informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mercka alami, termasuk
informasi kepada keluarga karban;

2. surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalarm pelaksanaan
perlindungan dan pemulihan korban;

3. bantuan medis, baik yang bersifat segera maupun perawatan linnya dengan jaminan

pembiayaan darl nedgara;

bantuan rehabdlitasi psikososial dan psikobogis;

advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan:

penefiemahan dalam bahasa yang mereka pahami;

privasi diri dan keluarganya;

pendampingan selama masa penyelidikan, pemyidikan dan pengadilan; serta

perlindungan sebagai saksi sesual dengan ketentuan undang-undandg.

F-Gerindra mengusulkan negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial

kepada korban Tindak Terorsme dalam bentuk pemberian kesempatan lapangan kerja;

permberian kesempatan pendidikan jaminan kesejahteraan skonomi dan sosial akan diztur

lebih lanjut melalul peraturan pemernintah.,

F-FD mengusulkan, selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, korban Tindak Pidana

Terorisme juga berhak mendapatkan:

1. imformasi lengkap mengenal kasus atau peristivea yang mereka alami, termasuk in-
formasi kepada keluarga korban:

2. surat keterangan sebagal korban darl lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan
perlindungan dan pemulihan korban;

3. bantuan medis, balk yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminam

S E NG A
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sebagai berikut:

Pasal 38A
(1) Selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga/
ahli warisnya berhak mendapatkan:
d. rehabdlitass medis;
b. rehabilitasi psikososial atau psikologis; dan/atau
C. sanlunan bagiyang meninggal dunia.
{2l Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban,
{3) Dalam melaksanakan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2, Lembags
Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan kerja sama dengan instansi berkat
f4) Pemberian rehabslinasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
sesaat setelah terjadinga tindak pidana terorisme,
{51  Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasar:

Ayat (3)
instondi terkait dolam ketentuan inl, misalnya Dinas Kesehatan, Dings Sosiol don
Rarrith Sakit,

Ayat (4)
Dalam ketentuan ind, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan koordingsi
dengan instansi terkait, dalam rangka tanggap darurat.

Ayat (5)
Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentumn ind, misginya Undang-
Undang fentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peratunan peloksandaniye

Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37, pemerintah mengusulian
uritik dihapus. Dengan argument, "ketentuan mengenai rehabilitasi {pemulihan nama baik
pelaku) sudah distur dalam KUHAP disamping itu Pasal 25 Perppu Terorisme yang masih
mendasarkan pada KUHAR
Jika dilihat lebih seksama, apa yang diusulkan pemerintah dalam dokumen hasil rapat in-
temal, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi hak korban terorisme, Pertamd,
prosedur kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah masih digantungkan kepada pu-
tusan pengadilan, yang oleh banyak pihak telah dikritik secara serius, Catatan KR di ba-
gian awal soal masalah serius putusan kompensasi yang digantungkan kepada puiusin
pengadilan, tampaknya tidak direspon sungguh-sungguh oleh pemerintah. Sedikit kema-
juan harya terkait soal pemberian kompensasi dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kedug, mengenai tata cara penentuan jumilah kerugian, konsinyasi dan pem-
berian kompensasi dan/atau restitusi diatur dalam peraturan pemerintah, dan ketiga, soal
mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi dilaksanakan sejak tahap penyidian.
Terkait hat di atas maka rapat panitia kerja yang melakukan pembahasan pada tanggal 7
September 2017 dengan pemerintah menyatakan beberapa masukan, yakni pertamd,
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perlunya penambahan ketentuan yang menyatakan korban tindak pidana terorisme ada-
lah tanggung jawalb negara, Kedwa, dibutuhkan kriterla korban tindak pidana terorisme.
Ketiga, tata cara penetapan korban tindak pidana terorisme dan plhak yang berwenang me-
netapkan status tersebut. Keempar, bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak
pidana teronsme (pemberian kompensasi dan rehabilitasi) dalam Pasal 38A. Mamun, se-
rmua langkah-langkah tersebut harus didahulul lebih dahulu dengan pelavanan medis bagl
karban aksi berorisme

Selanjutnya dalam pembahasan Panja pada rapat tanggal 28 September 2017, Beberapa
[HM RLUIL tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang difakukan pembahasan ter-
kait soal kompensasl, restitust dan bantuan korban.

Kompensasi

Rumusan yang telah diperbaiki oleh pemerintah kemudian dibahas oleh Panja. Beberapa
hal krusial mengenai perdebatan soal kompensasi korban terlihat dari berbagai tanggapan
dalarmn pembahasan.

Dalam rapat tersebut, M Syaftl [F-Gerindra) menyatakan baknesa, ° . kita telah seleal mem-
bahas Pasal 36, kemarin diakhiri dengan catatan masuk dalam penjelasan terkalt dengan
kompensast yang diberlkan kepada korban, mencakup kerugian materll dam immateral.
Remudian ada catatan tim Internal pemerintah: (1) dalam hal pelaku tindak pidana te-
rarisme meninggal dunla atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan
kompensas] berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Harus ditentukan aleh panyidik bahwea
tindak pidana adalah tindak pidana terorisme berdasarkan analisis intelipen dan olah TKE (3]
Kompensas ditetapkan pengadilan 2 tahun setelah kejadian.®

Praf Emny sebagai tim pemerintah menyatakan: “Ada satu hal vang perlu kita dalami bersama,
yaitu terkalt pasal 36 ayat 6 (kompensasi dan/atau restitusi sebagalimana dimaksud pada
ayat (5] diberikan dan dicantumbkan sekaligus dalarm amar putusan pengadilan} memang
sudah kita putuskan tetapd kelihatannya masih sedikit mengganjal, yvaitu terkait dengan
kompensasi sebagaimana yang dimaksued pada ayat 4 diberikan dan dicantumkan sekaligus
pada amar putusan pengadilan tingkat pertama, Dari pihak yang selama ini melakukan
prodes ini di lapangan (kejaksaan) ingin memberikan penjelasan™

Menurut paparan kejaksaan; "Terkait penambahan redaksional, di pengadelan tingkat per-
tama dalam praktik di lapangan akan kesulitan karena putusan pengadilan tingkat pertama
tidak memberikan kekuatan hukum eksekutonial, karena bisa saja para pihak dalam hal ini
miungkin jaksa atau penasihat bukum terdakwa ity melakukan upaya hukum, apabila me-
reka melakukan upaya hukum, tentu putusan pengadilan tingkat pertama ini tidak mem-
punyai kekuatan hukum eksekutorial. Salah satu contoh untuk kasus Samarinda yang sudah
diputus hari Senin kemarin, sekarang sudah memasuki proses pikic-pikin Kanena jaksa waktu
itu menuntut kompensasi Rpl miliar sekian, kemudian hakim hanya memutus Rpod juta.
Kami berharap supaya redaksional itu tidak ditambah dengan putusan pengadilan tingkat
pertama, karena untuk banding, itu hakim banding juga tidak terikat dengan putusan peng-
adilan negeri, begitu pun kasasi, karena semua alasan bisa dijadikan alasan banding. Ka-

35 Laporan Sanglat Monftoring pembishasan BUA teronsme, KOR 6-F seplember 2017

T Laporsn Senghial Momsring pembahasan HUU terorisme, ICIR, 28 September 2007
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mi mengusulkan untuk menghilangkan redaksi penambahan di tingkat pertama Karena
bisa saja putusan banding berbeda dengan putusan pengadilan tingkat negeri atau atau
nanti di tingkat kasasi bisa saja berbeda dengan pututan pengadilan tingkat banding. jad|
batasi saja dengan putusan pengadilan atau kalau mau ditambah vang telah mempunyal
kekuatan hukum tetap”=
Akbar Faizal (F-Nasdem) jega menyampaikan masukanmya, yakni “Secara subtansial Shya
setuju dengan yang disampaikan darl kefaksaan, tapi saya Ingin mendapatkan penjelasan
lebih javh menyangkiut tentang kompensasi itu, apakah hanya manusiarwa atau harta
bendanya? Ternyata harta bendanya juga ya? Besarannya seperti apa? Dan bagaimana me-
kanksmernfa? Kalau dalam jumlah yang kecll mungkin negara aman-aman saja meskipun
kita kesulitan renunut Menteri Keuangan, tidak tahu juga menurut yang lain, Bagaimana
kalau termyata harta benda itu dalam jumlah yang wah, misalnya gedung/rower, karena
teknologh bom u sémakin besar, efek dari ledakan itu menghancurkan 1 rower misalkan,
kalau tower-nya sehanga Rp700 miliar gimana?, atau dirudal ya mumgkin ind pengaruh da
film-film Hollywood, dari gedung sebelah memakai rudal elpiji, gimana? Sementara asuransi
tentu tidak mau menanggung yang seperth inl. Sava ingin ada kepastian oi sini supaya tidak
menjadi celah, yang kemudian membuat UU ini menjadi kurang sempurna, Karena setelah
saya baca belum ada kepastiannya soal itu.=
Uanzal Basir {F-Demokrat) menambahkan, “Benar jugs yang dikatakan oleh Bapak Akbar
Faizal, saya mencoba mencari jalan, karena sebelumnya kita sudah sepakat, karéna yang
menentukan kompensasi ini berdasarkan keputusan pengadilan, itw sudah kita sepakatidan
awal. Berlakunya keputusan pengadilan ini memang ada tahap-tahapnya, mau tidak mau
kita harus mengikutl, kalau ada banding ya terus karena begitulah aturan yang berlaku, nah
5aya setuju kalimatnya kita sederhanakan, kita hapus tingkat pertama, sampai pada ting-
kat pengadilan saja. Manti pada keputusan tingkat pertarmna tidak ada banding berarti it
irikrah, berarti kalau ada yang mengajukan banding ya terus lagl. Bagaimana menentukan
kotban kompensasi ind, kalau kita mau tambahkan juga bisa ditentukan atau diatur dalam
iperaturan perundang-undangan”=
Riisa Mariska [F-PDIP) mengusullan, "Terkait Pasal 36, tadi pak jaksa menjelaskan soal ayat
6 ya, ayat & ini kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat {4), diberikan dan d-
canturmkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama. Permasalahannya
bagaimana kalau ada kasasi, banding dan sebagainya? Mah, kalau saya baca ke ayat 4,
kompensasi itw tidak diajukan oleh korban maupun keluarga ataw ahli waris, tetapi yang
mengajukan sdalah penuntut umum kalau dilihat ayvat 5-nya. Pertamyaan saya di ayat 5ing
penuntul urmum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di
derita korban, ind siapa yang menentukan nilainya? Kalau perrmasalahan ayat 6 saya meng-
wsulkan apakah dimungkinkan untuk pemeberian kompensasi ini bukan dalam bentuk
putusan tetapi penetapan darl pengadilan? Kalau soal kempensasi kita mengusulkan uniuk
dibuat dalam penetapan pengadilan, supaya tidak berkepanjangan dan lebih mantap saja
kalau pakal penetapan’

32 Ibéd
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Arsul Sani (F-PPP) menambahkan, “Menarik untuk dikaji soal mekanisme penetapan, wa-
laupun ini perlu kita pikirkan. Saya ingin mengingatkan juga kepada semua yang ada di
sinl, ketentuan KLIHAF, di Bab 13 mulai Pasal 98 dan seterusmya, itu memang sudah meng-
atur mekanisme induk hal-hal seperti Inf, di Pasal 98 disebutkan jika suatu perbuatan
yang menjadi dasar dakwaan i dalam suatu pemerksaan oi dalam perkara pidana oleh
pengadilan negert menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas
permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan kerugian
ini pada perkara pidana itu, Permintaan sebagaimana dimaksud hanya dapat diajukan se-
lambat-lambatnya sebelum penuntut umem mengajukan tuntutan. Jadi memang meka-
nismenya yang ada di KUHAF, mekanismenya memang nanti ujungnya adalah diputuskan
dalam putusan akhir bukan dalam penetapan, karena itu menurut saya, supaya ini tidak
renyimipang dari artinga ketentuan induk yang ditetapkan dalam KUHAP ini Bab 13, me-
mang harus dalam putusan karena kalau dalam putusan itu sudah tersedia juga. Jadi kita
harus memikirkan konsekuensi kalau putusan dan penetapan, Kalau ity penetapan, (1) ka-
pan penetapan itu ditetapkan? Terhadap penetapan itu bisa dilakukan upaya hukum juga,
upaya hukum yang bisa dikaukan dengan sebuah penetapan itu bisa satu di antara dua
alternatif, pertama dengan kasasi, yang kedua dengan Verzet/Perlawanan itu terbuka kalau
penetapan menyangkut perdata, sedangkan kalau di sini upaya hukumnya mengikuti upaya
hukum perkara pidananya, banding dan kasasi. Jadi dengan penetapan pun tidak berarti ity

Bisa largsurng final®=

Wenny Warouw {F-Gerindral: "..Kita ini membahas UU Pencegahan dan Pemberantasan Te-
rarisme bukan ganti rugi, coba ini difokuskan saja. Seharusnya Pasal 35 inl itu saja, korban
tindak pidana terorisme merspakan tanggung jawab negara, yang lain-lainnya itu nanti da-
lam peraturan yang kecilnya. Kalau kita sudah sampai sini tidak akan selesai UL ini. Kita

rengatur, membicarakan pencegahan terorisme, bukan mengatur luka bakar dan seba-

gainya, Tolong supays kita fokus.»

Tim pemerintah (Prof, Harkristuti] kemudian mengusulkan, ©_Kalau berkaitan dengan kam-
pensasi sebenarnya terdakwa bersalah atau tidak bersalah tidak jadi masalah karena negara
yang bertanggungiawab tetapi kalau restitusi karena dia dibayvar oleh si terpidana, kalau

terpidananya bebas dia tidak punya kewajiban membayar, tetapi kalau kompensasi memang

kewajiban negara. Masalahnya adalah nanti vang kita perfu carikan solusinya bagaimana

kalau tidak ketemu tersangkanya, tidak pernah ada proses, apakah kompensasi juga dipu-

tuskan melalui pengadilan, inl yang menjadi PR kita bersama. Kalau ini kita diomongin di

sini mungkin berbagal mekanisme biza diajukan dan mencari satu kesepakatan mungkin

tidak mudah. Intinya negara yang berkewajiban untuk memberikan kompensasi®=

M Syah'i (F-Gerindra): "Kita kan sudah sepakati korban teroris tanggung jawab negara, ke-

mudian yang menetapkan siapa korban sudah kita sepakati penyidik, yang meng-apprisal
kerugian Korban itu LPSE, lalu kalau sudah ditetapkan korban oleh penyidik, maka ditaksir

kerugiannya oleh LP5K karena kita memang ingin menolong korban, pertanysannya kok

musti mengikuti proses pengadilan? Apa tidak bisa kita ambil terobosan baru, bukannya
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mandatary itu diberikan UL LPSK kepada kita di UL Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme.
Terobosannya langsung saja begitu ditetapkan karban oleh penyidik di-appratier oleh LPSE
eksekusi tanpa harus proses peradilan.=

Rapat Panja kemudian menyepakati rumusan yakni

Pasal 36

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (4) huruf d diberikan
kepada korban tindak pidana terarisme atau ahli warisnya,

{21 Kompesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada
NEgara.

(3] Eompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh
korban, keluargs, atau ahli warisnya melalui lembaga vang menyelenggarakan urusea
di bidang pedindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan

(4] Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompenzsasi s
gaimana dimaksud pada ayat (3], koempensasi diajukan oleh lembags yang menye
lenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban,

(5} Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumbah kerugian
yang diderita karban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutamn,

(6] Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumbkan seka-
ligus dalam amar putusan pengadilan,

(7} Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemudkan Sispd
pelakunya, korban dapat diberikan kempensasi berdasarkan penentapan pengadilan.

{E] Dalam hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahul, kompensasi tetip
diberikan berdasarkan penetapan pengadilan,

(9) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh
lembaga yang menyelenggarakan urursan di bidang perlindungan saksi dan karban

Pasal 358
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pem-
bayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 364
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Restitusi Korban

Rumusan yang telah diperbaiki oleh pemerintah kemudian dibahas aleh panja. Beberapa

hal krusial mengenai perdebatan soal restitusi korban terlihat dari berbagal tanggapan
dalam pembahasan.

Tim pemeintah {Prof, Enny) menyatakan, “.Memang restitusi ini tidak bisa kita hilangian.
bukan bicara pelakunya saja tapi kalau kita bicara kompensasi, ity ada karena restitusi tidak
besa diberikan, kalau kita hilangkan restitusi, kompensasi juga hilang, Kami menganggep
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rurmiusan ini sudah cukup, karena ini sudah disampaikan diskusinya dengan LPSE =

LPSKE memberikan usulan, = Sebenarnya memang yvang dibebankan ganti kerugian itu
pada dasarnya adalah pelaku, karena pelaku dari hasil pemeriksaan LPSK kalau diatur
di PP kalau ditanyakan kepada pelaku soal kesanggupan untuk membayarkan restitus,
kalau pelaku tidak bisa membayarkan atau memang menalak untuk membayar restitusi,
kernudian baru diajukan kompensasi. Soal menyatakan ketidakmampuan pelaku menjadi
dasar untuk mengajukan kompensasi itu dalam peraturan perundang-undangan belum ada
disebutkan

Akbar Faizal (F-Nasdeml: °.. Sebenarnya ....bagaimana pun caranya dia harus bayar, tapi
kan realitasnya memang pelaku itu setidaknya memakai pendekatan komprehensifl yang
bisa kita lihat selama ini kan miskin gitu ya. ............. ini pasal mati, tetapi bagus juga
ternyata dipikirkan di sini tentang kemungkinan masa depan organisasi atau kejahatan
nasional/internasional yang bergerak khusus pada wilayah terorisme, secara redaksional
saya pelajari kata per kata, kok belum ada yang menjadi bridging antara dari pelaku menjadi
korporasi. [N seluruh ayat Pasal 36A (6 ayat), saya belum menemukan bridging dari pelaku
personal ke pelaku coorporanets

Rumusan kemudian disetujul panja, yakni

Pasal 364

{1} Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan restitusi,

(2} Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang
diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

i3}  Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diajukan oleh korban atau ahli warisnya
kepada penyidik sejak tahap penyidikan.

(4]  Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimakswd pada ayat
(3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme
dalam tuntutan.

(5] Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus
dalam amar pubusan pengadilan.

(6} Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti
paling siangkat 1 {satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun,

Karena adanya perubahan terkait Pasal 36, 36A dan 368, maka ada beberapa pasal yang
dihapus, Pertama, Pasal 38 dihapus. Ini karena ketentuan mengenai kompensasi disisipkan
dalam Pasal 36, Ketentuan mengenal restitusi disisipkan dalam Pasal 2364, Kedua, Pasal 39
dihapus karena tata cara dan batas wakturnya akan dilakukan atau telah diatur dalam per-
aturan perundang-undangan [(Fasal 36B]. Kefiga, Pasal 40 dihapus, Catatan: karena tata
cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-un-
dangan {Fasal 36 B), dan keemnpat, Pasal 41 dihapus, Catatan; karena tata cara dan batas wak-
tunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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i Rehabilitasi
Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37, pemerintah mengusulkan untuk dihdpus,
Dengan argumen, ketentuan mengenai rehabilitasi (pemulihan nama baik pelaku} sudah
diatur dalam KUHAP. Disamping It Pasal 25 Perppu Teraorisme yang masih mendasarkan
pada KUHAF. Usulan ini disepakati oleh Panja DPR.~

L.  PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan beberapa ketentuan hak-hak korban memang mengalamd
perubahan. Mizalnya terkait 308! kompensasi korban. Hasil rapat panja menguiulkan kompenas
tidak medulu diberikan berdasarkan putusan pengadilan, namun dapat dilakukan lewat penetapan
pengadilan. Kka dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia ataw tidak ditemiukan
siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penenapan pengadilan, Jlag
dalam hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahui, maka kompensasi tetap diberfan
berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perubahan lainnya mencakup, kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atay
ahli warksnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi din
korban, dirmulsi sejak et penyidikan, termasuk dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisng
tidak mengajukan, kompensasi dapat juga diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan ufusen
di bidang perfindungan saksi dan korban. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi
berdasasican jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuniutan
Pembayaran kompensasi dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di biding
perindungan saksi dan korban,

- |:I.-.E,é..'|. . —
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kasus Jessica yang menjadi tersangka pembunuhan sahabatnya Mirna di Jakarta Pusal pada 6
Januari 2018 inl. Kasus tersebut amal menyita perhatian media dan publik. Akan halnya kerban
¥ang semata-mata adalah korban dan bukan sekaligus pelaku ataupun saksi, perhatian terhadap
mereka masih amat minimal. Apalagi apabila korban tersebut adalah orang biasa, tak ada skses
polithc akses ekonomi dan bukan VWIP, maka kisahnya akan cepat menguap.

Fakts dan data di lapangan menunjukkan, korban belum mendapatkan pelayanan dan
pensikapan yang optimal darl penegak hukum, dari pemerintah, apalagi dari masyarakal pada
urmumnya, Seringkali vang terjadi adalah viktimisasi berulang (reviktimisasi) ataupun double we-
tmization. Dimana, pada banyak kasus korban kejahatan, setelah terviktimisasi kemudian menjadi
korban (re-victimized] lagi akibat pensikapan aparat hukum yang kurang tepat. Alih-alih hak:hak
korban diperhatikan, sebaliknya, kodban malah menjadi korban lanjutan dari kesewenangwe-
nangan aparat hukum ataupun masyarakat.

Sistem hukum Indonesia juga belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi
karban kejzhatan, Hadimya Undang-Undang (UL} Perlindungan Saksi dan Korban Nemor 13Tahun
2006 (dan juga perubahannya yaitu UL Nomaor 31 Tahun 2014), juga UU Pengadilan HAM Nomce 26
Tahun 2000, UL Nomaor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
dan lain-lain, adalah suatu terobasan hukum yang menarik dalam hal akemodasi terhadap hak-
hak saksi dan korban yang tidak diatur secara lengkap pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana). Memang, Ul ini belum komprehensif dan belum sempurna. Namun, sebagal produk
hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi, UU tersebut
dapat dijadikan sebagai salah satu acuan utama,

Sama halnya dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum Acars Pidana) yang sampai tulisan ini dibuat masih dalam proses pembahasan di DPR,
rancangan UL ini belumiah memberikan kontribusi untuk perdindungan saksi dan korban, terstama
bagi kelompok rentan. Sebut saja terhadap perlindungan hak-hak anak. ketika anak tersebut se-
dang menjalani proses hukumn, Selain itu, dalam hal manajemen peradilan. dibutuhkan keterbukaan
informasi secana efelaif yang berkaitan dengan akses saksi dan korban atas dokumen-dokumen dan
proses persidangan. Dalam hal ini, RUU KUHAP juga belum memerhatikan hak saksl dan keeban
uniuk memperoleh akses informasi berkaitan dengan proses perkaranya.:

Padashal, di dalam peradilan internasional, hak-hak para saksi dan korban sudah mulai
diakui dan diakomodasi, Sebutlah dalam ICC (International Criminal Caurt) alias Mahkamah Padana
Imernasional yang berkedudukan di Den Haaq, dimana dibuka pelueang bagl korban untuk dapat
berpartisipasi dalam proses persidangan. Korban tidak diperlakukan sebagai obyek yang pasif dari
suaty perlindungan ataupun sebagal pelengkap proses penuntutan, Pentingnya partisipasi saksi
tertuang di dalam Pasal 68 ayvat (3] Statuta Roma, dimana Mahkamah mengizinkan pandangan
dan perhatian para korban untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap peoses
persidengan yang ditetapkan oleh Mahkamah, dengan cara yang tidak merugikan atau tidak kon-
sisien dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.

B.  PEMBAHASAM

B.1. Hak-Hak Korban dan Tersangka dalam Proses Acara Pidana
Hak-hak korban tidak distur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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(KUHAP), Sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, Pembahasannya pun ticak
terfokes kepada eksistensi korban tindak pidana, melainkan hanya sebagal warga negara biasa
yang mempunyai hak yang sama dengan wisrga negara lain, Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat
1b KUHAP disebutkan, yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
Dengan demikian, posisi korban tindak pedana di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara
pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa

Sama halnya dengan EUHP, kitab rujukan utama hukum pidana Indonesia ini kebih banyak
mengatur mengena tersangka danpada korban, Kedudukan korban di KUHP tampaknya belum
optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal itu disebabkan paling tidak karena; Perfanna,
KUHP belum secara tegas dan konknit mersmuskan ketentuan pemberian pedindungan hukum
terhadap korban: Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik, antara Lain menenma berdakunya ke-
adaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan
serta mental. Kecenderungan aliran ini menunjukkan pengaturan KEUHP berorientasi terhadap pe-
laku; korban cenderung dilupakan, Padahal, karban merupakan salah satu aspek yang benar-benar
mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku,

Sedangkan tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya’keada
annya, berdasarkan bukti permulaan, patul diduga sebagai pelaku tindak pidana; maka dia diselidiki,
disidik dan dipenksa oleh penyidik. Apabila peru, dis dapat dikenakan tindakan upaya paksa, berupa
penangkapan, penshanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan undandg-undang,

Kedudukan tersangka dalam EUHAP adalah sebagai subyek, dimana dalam setiap peme-
riksaan hars dipedakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyal harkat, martabat damn
harga dire, Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat ke-
manusidannya dengan sewenang-wenang. Searang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan se-
kehendak hati pemenksa dengan alasan dia telah bersalah melakukan suatu bindak pidana. Karena
sebagaimans asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam proses
peradilen pecdana di Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 8 UL Mamor 4 Tahun 2004 Lentang
Kekuasaan Kehakiman, yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperaleh kekuatan hukum yang tetap™

B.2. Korban: Definisi Hukum dan Perspektif Sosial
Secara bahasa, istilah yang digunakan terhadap korban juga bervanasi, Korban atau vichim
adalah istilah yang berlaky umum., Mamun, kini di sebagian dokumen, yang digunakan adalah

iskilah surwivar alias penyintas.
Pengertian karban menunat Declaranon of Basic Principles of Justice for Vichims of Crivme and

Abuie of Power tahun 1985 adalak;

] “Wretims® means pérsans who, indivadoally oF -l.'-ﬂ'IE't,'hu'-E'le:. frave iuffered varm, Hh:'llud'r.l'lg
p.'r].rﬂ'cﬁf o rmendal r|r,|_||':r.r_g,-, ernchiorial Ll;:ﬂu;“n'rhg_. eromoniie loss or substaniial m:pmmmﬂrafﬂm'r
fundamerntal ighits, throwgh acts or amissions that are in wolation of criminal laws operative

4 Rena vuba, Vikienoksg Pelindungan terhadag Xorban Kejabatan (Fogyakaria, Geaha Bmu: 50100 hat 103,

4 Maharare Sib Sophia Pedndungan Kanban Bijahatan dalam Pespeitl Koathlan Restaratil dalam Jurnal Pedhinduegan Vol §
Mo 1 lamun 208 1 Lembaga Peshndungan Sadu dan Hoobun, 2001

i Fepieesenegarahuk i comchuiemshak hab-tenangka bedakva-secan-amam-dalamekubap Biml

i It v o ohces w00 24 i

i v




Posret Perfindumpan Salsi dan Korban__

wathin Member Stotes, including those laws proscribing criminal abuse of power,

£ A person may be considered @ victim, under this Declaration, regardiess of whether the perpe-
Inotor i identified, coprehended, proseculed or convicted and regardiess of the famiial rely.
tionthin behween the perpetrator and the victim. The ferm Swictim™ also ncludes, where dpprg.
priciz, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffennd
harm in intervening 10 Gssist wictims in distress or to prevent victimization.

Kemudian, pengartian korban® menurut draft UN Convention on Justice and Support for
¥ictims of Crime and Abuse of Power yang disusun World Society of Victimology, adalah

Articie 1 Defindtions (1) Vichims” means natural persons who, individually or collectively, have
suffered harm including physical or mental injury, emeational suffering or economic joss or
winlations ol fundomental rights in relation ho victimizations identified under scopel {2) A perion
is.a victim regardiess of whether the crime is reported to the police, regardiess of whether o
perpetrator is identified, apprehended, prosecuted ov convicted and regardiess of the fomifiaf
relstionship between the perpetrator and the victim, The term victims' also includes, where
eppropriate, the immediate family or dependonts of the direct wictims and persons who have
suffered in intervening to assist victims in distress or to prevant wiclimifaren,

Bila diperhatikan, pengertian victim pada deaft UN Convention lebik luas daripada pada Delda-
Fasi tahuin 1985, Korban pada draft UN Convention adalab semua ora ng atau kelompok yang mengadi
korban viktimisasl, Apapun bentuk viktimisasinya. Sedangkan pada Deklarasi 1985, korban dibatasi
hanya yang terkait dengan tindak pidana ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of powetl

Pengertian yang lain tentang korban dari Furopean Union Council Framewark Deciion of
13 March 2001 an the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/1HA) adalah: a) “vicim”
sholl mean o natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional
suifering or economic loss, directly coused by acts or omissions that are in violation of the crimingl low
of a Member State,

Selanjutnya, korban juga memiliki beberapa kategari. Misalnya korban terosisme. Letscher,
Staiger dan Pemberton (2009) menyebutkan babwa korban terorisme terbagi menjadi

Primavy Vactimes:

L Thote who are killed by terrorist kidnoppers, hostage-takers, gunmen or bambers:

Z Those who are injured, murilated, or mentally tortured by terrorists but are witimately released
or kberoted:

E Thase who are wounded or die in a counter-terrorist rescue operation af the hond of rerrarsts of
ormed first respondes;

£,

Those who become mentally o physically handicapped or die fin suicide) in a causal sequel 1o
one or several terronst even in which they were involved ar of wiich they were direct witnesses.
Secondary Victims:

Thote close to persons in the four categories of primary and direct victims: family, dependants,
friends and colleagues:

¥ hgliwersmceknoretyohvicimalogy orwp Contenl/uploaduJ01 40 | 3/ Dralt. Convention paf
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Thase whose names appear on “death list”
Thase who have otherwise o well-founded reason fo fear that they might be a victim in the futune:

Thase first responders to acts of terrorism whoe become traumatized and experience “burm-out”

Those who experience income loss or property damage due fo acts of terrorismy;
Those whose normal lifestyle is changed by terrovist threals and counter-lerrofism measures.

= R

Primary Victims dalam pengertian di atas bermakna orang-orang yang mengalami pende-
ritaan, apakah penderitaan fisik maupun mental, emosional, kerugian ekonomi yang diakibatkan
odeh suatu aksi berorisme. Secondary wictims bermakna keluarga atau kerabat atau para perespon
dlari suatu aksi (erorisme,

Beberapa negara memiliki definisi vang berbeda-beda juga tentang victim. India misalnya,
mendefnisikan vichim sebagaiz %o person wiho has suffered any fossor infury which 5 coused due fo com-
mission or omission of an act forwhich the accused has been charged., It includes the victims guardian or
legal heir” United Kingdom (UK} mendehnisikan victim sebagai: “a person who has suffered physical,
mental, or emaotional harm or economic loss which was directly coused by criminal comduct and a clase
relative of the person whose death was coused by crimingl canduct”, Kanada mendefinisikan victirm
sebagal: "o person who in relation to the offence, suffers a physicel or mental injury or economic loss as
a resull of an act or omission that forms the basis of the offence, suffers significant emotional trauwma
and is an individual against whom the offence was perpetrated or a spouse, sibling, child or parent of
the fnciviciual™ »

Australia mendefnisikan victim sebagal: S person who has suffered [nfury or harm as a direct
result of a erimingl affence, whether of not the injury or harm was foreseeable by the accused @ famnily
member of a person who has died as a direct result of criminal offence commited against that person;
or the person is under 18 yedrs of age or i3 in incapatile of managing his or her own affars because of
mental impairment. Sementara Brazil mendefinisikan victim sebagai: "a person or abstract entity who
is injured by criminal conduct which is pursuant to the definition of the crirme”,

Dari definisi korban di berbagal negara tersebut, ada beberapa benang merah dan persa-
maan antara lain:

i B korban adalah disebabkan aleh suatu kejahatan;

2. mienderita secara fsik, paikis, emosional, dan ekonomi;

3. keluarga korban, apakah pasangan hidup, anak, orang tua dan kerabat adalah juga bagian
dari korban.

Batasan tentang korban dalam UL Momaor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan
Korban jo UU Nomor 31 Tahun 2014 juga masih terbatas pada korban kejahatan. Korban disebutkan
sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diaki-
batkan oleh suatu tindak pidana. Padahal, viktimisasi (victimization) alias aktifitas yang menim-
bulkan korban adalah tidak terjadi semata-mata karena kejahatan belaka, namun juga akibat ke-
celakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (human made disaster)
ataupun bencana alam (natural disaster) dan sebab-sebab lain di luar kejahatan,

Korban yang dipahami selama ini antara lain terdiri darni (Waluyo, 201 2:11-12):

1. korban perseorangan; adalsh setiap orang sebagal individu yang mendapatkan penderitaan,
baik jiwea, fisik,materiil maupun non materiil;
2 korban institusi: adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam

10 Sampeey Sahni, stal, Vetims Assishance iv indva Seggeiting Legidalve Sefovm, New Delbi, Ane Books, 3017, pg. 45,
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menjalankan fungsinya yang menimbulkan keragian berkepanjangan akibat dari kebijaian
pemenintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;

3 korban lngkungan hidup: adalah setiap lingkungan alam yang di dalammya berisikan kehi-
dupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakal seria semua jasad hdep
yang tumbiuh berkembang dan kelestanannya sangat tergantung pada ingkungan alam
tersebut yang telah mengalami kegundulan, kelongsoran, banjir dan kebakasan yang
ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia, baik indrido
mdupam masyarakat yang tidak bertanggunagjawals;

4. I-i.l:lfhﬂnma;}'arakal,banqs.a clan nisgara; Fdalah rna-',}-ﬂt,]kaq 1_,.-;|r|-|,]-c||p|_'t|.ai;ul-c;|n du.kl'u'rﬂwi[
tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, haz
ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

Selain definisi secara hukurm, pemaknaan sebagal korban juga dapat dilakukan $ecan so-
sial. Sesearang dianggap sebagai korban atau bukan korban adalah tergantung pada bagaimana
pemerniniah, masyarakat atau bahkan media menyikapinga. Alias, tergantung bagaimana oeang
menganstruksirya. Jaco Barkhuizen (2007) menyebutkan, victims are socially comstructed, It i not
sufficient that persans claim the status of victims without sufficient social acknowledgement {social
construction of reality) (Kinchhoff and Morosawa, 2009)

Selain peran pemerintah dan masyarakat, pihak yang juga signifikan dalam mengonsinic
siapa korban adalsh media massa (dalam segala bentuknya), Davies. Francis dan Greer [(2007)
I-'I'I-Hq'rbuiln:an;

The rode of news media w1 construching and (mis representing victins of crirme amd W TmEten.
While the media do not necessarily tell us what to think, they can tell us what fo think sbout
They are of fundarmental importance to those who would promote a particular view of cime
wictims and wictinmization, or seek fo chalfenge or change existing wiews, They are d ke i
where policy-makers seek fo secure popular aoceptance and legitimecy of new MEGEAT
affecting wictims of crime, and groups espousing competing values, interests and beiels
Hruggle to secure bwnership’ - and, with it, political power - of various victim-related Ssugs
and debades, The problem of crime: as many have pointed out, is @ socicily constructed probiem
What we mean by s is that, since maost people have little firsthand experience of enme ond
victimization, we are reliant on other sources of infarmation for much of our knowlkedge about
i Few of these are more important than the mediao, Media representations influence what the
issues of crime and victimization ‘mean’ to people. They help 1o socially construct these Hues
by preseniing particulor ‘views of realify; There is no necessary conniciion, however, btivern
whal ks presented in the media and what is happenimg Tn the real waorld, The issues of cime
and viclimization, then, are highly mediatized fssues. On this basis, it is our contention that a7
comprehensive sociplogical exploration of crirme wiclims and wictimization must engoege with
the media and media repreentation. For a faifure to engage with the media i analyses of ihis
ngiure is a failure to acknowledge one of the key sources through which the conepls of crime.
Wickim and victimezation are given meaning in contemporary society.

Uputan media yang begitu masif terhadap kasus Messica-Mirna (kasus es kopi Vietnam ying
diduga berisi sianida pada 6 Januad 2016) di Jakarta Pusat adalah salah satu contoh, bagaimana
kuatnya cengkeraman media dalam membentuk opini di masyarakat, Pakar maupun masyanakal
sedikit banyak terpengaruh dan menciptakan opini sendiri-sendini tentang peradilan Jessica yang
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berpatensi melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocencel.

B.3. Perluasan Definisi Korban

Gerd Kirchhoff menyebutkan ada tiga perkembangan pengertian tentang korban dalam kha-
sanah viktimelogi. Pertama, special victimalogy yang antara lain dikembangkan oleh Hans von Hentig,
dimana dia memandang korban adalah semata-mata korban tindak pidanaejahatan (victims of
crime), Kedua, general victimology, yang dikembangkan oleh Beniamin Mendelsohn (1890-1998). Dia
meyakini viktimologi adalah pendekatan ilmu sosial kepada sernua jends korban, tanpa memandang
apa sebab jatuhnya korban, dan bukan sermata-mata korban kejahatan (general victimology). Ketiga,
viktimologi vang memandang korban sebagai wictims of hurman rgiis wiolalion including crirme, yang
antara lain dikembangkan oleh Zvonimir Separovic, Elias Neuman dan Robert Elias®

B.4. Relasi antara Korban, Pelaku Kejahatan dan Tindak Pidana

Posisl dan status korban dalam hubungannya dengan kejahatan dan tindak pidana ber-
variash. Korban tidak selamanya betul-betul korban alias innocent, namwn korban juga memiliki
variash relasi tertentu yang sedikit banyak dapat berkontribusi atas terjadinya kejahatan terhadap
dirimya ataupun kelompoknga

Hans won Hentig (dalam Yulia, 2010:81 dan Waluyo, 201219 beranggapan, peranan korban
dalam menimbulkan kejahatan adalah:

@, tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

b kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keun-
tungan yang hebit besar;

C. akibat yvang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si
korban;

s kerugian akibat tindak kejahatan sebenarmya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari i
korban.

Kumaravely Chocklingam (2008) menyebutkan, studi tentang hubungan antara korban damn
pelaku keahatan adalah salah satu fokus dar viktimaologl di awal berkembangnya ilmu inl. Ada dua
aspek penting yang dikaji, yaitu the study of victim vulnerability and the study of victim culpability
[studi tentang tingkat kerentanan dan tingkat kealpaan korban)

Selanjubnya Hans von Hentig (dalam Chockalingam, 2010) menyebutkan sebagal Berikut:

Hars von Henlig's work identified both classes of wictims wio might be vulnerable or susceptible

fo wictimization as well @i those wictims who might be culpabie as they partially precipitated

their cwin wic timdzation,

Vulnerability refers to the susceptibility { the siate of being easily offected | of cerfain groups of

peophe ta wictimieation, through no faull of thewr own, but on the basis of certain demographic

or other characteristics. For example, Are glders mare suscepiible fo wiclimization than younger
people? Are persons who live in certain neighborhoods more susceptible fo vichimization
than those who lve in other neighborhoods?Are pérsans i some accupational groups mhong
susceptible than persons in other occupational groups? Are woumen maove suscepinble than men?
Are persors who choose cerfaln festyles more susceptible to wictimizalion?
Culpability refers to actions on the parl of the vichim that may either invite or precipitate

i Gm:l Ferdinand Kirchhalf, MJMMMWWJE&
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victimization. Sometimes victims may be portially responsibile for their own victimization,
Fow exaarmpie Are the motosists wha leave their keys in the ignition of an automobile partisly
respansie i the vehicle is stolen? i someone who /s ossaulted after making abusive COmVTents
at another perion pavtly responsible for the victimization? If the husband who has habituely
battered his wife only fo be kitked ane day by the wife alier an attempted assault by him partialy
responsibie for his own victimiation?

Beberapa kelompak yang oleh Hans von Hentig (dalam Chockalingam. 2009) disebutian
memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) adalah: The Young (kaum muda), The Female (perempuan)
TheOld (katangan lanjut usial, The Mentally Defective and Deranged (crang dengan keterbelakangin
atay gangguan mentall, immigrants (imigran), Minarities (minoritas), Dull Normal (orang malas/
kurang berpendidikan], The Depressed (orang yang mengalami depresi), The Acquisitive (orang se-
rakah, The Wanion [orang yang nakalimelawan peraturan), The Lonesome and The Heartbroken (pe-
myendiri dan orang yang patah hati), The Tormentor [penyiksa), The Blocked, Exempted, or Fighting
(orang yang terisolasi/tersisinkan),

Benjamin Mendelsohn (dalamulia, 2010:80 dan Waluys, 2012:19-20) menyebutkan, berda.
sarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi lima macam, yaitw

3. yang sama sekali tidak bersalah;
yang jadi korban karena kelalaiannya;
yang sama salahnya dengan pelaky;
yang lebih bersalah daripada pelaku: dan
yang korban adalah satu-satunya yang bersalah {dalam hal ini pelaku dipebaskan).

=8
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Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara Rumania yang kerap disebut sebagai “Bapak
Viktimologi® adalah juga menaruh perhatian terhadap retasi antara korban dan pelaku kejahatan,
Dia kerap menanyakan para korban dan pengamat untuk mengisl kussicner dalam penyelidikan
feshadap kasus-kasusnya. Setelah melakukan penyelidikan, Benjamin Mandelschn menyimpulian,
Sixsanya ada hubungan interpersonal yang amat kuat antara korban dan pelaku kejahatan. Akhe-
¥, pada tahun 1956, Mendelsohn menyusun enam tahapan klasifikasi dart korban terkait tingkat
sedersalahannya dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut (Chockalingam, 2009):

The first category of the typology of Mendelsohn was the “completely innocent victim~ This

Witrim hyoe soconding to him exhibited no provocative Behavlor prior to the offender’s attack,

The sezond fype, nomely “victims with miner guilt” or “wictims due fo ignorance” did

Sametning inadvertently that placed thern in a compromising position before the occurrente of

75 1A categony was “victim as guilty as the offender” and the “voluntary victim? Suicrde

czses ond parties injured while engaging in vice crimes and ather “victimiess offenses " fell under

hig category.

Menzelisohn’s fourth type “wictim more guilty than the offender” represents the situatian in

wihizh the victim instigares or provokes the criminal act. A person who is on rhe losing end of g

punch after making an abusive remark would i in here.

Simiarly. s victimwho started as an offender ond, ended up as victim is “the most guilty victhn™.

An exgmpie of this category would be the burglar thot by a house owner during an intrusion.

The lzst cotegory is the “simulating or Imaginary victim® Mendelsohn reserves this niche

for persons who pretend that they have been victimized, The person wha claims fo have been
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mugged, rather than admitting to gambling his ar her pay cheque away would be an exampie.

Studi tentang korban yvang lain, dilakukan oleh Marvin EWaollgang (Chockalingam, 200:9), Dia
melahirkan konsep wictim precipifation alias seseorang atau kelompok menjadi korban. kejahatan
karena dia atau mereka sendiri berkontribusi dalam tingkatan tertentu untuk terjadinya kejahatan
tersebut. Wolfgang melakukan penelitian terhadap korban-korban pembunuhan di Philadelphia
dan melahirkan definisi sebagai berikut:

“The term wictim-precipitation is appiied to those criminal homicides in which the victim is.a

direct, positneg precipitator in the crirme. The role of the wictinn is charactenized by his having been

the fircst i thee howmicide drama (o vse physical force directed ogainst his sebrequent slayer. The
victim-precipitalid cases one those in which the victim was the fiest o show and use o deadly
weapan, 1o siike o Blow in an altercation — i shorf, the first ta commence the interplay or resort

o physical violence.”

Wolfgang menemukan data, dalam kasus-kasus pembunuhan, victim-precipitation terjadi
pada 26% kasus pembunuhan. Maka, setelah studi Wolfgang tersebut, banyak studi lain yang di-
kembanmgkan terkait dengan wiction precipitabion vang berfokus pada kasus pembunuban, penye-
rangan, pemarkosaan dan perampokan.

B.5. Viktimisasi

Viktimisasi atau proses timbulnya korban dapat melahirkan penderitaan yang bervaniasi: "
Victmization aften couses rawma and depending upon the level of trauma that @ persen has already
experenced In their ifelime. crime can be devastating. In general, vichimization aften impacts people
an an emathondal, physical fnancial, psychodogical, and social level 7o Suatu tindak kejahatan dapat
melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban, apakah penderitaan secara fsik, emosi, finansial,
psikologls maupun secara sosial,

Viktimisasi memiliki beberapa aspek. Aspek pertama, interaksd yang teradi antara karban
dan pelaku pada saat terjadinya kejahatan. Seringkali disebut sebagal dampak kejahatan (effects
of the offense) dan juga memupakan primary vichimization, Aspek kedua, reaksl korban terhadap
kejahatan, termasuk adanya pergeseran dalam persepsi pribadi dan martabar korban, Aspek ke-
tiga, interaksi yang lain yang terjadi antara korban dan pihak lain selama proses hukum, Misalnya,
interaksi dengan para penegak hukum yang bisa jadi berdampak negatif dan melahirkan secondary
wichirnization."

Ada perbedaan antara secondary victimization dan seconsarny wictims. Secondary viclimization
adalah proses viktimisasi yang berulang vang bisa jadi dilakukan permanghu kepentingan dalam
sistemn peradilan pidana, Sementara secondary wichims adalah anggota keluarga ataupun kerabat
dari korbam yang turut menjadi korban tak langsung dari peristiwa pidana™

Viktimisasi adalah jauh bebih luas dari semata-mata tindak pidana karena terjadinya korban
adalah tidak semua Karena tindak pidana. Bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana
teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pelanggaran HAM (human rights violation)
vang tidak terumuskan sebagal tindak pidana, dan lain sebagairvwa. Dan, viktimologi concern dengan
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PEMBERITAAN DAN UPAYA
PERLINDUNGAN
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

Andreas Lucky Lukwira

A, PEHDAHULUAN
ebebasan pers dilindungl Undang-Undang Nomaor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-
undang (L) ini sendiri lahir dalam momentum reformasi dimana sebelumnya pers diatur
sedemikian rupa, termasuk soal keharusan mendaftarkan perusahaan pers ke institusi
muiliter sebagai bentuk kontrol penguasa pada masa tersebut terhadap perusahaan pers
dan produk-produknya.’

Euforia semangat kebebasan pers di indonesia seiring reformasi dikarenakan pada masa
Pemerintahan Soeharto (Orde Barul, hal tersebut merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Bisa
dilihat dengan penutupan tiga media, yaitu Majalah Tempo, Tabloid Detik dan Majalah Editor, yang
dilarang terkit oleh penguasa masa itu? Sebelumnya, ketiga media dimaksud mengkritisi peme-
rintah terkait kebijakan pembelian kapal perang eks Jerman Timur.

Dalam kriminologl, terdapat tiga obyek kajian, yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi
sosial terhadap kejahatan. Kajian kriminologi terkait korban masih belum banyak. Perhatian ter-
hadap korban baru berkembang pada akhir 1990-an." Demikian juga perkembangan pada sistem
peradilan pidana yang lebih memerhatikan hak-hak pelaku kejahatan. Padahal, tidak ada suatu ke-
jahatan yang tidak ada korbannya, termasuk dalam konteks kejahatan narkotika ataupun prostitusi,
dimana jika diamati secara cermat, pelaku adalah korban akibat kejahatannya sendin.®

Rorban tidak jaramg mengalami dua kali penderitaan, yaitu pada saat menjadi korban atas

1 El-h-d!M.MI&WNMMWMMMMFEMLMW[}EH}

2 htipssivesssmeedeia comiperatival 1 media-dibe edel- soebueio- ke nd-berita- kamuipiy - kapal-perang Boml
3 M, Kemal Darmawan, Tees! Kriminalogl, Universitas Terbuka, Buby Mater Pobok, Tangerang Selatan (2004
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suatu kejahatan dan saat memasuki sistem peradilan pidana.® Perlindungan terhadap saksi dan kae-
ban merupakan konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia. 5ama halnya dengan Undang-
Undang Pemberantasan Korupsl, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan
salah $a1u "anak kandung” dani reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.

Setelab reformasi, muncul harapan akan hadirnya keterbukaan dan peradilan yang kbik
baik, termasuk datam hal perindungan saksi. LU Perdindungan Saksi dan Korban lahir dan wsulan
masyarakat yang kemudian diskomodic datam Tap MPR Momaor 8 Tabun 2000 tentang Rekomendag
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsh, Kolusi, dan Nepotisme. Salah $8lunys
amanat pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK) dan Komisi Permnberantasan
Kanupsl (KPEL

Proses disahkanmya UL Perdindungan Saksi dan Korban tidak berlangsung malus, seperti
pada saat proses disahkannya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada tahun iu lng-
sung dibuatkan Ull-nya melalul UL Nomor 20 Tahun 2001, Sementara UL Perlindungan Saksi dan
Karban baru bisa disahkan pada Tahun 2006 melalui UU Momar 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. LPSK sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2006 baru bisa dibentuk beberapa
Eabyun kemudian, tepatnya pada tahun 2008,

Meski belum masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlindungan saisi
dan korban bekerja dalam ranah dukungan terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan
pedindungan saksi dan korban dimaksudkan untuk membantu pengungkapan tindak pidana me-
lalui kesaksian atau keterangan dari saksi dan korban,

Pada perkembanganmya, UU Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
darevisi melalul UU Nomaor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomar 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Pada UU 31 Tahun 2014 terdapat tambahan subyek hukum, yang
semula hanya saksi dan korban saja, kemudian bertambah dengan pemberian perlindungan bagi
pelapor (whistfebiower), dan saksi pelaku (justice collabolator), termasuk ahll.

Dakam pemberitaan di media massa, jurnalis terkadang memaosisikan saksi dan korban
dalam situash yang tidak menguntungkan, Adanya pedoman dasar karya jurnalistik seperti haus
mengandung unsur SW + 1H, yakni what atau peristiwa apa yang akan disampaikan, where atau
dimana peristiwa tersebut terjadi, when atau kapan peristiva tersebut terjadi, who atau siapa yang
teriibat dalam peristiwa tersebut, why atau bagaimana peristiwa itu terjadi, dan howatau bagaimana
peristiwa itu terjadl. terkadang justru merugikan posisi saksi dan karban.

Kerugian dimaksud baik yang akhirmya menyebabkan terjadinya reviktimisasi®, membaha-
yakan keamanan saksi dan karban, maupun materi pemberitaan media bisa menjadi dasar uf-
tuk mengajukan wntutan terhadap saksi dan korban, Heviktimisasi akibat pemberitaan media
banyak terjadi pada kasus pelecehan seksual, dimana meski ada pedoman pemberitaan terkait
kejahatan susila pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tetap saja terjadi pengungkapan identitas maupun
penyembunyian wajah yang tidak menyeluruh.

Unsur wha terkadang memaksa jurnalis untuk tetap menyampaikan siapa atau apa latar
belakang korban. Akibatnya korban mengalami viktimisasi untuk kedua kali, yakni mendapatkan
stigma sebagal korban kejahatan selsual dar rmasyarakat yang menyimak berita tersebut, Di masya-
rakat Indoneia sendini, masih berkembang anggapan korban pelecehan seksual sebagai aib yang
bisa menyebabkan nama baik keluarga, sekolah, bahkan suatu daerah menjadi “kotort
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Pemberitaan juga bisa membahayakan keamanan saksi dan korban. Tuntutan masuknya
unsur when dan who, menyebabkan posisi saksi dan korban bisa diketahui, baik oleh masyarakat
maupun pihak vang tidak menginginkan adanya kesaksian dari saksi dan korban karena berpotensi
merugikan posisinya dalarm proses peradilan pidana. Alhasil, informasi yang didapat dari media bisa
digunakan untuk melacak keberadaan saksi dan karban,

Tuntutan untuk mengetabiul infarmasi secara lengkap (how) juga dapat membuat posisi
saksi dan korban menjadi sulit. Keterangan yvang diberikan oleh saksi dan korban bisa menjadi dasar
gugatan balik maupun bisa menjadi dasar strategi bagi pihak pelaku dalam menghadapi proses
peradilan pidana.

Beberapa contoh pemberitaan vang menvebabkan terjadinga reviktemisasi pada korban
kejahatan seksual di antaranya pemberitaan terhadap karyawati swasta yang menjadi korban pelecehan
seksual di Jembatan Penyeberangan Orang [PO] DPRYMPR di Koran Warta Kota terbitan hari Minggu, 3
Februan 2014, Pada pemberitaan itu, Warta Kota menuliskan secara pelas nama korban, Penulisan nama
tentu saja memudahkan orang untuk mengetahul identitas korban sehingga orang dekat korban bisa
jadi memberikan stigmia buruk terhadap yang bersangkutan sebagai korban pelecehan seksual,

Pada tulisan versi berita onfine dari media yang sama, nama korban ditulis secara lengkap

{lihat gambar 1).

Gambar 1
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Dalam tulisan yang sama bahkan ada kalimat yang justru memojokkan korban, tepatnya
pada parageal 6 artikel tersebut, "Korena korban yang memiliki kulit putih kuning langsat dan berfubulh
sexy dengan menggunakan rok pendek mind langsung ditodang ofeh pelaku. Korban dimintal uang yang
berada di dalom ety

Adanya kondis fisik korban yang memiliki tubuh sedemikian rupa, tenfu bukan menjadi
alasan pembenaran seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Demikian juga soal pilihan paksian
yang dikenakan korban, Adanya tulisan seperti ind tentu dapat membangun opini dari masyankat
bahwa akibat kesalahannya sendirilah vang menyebabkan dia menjadi karban kejahatan.

Comntoh |ain terjadinya reviktimisasi pada korban kejahatan seksual yaitu pada kasus sodomi
terhadap anak di bawah urnur di lakarta Timur, dimana pelakunya seorang oknum anggota Bimob
pada bulan Februari 2013, Adanya pemberitaan yang menyebutkan alamat korban, menyebabkan
kotBian dan keluarga mendapat perilaku buruk dari masyarakat sekitar rumahnya.” Merasa di-
rugikan, masyarakat sekitar rumah korban justru mengusic korban dan keluarganya dari wilayah
tersebut karena mengangaap korban dan keluarganya telah mencemarkan nama baik wilayakh,

Selain kasus kejahatan susila, pemberitaan kasus penganiayaan berat juga menjadi sebuah
polemik tersendirl, Kasus terbaru terkait pemberitaan Ts, petani sekaligus aktivis antitambang yang
menjadi karban penganiayaan di daerah Lumajang, Jawa Timur. Besarnya perhatian masyarakal
atas kasus ini, menyebabkan para jurnalis berusaha untuk mendapatkan berita apapun terkait Ts

Sementara di sisi lain, ada kepentingan perfindungan yang dijalankan LPSK di untuk tidak
sembarangan mempublikasikan kondisi korban maupun meminta permyataan dari korban, Kordis
korban juga harus dirahasiakan terkait keamanan yang bisa menjadi informasi bagi lawan kesban
untuk mengambd langkah tertentu, Pembatasan terhadap pernyataan korban dimaksudkan agar
tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menuntut balik atau mengambil langkah
hubumi Laininya.

Namun, maksud fersebut sedikit sulit dipabami wartawan darl beberapa media massd.
Salah satunya TV One. Wartawan dari media televisi tersebut bermaksud mewawancaral korban se-
cara langsung dalam acara Meja Bundar yang tayang pada hari Rabu, 14 Oktaber 2015 pada puiul

19.00 WiB.* Namun, pada detik-detik akhir sebelum siaran langsung, petugas LPSK mengevakuasi
korban dart rumahnya.

Evakuasi dimaksudkan sebagal persiapan pemeriksaan terhadap korban oleh penyidic
kepolisian pada keesokan harinya. Selain itu, pihak TV One juga belum mengirimkan surat pemo-
honan wawancara kepada LPSK karena pada saat itu, korban sudah berstatus sebagai terhindundg
LPSK. Persetujuan LPSK diperiukan, selain karena karban sudah menjadi terlindung, hal itu jga
bertujuan agas matesi wawancara tidak sampai merugikan atau membahayakan posisi korban, balk
fisik maupun secara hukum,

Harmun, reporter TV One pada saat acara Meja Bundar berlangsung menyampaikan bahwa
korban dibawa pergs oleh LPSK secara arogan. Reporter menyampaikan mereka sudah mendapal
persetufuan dari korban untuk diwawancara, meskipun tidak menyampaikan terkait persetujuan
LPSK sebagai lembaga yang pada saat ini membesikan perlindungan bagi korban.

Pulemik pemberitaan di media juga terjadi dalarn konteks posisi narasumber sebagai sl
suatu tindale pidana. Pada kasus korupsi Hambalang dengan saksi Yulianis, saksi diwawancara jumsis
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— Pemnberitaan dan Upaya Perlindungan Terhadap Salsi dan Korban

saat kembali ke mobil tahanan seusal persidangan.'® Saat itu, Yulianis ditanyakan perihal dugaan ke-
terfibatan Edhie Baskono Yudhoyono, Permyataan Yulianis kemudian menjadi dasar laporan pencemaran
nama baik yang dilaporkan pihak Edhie terhadap Yulianis. Pacla kasus ini, terlihat betapa bahayanya
pemiberitaan terhadap saksi tanpa adanya koordinasi dengan LPSK atau pendamping lain mengenal
pertaryaan yang akan diajukan,

Posisi pelapor juga rentan jika diberitakan. Sebagai contoh pada kasus mencontek massal
pada Ujian Masional (LUN) di SDN Ngagel Surabaya, Mei 2014, Pada kasus tersebut, arang tua pelapor
yang menyampalkan peristiva mencontek massal justru dipojokkan. Oleh pihak sekolah, orang
fua dan siswa pelapor mencontek massal dikenai teguran karena dianggap mencoreng nama baik
sekolah. Tidak adamya respon positif dari sekolah, membuat orang tuea pelapor menyampaikan
peristiwa tersebut ke media. Namun, skibat pemberitaan yang tanpa penyembunyian identitas,
pefapor dan oramg tuanya justru mendapat tanggapan burek oleh masyarakat, sekolah hingga
pemerintah,'' Oleh para wali murid di sekolah tersebut, pelapor dianggap ingin pintar. sendiri. Tak
hanya itu, masyarakat sekitor rumah pelapor juga memojokkan yang bersangkutan karena diang-
gap mencemarkan nama baik desa sehingga pelapor dan keluarganya memutuskan pindah.

Kasus paling baru adalah kematian JM. Meski belum resmi menjadi saksi, JM, menurut
pengakuannya, memiliki data terkait korupsi KTP Blektronik.'? Dalam Majalah Tempo terbitan
tanggal 19 Juli 2017, dibeberkan hasil wawancara dengan dengan menyebutkan secara lengkap
nama JM. Narma JM ditulis lengkap pada Majalah Tempo edisi itu tanpa ada penvamaran yang
biza melindungi identitasnya. Judul artikel Majalah Tempao terbitan 19 Juli 2017 yang memouat wa-
wianancara dengan IM sendiri adalah "Mau Jerat Siapa Lagi? Saya Punya [Rekamannya)-lohannes
Marliem™ [gambar 2).

Gambar 2
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Eatus IM kemudian menjadi ramal ketika pada 12 Agustus 2017, JM tewas di Amenias
Eerikat. Meski masih dalam penyelidikan, kematian I8 diduga terkait erat dengan informasi yans
|:||I;e-r||-|'|.a|1."'a terkat korupsi KTP Elektromik.

Pada kasus dugaan pencabulan anak di TR Mexindo, Bogor, media bharatanews.id meémua
berita dengan judul “LPSE dan KPA| Temui Keluarga Rorban Pencabulan di TE Megeri Mexindo’, Pada
par.'gq.]{ pembika tulican tersebart, identitas korban maupun orandg twa korban d::.-u}ml::-un,- Kam
dengan penggunazn inisial:

"BHARATANEWS.ID | BOGOR = Setelah sebelumnya Lembaga Perlindungan 5aksi Dan
Korban (LPSK) Dan Eomisi Pedindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatandgi Th heger
Mexindo untuk meminta Informasi lerkalt kasus pencabulan yang menimpa OZA (5] soes
yarg permahn sekolah o TK tersebut, LPSK dan Komisioner KPA] Helno Listyari I:I-:flan,u:
menemui korban dan MF ibu korban di McD lodaya Bogor (23/08)"

Gambar 3

Sementara pada foto yang ada di berita tersebut, wajah korban dan orang tua korban o
semburyikan mekabui teknik pengaburan atau biur (Iihat gambar 3),

Fenomena sosial yang diangkat dalam tulisan ini seputar pemberitaan media masa dan
upaya perindungan terhadap saksi dan korban, Dalam WU Perlin dungan Saksi dan Koriban, saks
adalsh ofang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuniutandan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengaf s
diri, ia Bhat sendirl, dan/atau ia alami sendirl. " Sedangkan korban menupakan orang yang mengeas
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penderitaan fisik, mental, dan/atau kersguan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.™

Gagasan dari fenomena ini adalah bagaimana pemberitaan media massa bisa berpengaruh
terhadap upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, baik positif poditif untuk menguatkan
posis saksi dan korban, atau memastikan kejahatan yang menimpa atau terkait saksi dan korban
beosa mendapatkan perhatian dari masyarakal. Pemberitaan juga bisa memberikan. pengaruh
negatil yaitu menyebabkan reviktimisas, membahayakan keamanan saksi dan korban, atau mater
pemberitaan media bisa menjadi dasar pihak lain khusosmya pelako untuk mengajukan tuntutan
terhadap saksi dan korban,

B. PEMBAHASAN
B.1. Pemberitaan

Jurnalis berasal dari kata divrng (Romayall, yang diserap menpadi Joenal (Inggrish dan du foes
{Perancis) yang berarti laporan atau catatam ™ Sedangkan jurnalistik bermakna seni atau keteram-
pilan mencan, mengumpulkan, mengolah, memnyusun dan menyapkan berita tentang peristngg
yvang terjadi sehan-han secara indah dalam rangka memenuhl kebutuhan bati nurani khalayak
ramai.'" Ramli mendefnisikan jurnalisiik sebagal proses atau teknik mencar, mengalah, menulis,
dan mernvebarluaskan berita maelabul media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-
cepatnya.'

D Indonesia, kemerdekaan jurnalistik dilindungi oleh UW Momar 40 Tahun 1999 tentang
Pers. Meski begitu, dalam melaksanakan kebebasanmya jurnalis wajb menghormati hak setiap
orang. Karena itu jurnalis dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat,” Lntuk
menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,
maka diswsunlah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada tahun 1999,

B.2. Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Pelapor

Sesua UL Momor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan stas LU Momor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, subyek yang dilindungi LPSE adalah Saksi, Karban, Saksi Pelaku dan
Pelapaor, Ini merupakan kemajuan dalam upaya perlindungan saksi dan karban dimana sebelurminya
pada UL Memar 13 Tahun 2006, subyek tedindung LPSE hanya saks: dan korban,

Saksi secara yuridis adalah, “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
tindak pidana yang ia dengar sendiri, 1a lihat sendin dan/atau ta alami sendin® (Pasal 1 avat (1) UL
31 Tabun 2014)

Saksi Pelaku adalah, "tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan pene-
gak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama” (Pazal 1 ayat (2) UL
Momar 31 Tahun 2014),

Korban adalab, “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian eko-
nomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana® (Pasal 1 ayat (3) UL Na 31 Tahun 2004)

Pelapor adalah, "orang vang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada pe-
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PERBUDAKAN MODERN
DI BENJINA

Cici Amirah, Gunawan Artha Nugraho, Susilaninglias

_ertengahan bulan Aprl 2015, dunia digemparkan dengan adanya berita perbudakan di
| h Benjina, Maluku, dengan korban berpumlah lebib dari 200 arandg, Berila:Denta mdnyebut-
> kan para korban diperdakukan tidak manusiawi, seperti tidak dibayarkan gajinga selama
: berbulan-bulan-bahkan kebih dar setahun—disetrum, dianiaya, tidak ada kontrak kerja,

pemalsuan identitas, dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami para korban. Yang
mencengangkan lagl, para korban adalab warga negara asing dengan pelaku diduga terdiri atas
warga asing dan warga Indonesia. Fakta tersebut ditemukan Tim Satgas Anti ifegal Fishing (5atgas
115] dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Rl

Tak lama berselang, Kejaksaan RI menghubungi LPSK dan menyampaikan secara informal
bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan perlindungan bagi saksi karban kasus o Benjing
yang berjumiah 30 orang. Selain perlindungan, LP3K juga diharapkan dapat memfasilitasi peng-
hitungan dan pengajuan restitusi bagi mereka. Pihak Kejaksaan telah mengidentifikasi kasus itu
sebagai tindak pidana perdagangan orang serla pendgariayaan.

Pihak Kejaksaaan juga menyampaikan jumlah korban sebenarnya sekitar 500-an ofandg,
yang terdiri dari sebagian besar warga Myanmar, sebagian warga Kambaoja dan sebagian kecil warga
Laos. Pelaku kejahatan diketahui sebagai warga Thailand dan WHI. Dan pihak Kejaksaan ditegaskan
bahwa kasus ini akan diungkap melalui mekanisme peradilan pidana.

Pada pertengahan Juli 2015, LPSK menerima surat permohonan perlindungan dari Polres
Aru tertanggal 14 Juli 2015 terkait perlindungan bagi 22 orang warga Myanmar menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang (TEPO) di Benjina, Maluku. Kemudian pada 4 Agustus 2015,
Polres Kepulauan Aru kembali mengirimkan surat kepada LPSK dan diikuti Kejaksaan Negeri Dobo
Malukw, terkait perhal yang sama,

Segera setelah mendapatkan surat permaohonan perindungan, LPSK mulai mempersiapkan
segalanya, termasuk memastikan kesiapan rumah aman. Namun, saat itu LPSK menghadapi tan-
tangan karena posisi para saksi korban tidak lagi berada di Indonesia, tetapi sudah dipulangkan
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ke Myanmas, Bukan perkara mudah bagl LPSE untuk mendatangkan miereka kembali ke indonesla
guna bersaksi di pengadilan. Sebab, LPSK masih belum mengetahui counter part di Myanmar yang
dapat membanis. Menindaklanjuti hal itu, LPSE memutuskan berkonsultasi dan berkoosdings
dengan Kedutaan Besar Myanmar di indonesia.

Tepat 10 Chiober 2015, LPSE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kedutaan Besar
Myanmur di Indonesia, LPSE menyampaikan tugas dan kewsenangan seria kebuluhan LPSK dalam
memberiican pedindungan dan bantuan kepada warga Myanmar sebagaimana yang diménta per-
lindungannya oleh Polres Kepulavan Aru dan Kejaksaan Negeri Dobo. Kebutuhan-kebutuhan i
terkait penerjemah dan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar untuk berkoordinasi terkait 1ek-
nis periindungan bagi warganya yang akan bersaksi di pengadilan di indonesia

Akantatapl. Kedutaan Besar Myanmar mengamibil sikap berbeda, Mereka justru mendomng
penyelessian diluar pengadilan serta adanya ganti rugl terhadap 500 orang Myanmar yang menjads
kotban dalam kasus ini. Fihak kedutaan juga mengutarakan pihaknya kesulitan menyedidkan
penetjemah bagi para saksi korban pada saat bersaksi di Indonesia

Atenst dari pihak kedulaan mengenai proses penyelesaian di luar pengadilan dan ganti
kerugian bagi seluruh korban, dapat dimaklumi oleh LPSK. Mamiun, di sisi lain, LPSK juga memilic
kevragiban untuk memastikan para saksi korban bersaksi di pengadilan sebagaimana permahonan
dari aparat penegak hukum yang menangani kasus ini sehingga muncul tantangan barus bagi LPSE

Menghadapi hal tersebut, LPSK segera melakukan kontak dan koordinasi dengan lembaga-
lembaga internasional yang saat itu terlibat dalam penanganan kasus ini. Melalui kerja sama
dengan lembaga tersebut, LPSK akhirnya dapat melakukan kontak secara langsung dengan Unit
Anti Trafficking in Persons &i Myanmar,

Bukan hal mudah berkoordinasi secara langsung dengan Pemerintah Myanmar melalul
Unit Anti Trafficking in Persons. Pada dasarnya mereka memahami kebutuhan LPSE untuk bertemu
korban di Myanmar dan mendatangkan mereka di pengadilan di Indonesia, Tetaps, mereka juga
memints LP5K melaksanakan ketentuan Bukum intéernasiomnal llji_"l'llihjll. Cara H1E'|1L'rﬂ|'-'l‘-3|'| MLA
{meitucl fegal assistance] dalam kepentingan tersebut,

Parmintaan ity menjadi tantangan tersendini bagi LPSK dikarenakan untuk menerapkan MLA.
butuh wakiu yang tidak singkat. D sisi lain, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk segerd

menghadirian mereka di persidangan. Sedangkan jika menerapkan MLA, pasti ticlak akan cukup
walkiu, mﬂ}aﬂ bantuan AARTIP {the Austraba Asia P.rctgm.'" o Carnbgil J'r:l.f.lrrt'hﬂg in Persoms), LFS8
terus melakulean lobi agar proses ini dilakukan secara informal dan tidak perlu mencrapkan MA.
Lobl pun membuahkan hasil dan pihak Myanmar berharap LPSK segera menemui para korban di
Myanmar pada akchir September 2015,

Pemerintah Myanmar mengadakan pertemuan khusus setiba LPSK di Myanmar, Pertemaan
dilakukan di H'a}' P]‘iTﬁ'l'l {ibukota M'y:mmal] uniuk membahas keperisan dan kepeniangan keclud
belah pihak. Dalam pertemuan itu LPSK menjelaskan mengenai kewenangan lembaga dan teknis
perlindungan yang akan dilaksanakan bagi warga Myanmar. LPSK juga menjabarkan mekantme
restitusi yang merupakan hak para korban kejahatan perdagangan orang.

Fihak Myanmas sendiri memiliki beberapa kepentingan dalam pertermuan tersebut karena
ingin memastikan keamanan dan keselamatan warga negaranya selama bersidang di Ingonesia.
Selamn iy, Pemerintah Myanmar juga menyatakan, selain 22 orang tersebut, masih ada 500 wargs
Myanmar lain yang menjadi korban dalam kasus Benjina, yang hak-haknya juga harus dipenshl.

Pihak Myanmas ingin agar 500 korban lainnya juga mendapatkan atensi LESK dan Pemerintan
Indonesia, khususnya pihak kepolisian.

®—————
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Partemuan diakhini dengan penandatanganan “minules meeting” antara LPSK dengan pihak
Myanmar. Mingtes ieeling berisl beberapa hal teknis yang disepakati Pemerintah Myanmar dlan
LPSK terkait pedindungan terhadap saksi korban wirga Myanmar dalam kasus Benjina. Beberapa
hal i antaranya mengenal kewajiban LPSE dan kewajiban Pemerintah Myanmarn pembiayaan
perhndungan saks korban, serta jalur komunikasi dan informasi antara kedua belah pihak dalam
rarkgka perlindungan saksi korban warga Myanmar,

Pada awalnya, penandatanganan “murates meelingg” merupakan hal sederbana: Mamun, di
kamudian har justro mengadi panduean penting bagi kedua belah pihak untuk menaati hal-hal yang
telah menjadi kesepakatan bersama pada saat pertemuan di Mya Pyl Tawe, Secara tidak langsung,
frrirtles meeting juga dimaknai sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam rangka per-
lindungan terhadap saksi korban warga Myanmar pada kasus Benjina, Dengan adanya rmineites
rvreding, mempermudah leknis komunikasi dan informasi untuk kepentingan pedindungan bagi
sakdn Korbam.

Setelah pertemuan tersebut, akhirmya LPSK dapat bestemu dan mewawancaral para karban,
sekaligus melakukan penghitundgan restitusi bagi mereka, Pertemuan itu diselenggarakan di Kota
Yarngon dan diselenggarakan selama dua harn berturut-turt dengan bantuan peneremah bahasa
Myanmar-inggris-Indonesia, Saat itw, LPSK hanya dapat menemui 13 arang saksa kerban dan 1 orang
keluarga korban meninggal dunia, Selebihiya, posia para karban sucdab tidak dapat ditemukan
keberadaannya oleh Pemerintah Myanmar,

Perbudakan di Benjina
Dari hasil wawancara ditemukan beberapas fakea yang hampir minip, dimana mereka direknut

dan dijanfikan bekerna di Thaland, Mereka dl.l:u_-:..jnqkatk.an dengan kapal-kapal berbendera Thai-
land dan peraran Thailand, yang sebagian besar diberangkatkan dari Pelabuhan Mekong. Mereka
dhberangkatkan broker-broker yang berbeda, Sayang, sebagian besar dari mereka tidak diberitahu-
kan akan bekerja di perairan indonesia untuk menangkap ikan. Bahkan salah satu korban kaget
ketika sampai di Indonesia dan menyatakan ingin kembali ke Myanmar karena terlalu fauh. Tetapi
kapten Kapal justre membeniak serayva mengancam korban agar tidak kabur atau akan dilaporkan
kix polisi, Para korban hamya diberitahukan akan menangkap ikan di perairan Thalland dengan gaji
GO00-09000 baht/bulan dan bonus sejemlah 500000 150.000 bath/tahun.

Alib-alih mendapat keuntungan yang diharapkan dengan bekerja di kapal-kapal penangkap
tkan berbendera Thalland, kemalangan yang justru didapatkan para Korban, Menwrut penuturan
korban yang berhasil ditemui LPSK, sejak awal mereka seperti kehilangan jau din karena semu
kentitas dipalsukan oleh broker-broker dari Thailand, antara lain nama mereks diganti dengan
nama-nama Thailand, Begitu pula kewarganegaraan mereka, dicanti dengan warga negara Thailand,
termasuk tempat dan tanggal lahir, Misalnya, nama Soe Thien Mien (bukan nama sebenarnyal, di-
cpanti clengan Sumit, wardga Thailand, dan lahirdi Thailan,

Satu per satie dan memeka diperintabkan oleh kKapten Kapal untuk menghapal rama-nama
Thailand dan termpat tanggal lahirmya. Para korban juga mengatakan mereka diperihatkan paspos
dan buku pelaut masing-masing sesaat sebelom memasuki wilayah perairan Indonesia uniuk
menghapalkan idenitas bamn tersebut.

Pendentaan berikutnya muncul setelah para korban memulal pekerjaan. Mereka sehari-
hart bekarnh sebagal pernasand janng, mermilabh ikan berdasarkan jems, o memasukkan ikan-ikan
ke dlalam freerer, Ada pula yang bekerja untuk memperbaiki jaring yang rusak, mengangkul, serta
memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal vang lebih besar atau saat di pelabuhan., Pe-
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W itu dilakukan 1anpa mengenal lelah karena mereka bekerja selama 20 jam sepe
hﬂlﬂ harya memilski waktu untuk beristirahat selama 4 jam seharni.

e i sisi bain, mereka tidak diberikan temipat istirahat vang layak karena tempat tdur meees
hanyalah setuah kamar kedil dengan jam tidur yang sangat kurang. Kondisi ini diperparah terps-
wmwdibﬁkin oleh kapten kapal kepada korban, bahkan ada yang hanya dies
.

Kondisl jam kerja yang tidak manusiaw serta makanan dan tempat istirahat yang tidas

memadal senngkall membiuat mereka sakit, Pada saat sakit, mereka masih mengalami pielaleas
“sadis, yang intinya para korban dilarang sakit. Mereka yang sakit dan masih tergolek di tempat fider
pasti gengan serta-merta akan disiram air oleh kaptennya agar segera bangun dan tidak bematasr
malazan, balikan tidak grang juga dipukul,

salahsecsang korban menceritakan, saat sakit, dinnya dipukul dan dicekik sehinggs &
Kabue Namun, tidak lima ditangkap dan disekap dalam ruang penyekapan yang dikundi oleh phat
perusahaan, Ketika berada di ruang penyekapan. dia melihat teman-temannya yang sedang st
gisunts éy meninggal dunia. Ada pula di antara mereka yang diberi pil yang justry mempesparss
sauitnya hingga akhimya meninggal dunia,

Melihat kondisi teman-temannya yang berakhir maut, korban menclak untuk diben pf
ataupun desuntic. 03 lain waktu, dia juga melihat banyakya kuburan orang-orang Myanmar diates
daratan Benging yang mengalami penderitaan akibal dianiaya dan diperlakukan tidak mangaess
oleh orang-orang perusahaan dan kapten kapal,

Seatang korban lainnya, sebut saja Mg Kyaw (bukan nama sebenarnya) menyampaikan, s
1 kali diwinya kelelahan karena mengangkut ikan sehingga tertidur bersama dua orang rekanay3-
Saat terbannun. tiba-tiba mendapati dirinya dalam kondisi lemas kesakitan karena termyata telzh
gitembak dengan feaser oleh orang perusahaan bernama Mukhlis. Korban dibentak-bentak das
diptskaut agar langsung bekerja lagi. Selain itu, korban juga beberapa kali ketahuan badannya bas=s
oleh af karena terdalu lama i freezer, Ol k.]pl;eﬂ k-ﬂi‘.l-H-L korhan |.'_|n|;_|5|,||"||£| lﬂllla['l"lbﬂk. dan liP"Jh-"
padahal s2at iy dia tidak dengan sengaja membuat badannya basah melainkan karena memang
cirimya teriaiu [ama berada di dalam freezer dan saat itu juga kedinginan,

ienurut cerma Mg Kyaw [bukan nama sebenarnya), bekerja di kapal mawpun di pelabuhss
idaratanl meneka tidak boleh salah dan melanggar aturan yang ditetapkan, Jika calal, akan g
kum sekap dalam ruang penyekapan. D ruangan itu juga dipastikan mereks akan disnisya dar
digtksa mﬂn.. mwampaikan iem-glnan urnluk puls i) ki M:,r.jnlr'n.:r Juicpa dllah'.ll'lﬂj Riereka past
akan dibentak, diancam ddaporkan ke polisi hingga dipukul. Sementara para perekmut di Thataas
mnjanikan bahwa mereka boleh pulang setelah empat bulan bekerja di perairan Indonetid

Masih banyak lagi penderitaan para korban di Benjina. Gaji mereka tidak dibayar jeso
kEsEpakatan awal Rata-rata mereka digaji pada tiga bulan awal dengan jumlah yang |edbib ERoES
dibandingan yang dijanjikan. Beberapa dari mereka ada yang hanya mendapatkan Rp3.600.002
unfuk tiga Bulan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima gaji selama 22 bulan bekerja. Derms-
Kizn pula dengan bonus, Sebagian besar mereka tidak pernah mendapatkan banus, hamya siuates
dizk orang saja yang mendapatkan dan itu pun jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang dignjikaa

Bendeditaan panjang mereka berakhir manakala tim dari Satgas 115 dan Kemenlerias
#eluatan dan Perikanan melakukan investigast atas laporan-laporan yang masuk, Ketika fabta-fasna
i terungiap, dunia gempar dan operasional kapal-kapal dimaksud langsung dibentikan Saar
penghentian operast, akhimya diketahul jumiah korban sekitar 500-an orang dan perusahaln pe
il kapal-Kapal tersebut adalah PT Silversea dan PT Pusaka Benjina Resources (PBRL
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Kasus ini kemudian dilaporkan secara resmi oleh staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan
kepada Polres Kepulauan Aru, dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan ditetapkan & crang ter-
sangka atas kasus ini, yaitu Youngyut Nitiwongchaeran Als, Yut Als, Tai Yut, Mukhlis Ohoitenan Als.
Mukhlis, Mr. Boonsom Jaika Als, Yud Als. Tal yud, Mr. Surachal Maneephong Als, Tal Kee Als. Kee,
Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At, Mr. Somchit Korraneesuk Als. Tai Wau Als. Wau, Yopi
Hanorsian Als. Yopl, dan Herman Wir Marting Als. Herman. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (2]
atau Pasal {3) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain
itu, tersangka atas nama Yopi juga dikenakan pasal 351 ayat (1) dan ayat {2} KUHP terkait dengan
penganiayaan terhadap para korban.

Dari Myanmar ke Indonesia

Melakukan penjemputan, pengawalan dan pengamanan saksi dari negara lain untuk masuk
ke Indonesia guna bersaksi di pengadilan Indonesia, merupakan pengalaman pertama bagl LPSK.
Pempemputan dilakukan langsung ke Yangon, Myanmar, pada Minggu, 11 November 2015, Saat itu
LPaK ticak dapat serta-merta membawa korban ke Indonesia, melainkan harus menjelaskan terlebih
dulu kepada Pemerintah Myanmar dan para korban, terkait rencana dan teknis perlindungan bagi
mereka selama di perjalanan menuju Indonesia dan selama berada di wilayah Indonesia.

LPSK juga menjelaskan mengenai hal-hal yang dilsrang dan diperbolehkan selama masa
perlindungan oleh LPSK. LPSK juga meminta kembali kesediaan para korban untuk bersaksi di
pengadilan Indonesia. Dari 13 orang saksi korban yang ditemui LPSK sebelumnya, semua bersedia
pergi ke Indonesia untuk bersaksi dan satu orang keluarga korban mengajukan restitusi dilengkapi
doekumen-dokumen resmi sebagai barang bukti dan pemenuhan persyaratan administrasi formil
Setelah penjelasan itv, dua sefanjutnya mereka siap diterbangkan ke Indonesia,

Melindungi saksi dan korban warga asing bukanlah hal baru bagi LPSK. Mamun, selama
ini warga asing yang dilindungi LPSK adalah mereka yang bisa berbahasa Inggris. Tidak demikian
halnya dengan warga Myanmar, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. Karena
itu LPSK merasa penting menyediakan penerjemnah baik untuk kepentingan korban, komunikasi
bagi LPSK, maupun kepentingan pengadilan,

LPSE Lalu meminta bantuan KBRI di Myanmar, Untungnya salah secrang stal lokal KERI di
Myanmar dapat berbahasa Indonesia, sehingga dengan izin Duta Besar R untuk Myanmar, staf lokal
itu turut-serta dengan rombongan para korban menuju Indonesia. Pihak KBRI juga memberikan
bantuan lain bagi LPSK dengan menghadirkan penefgemah bahasa Myanmar-indonesia-Myanmar
untuk membantu penerpemah sebelumnya, khususnya ketika sidang di pengadilan,

Spsampal di Jakarta, para korban langsung ditempatkan di rumah aman LPSK dan diberi
waktu beristirabat selama sehari untuk kemudian diterbangkan lagi ke Tual, Maluku, karena per-
sidangan akan digelar di wilayah tersebut.

Persiapan Persidangan

Pada kesempatan pertama kunjungan ke Tual Provinsi Maluku Tenggara, LPSK menemui
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dobo untuk berkoordinasi terkait teknis persidangan dalam rangka
pemeriksaan yang akan dihadirl 13 saksi korban warga Myanmar. LPSK menginformasikan saksi
korban rencananya akan berada di Tual pada tanggal 2-12 Desember 2015, Berdasarkan informasi
itu Kajari Dobo menjadwalkan para saksi korban akan diambil keterangannya pada tanggal 4, 7,
8, 9, dan 10 Desember 2015, Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap setiap saksi
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bisa tuntas Dalam rangka persiapan persidangan, Kajari Dobo meminta LPSK menylapkan ruangan
pertemuan antara saksi karban dan jaksa penuntut umum. Selain itu kejaksaan meminta dukengan
pengamanan dan pengawalan bagi para saksi korban selama berada di Tual, mengingat tingkat
kermwanan yang cukup tinggi.

Setelsh koordinasi dengan Kejaksaan Megeri Doba, LPSK bertemu KEetua Pengadilan Negeri
Tual untuk menyampaikan perihal perlindungan bagi saksi korban TPPO di Benjina. Ketua Peng-
adilan Negeri Tual menerima surat pemberitahuan perlindungan terhadap 14 orang saksikorban
warga Myanmar yang renjadi saksi dalam perkara TPPO di Benjina. LPSK menyarmpaikan penbal
akan dilaksanakannya perlindungan bagi 14 saksi korban, berupa pemenuhan hak prosedural, fa-
silitasi restitusi dan dalam pelaksanaan perlindungan, akan dilskukan pendampingan berupa peng-
amanan dan pengawalan yang akan dilakukan tim gabungan THI dan Palri

LPEE juga menyiapkan penerjemah dari bahasa Myanmar ke Indonesia, dan’ sebaliknya.
Pengadilan Negeri Tual menyambut baik hal itu dan mengapresiasi kerja LPSK karena mermbantu
peryelesaian perkara TPPO di Benjina. Selanjulnya, atas izin Ketua Pengadilan Megeri Tual, tim LPSK
medakulan pemetaan bokasi dan ruangan di Pengadilan Negeri Tusl guna kepentingan pengamanan
dan pengawalan saksi. Tim juga memingam satu reangan yang akan digunakan sebagai ruang tunggu
saksi derni keamanan dan kenyamanan mereka. Oleh pihak Pengadilan Negeri Tual, tim dipinjamkan
rusng aula di samping gedung Pengadilan Megeri Tual sebagai ruang tunggu bagi para saksi.

Datam rangka pengamanan dan pengawalan saksi karban, ditambah informasi yang diim-
pun tim investigasi, diputuskan, selain satgas Parmwal LPSE, juga dilibatkan 10 orang personel,
masing-masing daci Pofres Tual dan Koramil 1503 Maluku Tenggara, Menindaklanjuti hal itu, LPSK
berkoordinasi dengan Kepala Polres Tual dan Komandan Koramil 1503 yang diwakili Kepala Seksh
Intel, untuk mempersiapkan anggota yang ditugaskan. Tim LPSK meminta semua anggota dileng-
kapi senjata lengkap serta menempatkan personel intel untuk memantau Pengadilan Negeri Tual
sebelum dan pada saat persidangan,

Selanjutrya, LPSK menyiapkan akomodasi bagi para saksi dan personel yang ditegaskan
sefama di Tual Tim juga melakukan pengecekan kesiapan rumah aman bagi para saksi, Dadam hal
pemmyiapan kendaraan operasional bagi terlindung, tim awalnya sempat mengalami kesulitan ka-
1ena jenis kendaraan yang ada kurang memadai untuk pengamanan dan pengawalan sehingga

LPSK melakukan beberapa pendekatan dengan penyedia jasa kendaraan untuk mendapatkan jenis
kendaraan yang diperiukan.

Proses Persidangan

Pada 29 Desember 2015, tim LPSK mulai melakukan kegiatan pemenuban hak prosedural
'ﬁ'mmillﬂ-dwwngm Pada kegiatan itu diterjunkan dua orang personel untuk mempersiapkan
akomodasi, pengawalan dan pengamanan bagi saksi korban, antara lain keordinasi dengan tim
gabungan TNI dan Polr dalam rangka pengawalan dan pengamanan serta informasi agenda kegiat-
an rombongan selama berada di Tual, yang meliputi:
pengamanan pada saat terlindung tiba di Bandara Langgur;
pengamanan perjalanan saksi dari bandara ke rurmak aman:
pengamanan rumah aman termpat saksi tinggal:
pengamanan perjalanan menuju Pengadilan Negeri Tual; dan

pengamanan gedung Pengadilan Megeri Tual pada saat saksi memberikan keterangannyl
di persidangan.
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Berdasarkan kepentingan tersebul, masing-masing personel THI dan Polri berbagi tugas.
Tim THI dan Polri yang dilengkapi senjata melakukan pengecekan rumah aman yang akan diguna-
kan. Keesckan harinya dilakukan koordinasi dengan pengelofa Bandara Langgur untuk meng-
informasikan adanya kegiatan pengamanan sehingga tim dan petugas pengamanan diperbolehkan
menjemput saksi karban dan tim pendampingan dari LP5K tiba.

Pada tanggal 2 Desember 2017, saksi korban dan rombeongan tiba di Tual. Dengan penga-
walan dan pengamanan THI dan Polri, mereka dibawa ke rumah aman dengan rute peralanan yvang
telah ditetapkan sebelumnya. Setibanya di rumah aman, saksi korban dapat beristirahat sebelum
menghadin persidangan.

Keesokan harinya, tim Bejaksaan Neger Dobo dipimpin langsung Eajan Dobo memberikan
pengaratan kepada 13 orang saksi yang akan diambil keterangannya di persicdangan. Mereka di-
bantu penerjemah yang dipersiapkan, yang sebelummya telah diberikan infarmasi terkait proses
persidangan yang akan dihadapi para saksi,

Jakza Penuntut Umum (IPU) memastikan saksi yang hadir di Tual adalah saksi yang sama
dingan yang diambal keterangannya pada saat di BAP di kepolisian, Setelah dipastikan saksi adalah
Ok wang sesual, JPU mulai menggali keterangan mereka terkait peristivea yang dialarmi dengan
tujuan agar semua saksi dapat mengingat kembali detail peristivea vang dialaminya.

JPU juga menunjukan foto terdakwa vang merupakan kapten kapal dan karyawan per-
wsahaan kepada 13 aramg saksi sambil menanyakan apakah mefeka mengenall terdakwa. Dari se-
rrua foto yang ditunjukkan, semua saksi mengetahul siapa kapten dan karyawan perusahaan yang
melakiukan perbeatan melanggar hukum terhadap mereka serta menceritakan apa saja telah yang
dilakukan kapten kapal dan karyawan perusahaan tersebut.

JPU Jusga mesmastikan bentuk penyiksaan yang terjadi terhadap mereka dan apa saja ke-
ruguan yang dialami Kepada LPSE, tim JPU menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan
majelis hakim guna menyampaikan jika saksi korban telah berada di Tual dan memastikan jadvwal
persidangannya, Keesokan harinya, IPU menginfarmasikan bahwa pada tanggal:

a. 4 Desember 2015
Dilakukan pemanggilan saksi dengan terdakwa Hatsapon. Saksi menceritakan apa
yarng telah dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.
b. 7 Desember 2015
Dilakukan permanggilan saksi dengan inisial TM, SM, WH, dan SMT, dengan terdakwa
Hermanwir, Bonsom dan Yopi. Pada persidangan itu saksi menceritakan apa yvang telah
dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.
c. 8Desember 2015
Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial 5MT, TZW, ATT, dan AMS dengan
terdakwa Hermanwir dan Surachal Dalam persidangan itu saksi menceritakan apa yang
telah dialami dan juga memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.
d. 9 Desember 2015
Dilakukan pemanggilan saksl dengan Indsial WiH, YT, TH, TWHN, dan KKN dengan
terdakwa Hatsapon, Hermanwir, Mukhlis, dan Yopi. Para saksi juga mencentakan aps yang
telah dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2015, sidang perdana dimulai. Tim gabungan peng-
amanan THI dan Polri menempati posisi masing-masing sesuai hasil rapat koordinasi tim peng-
amanan dan pengawalan. Saksi yang akan bersidang saat itu dibawa dengan pengawalan ketat
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Lema

1. Penderitaan fisik
Para kotban mengalami penderitaan fisik Karena mengalami penyiksaan (diborgol, dpuices
ditendang, ditampar) dengan cara tidak manusiawi dan dimasukkan ke dalam sel isolasi

4. Pepdentaan paikis
Para korban mengalami tekanan batin karena tidak dapat melawan maupun protes atas
perlakuan perlakuan kasar yang diterimanya sehingga membuat para korban mengales
stres/trauma.

Dari penderitaan-penderitaan itu, 14 korban yang salah satu di antaranya telah meninggs
dunia—yang mengajukan ganti kerugian adalah ahli warisnya—ganti kerugian yang diajukan be-
rupa ganti keruglan materdil dan immateriil, Gantl keruglan materiil meliputi:

1. Upahyang dijanjikan setiap bulan
8. 9000 bath x Rp<400 = Rp3.600.000
b. 12000 bath x Rp400 = Apd 500,000
2, Perhitungan lembur
a.  Jam lembur
Jam lembur 1 {satu] hari x jurnlah hari kerja datam sebulan = lama bekerja.
b Upah lembur
Gaji per bulandjumlah hari kerja dalam sebulan/jam kerja dalam satu hari,
9,000 bath/25 hari kerja dalam satu bulan/8 jam kerja dalam satu hari = 45 bath per jam
45 bath x Rp400 = Rp1B.000
3. Bonus tahun yang dijanjikan
3 Rp20.000.000 setiap tahun
b.  Rpa0.000.000 setiap tahun

Untuk bertahan hidup di atas kapal yang berada di tengah laut, para korban terpaksa men-
jual barang-barang milik peibadi untuk bertahan hidup karena upah yang dijanjikan, kadang Ladzk
diberikan cleh tekong kapal sehingga mereka kesulitan membel kebutuhan sehari-har selama bé-
ada di atas kapal

Dalam peshitungan ganti kerugian immateriil, tim LPSK berpendapat para korban seha:
Fushya jlaga mendapatkan bantuan berupa medis dan psikologis, dimana layanan bantuan edis
dapat berguna untuk mengecek kesehatan mereka selama bekerja di atas kapal, apakah terjangki
penyakit membahayakan dan pemeriksaan psikologis untuk dapat membuktikan bahwa memang
benar ada trauma psikis yang dialami para korban yang merupakan akibat dari peristiva tindak
m. = o
Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan restius
yang dapat menjadi dasar pengajuan ganti kerugian secara immateril. Pada akhirnya, perhitungan
ganti kerugian immateril dilakukan berdasarkan keterangan para kerban sebagai saksi di depan
persidangan terkait perlakuan tidak manusiawl yang diterima selama bekerja sebagai ABK pe
nangkap ikan.

Berdasackan hal itulah, LPSK mengajukan pemberian restitusi kepada Kajarl Daba untuk No-
mor Register Perkara: 105-112/Pid Sus/2015/PN TUL atas nama terdakwa Somchit Kerraneesuk ks
TaiWau alias Wau, Surachal Maneephong alias Tai Kee alias Kee, Boonsom Jalka alias Yud, Hatsaphot
Phaetjakreng alias Yut afias Tal Yut, Herman Martino alias Herman, Mukhlis Oholtenan alias Mkt
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dan Yopi Hanorsian alias Yopi, agar dapat dimasukkan dalam surat tuntutan JPU, yang dibuat dalam
bentuk tabel serta dokumen pendukung lain, sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya
dan dicantumkan dakam tuniutan JPLU,

KERUGIAN MATERIL PARA KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI BENJINA

=T Tl —_—— —
Indsial Hama Lama
[ [] Horban Bokera Bompanen Blays
[ Upah X2 bulan (5000 bath) B2, 200,000:00 I
Blaya perawilan Ll Fip, D00, 000,00
1 | 23 Whulia — e P m——r——
Upah sudah diterema | B b 2. 300,000 00
..... T — .
| Jurnlah Pengajuan Restitus | RApG2,.900,000.00
=t —— o
| i —: .I_ e -— ﬂ; _]—
| Upah 22 bulan {9000 bath) Rp 7,300,000 - = e i
| | m b 3300 fam (45 HpS9.400,000.00
| 2 | mn 2bulan | 7 -
| | Upsh sudah diterima | Fp2?,000,000.00
| 2 - = - =
| Jumlah pengajuan restitusl I Bp111.600.000.00
e s i
3. | ATT Tabulan | ipah b4 bulan (2003 Bath] | ApSQA0a000.00
| | | wupah sutah diteima | AiEi9.000,000,00
| g = o - —
J_ Jumlah pengajuan restitusl | Rp-a1, 400, 000,00 |
. L - T :
— = e — - e
| Wipah & Bulan (%000 Bath) Rpd 1 600, 00000 l -
{ — —
Bath]
4 | AMS Gbulan | 4o haramg pribadi Rp1,500,000.00 .
Upah pudah diterinss Apd 300 000 .00
Jusnlah pengajuan restitusi R34, 100,000,040
§ | KEN o bulan | Upak 36 bulan (9000 Bath) Ap 3260000000 .
| Upah sudah diterima Ry 3,400,000 00
{ Jusnlah pengajuan restituti HAp 126, 300,000.00

=
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| Upah 36 bulan (12,000 Bt

Jumnlah pengajuan restitusi

Upah 27 bulan (12.000 Bath}

banus 2 thunan
e yang dijanji-

Upah sudsh diterima

Jumlah pengajusn restitusi

| Upah 18 bulan (9,000 bath)

R4 S 00,000.00

Barais | tahunan yang deanji-
lan {$0.000 Bath)

Rp70,000,000.00

ual baang pribads

Rp1,300.000.00

bulan | Ugah 60 bulsn (9,000 ath}

R 1 6,000,000.00

Fop 100, G (O R0

| 1an {50,000 Bath)

Fep 11,600, 000.00

L'l




Perbudakan Modern i Berfima

12 | WiM 22 bulsn | Upah 22 bulan (9000 Bath) g 7%, 200,000.00: >
Banis 1 tahaunarn yang dijanji- Red0,000,000.00 =
ke 1010060 Btk
Upah sudah diterima - Fp1 7,500,000 00
Jumish pergajuan restitusl Rp101,700,000.00
13 | sMT 36 bulan | Upah 36 bulan (9000 Bath] | Bpl29.600,000.00 -
Bonus 1 tshunan yanig dgarg =
kan {50.000 Bathj e
Jual barang pribads Fpd, 0000000
Upah sisdah dierima . Fp27,000,000.00
Jurmlah pengajuan restitusi Bp 1, J00.000.00
14 ::ﬂhﬂﬁlm. 2% bulan Wl 25 bulan (5000 Bathp Py Coa, 040K0. 00
Upah lembur 3750 jam (45 :
e Ripss 7,500,000 00
Upah sudsh diberims L Rp 500,000.00
Jumilah pengajuan restitusi Rp 1 56,000,000.00
Eeterangan =

1. Wipaih yang diganjiakan eliag bulan:

A, | 5000 Bath x Apa00 = Ap X &G0 00K

b, I 17 00 Bath x Rpa0d = Rp 4,600,000

2. Periatungan bembur
| b ;m|m:mmr|Mu|hiuupﬂrhhb_1hﬁpdﬂmuhhnnhmhﬁlﬂl
b Uﬂ.ﬂl|lmhur‘.l;.l||l|:|l:f|.‘mliﬂ-"_|1j'l1lul.|'lhll1llr}lﬂ-ﬂll'ﬂﬂhtiﬂnf}umhﬂ]ldl'imLll:ul'llri

2,000 Bath/ 25 havi kea dalam satu buland jam kedja dalam Lxiu haei w5 Balky par jam

4% Bath x Rp400 = Rpi8 000

4, Bonus tahunan yang dijangkan pads masing-masing koiban;

a | Rp 20000000 setiap tahian

L b. | Bp 40000000 setiap tahun

Adapun jumlah ganti kerugian yang dilampirkan dalam pengajuan restitusi adalah sebagai
berikut:

7
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SEBUAH CATATAN:
PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN
PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Betty Itha

A, PENDAHULUAN
; ! indak prdana pelanggaran asasi manusia (HAM] yang berat merupakan salah satu tin-
dak pidana tertentu yang menjadi fokus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) dalam mengemban amanatmya. LPSK berupaya melakukan yang terbaik bagipe-
menuhan hak saksi dan korban, Mamun, dalam perjalanannya, masih terdapat hal-hal
yang harus mendapat perhatian LPSE.
Dakera tulisan ini, penulis memaparkan terlebash dahulu defnisi HAM dan pelanggaran HAM
yang berat, dengan tujuan agar para pembaca dapat memaharmi konteks HAM yang kemudian
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi LPSE

A.1. Definisi Hak Asasi Manusia [HAM]

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-13, isu mengenal HAM telah menjadi topik utama
dalam dunia internasional’ HAM merupakan sebuah gagasan yang telah diterima i seluruby du-
nia dan menjadi ideologi universal pertama di dunia.’ Hal ini diawali dengan dicetuskannya De-
klarasi Universal HAM (The Umiversal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember
1948 di Paris, yang dirumuskan menjadi sebuah paagam yang terdin dari tujuh pertimbangan di
dalam Mukadimah dan 30 (tiga puluh) pasal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh para

1 Fred Dalimayr, Achieang Our Workd Fowaed a Global and Plua! Democray (Mardand, Rowman & LittleFietd Publabers Inc.,
2001, hal, 51

I Drawid Wisisseodlt, Hak Asaul Manusia Teyauan dan Peripektdd Kepejarahan dalam Peves Davdes, Hak-Hak dsan Mo
Srbal Beinga Rampar, ter). Yayasan Obor [akatta, Yayadan Obor indonesis, 15540 hat 1,

1 Deklarasi Universal HAM ind Lahir 3 1akun setelah Persericatan Bangna-Bangsa dibseriuk pacla langg sl 24 Dhiaber 1945 yarg
B puaat ol Mew Yook, Amerika Senkat
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Sedanghan pengértian pelanggaran HAM pun sangal beragam. Apabila mengacu pada
pengertian HAM maka pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atas hak yang melekat pada dii
mancses stau endaddu tersebut, yang terach apabila HAM mengalami penehanan atau penindasin
dafi pihak lain,

Pendapat yang dikemukakan oleh Victor Conde mengenal pelanggaran HAM, yakni "o
#ailoe of o stare of other pasny legally obligated to comply with an international human rights naem,
f_-':hhr: fo fulndl an obligation, A wiodalion gives rise to domestic or infemational remedies for suichh shade
coecict. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelanggaran HAKM dapat terjadi apabila negara
At phak yang secara hukum diwajibkan gagal melaksanakan norma HAM internasional, karena
Rl tarsebiot merupakan kewajiban yang harus dipenubi (dilaksanakan)

Felanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran terhadap HAM yang fundameantal, yang
bersmber pada hak-hak alamiah. Adapun hak-hak alamiah, yaitu hak-hak yong melekat secasa
alamiah pada setiap manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas keutuhan pribadi, hak atas kebe-
Dasan, dan hak untuk tidak diparbudak,

Dalsm ruang linghoup nasional, pendapat mengenal pelanggaran HAM pun beragam. Me-
nuret Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBRHI), dalam makalahnya berjudul
“Felanggacan HAM dan Pidana’, menyebutkan, pelanggaran HAM menpakan pelanggaran atas hak
¥ang melekat pada din individu-individu (manusia) tersebut.

Seaangkan menurut Paal 1 butie & UU Momar 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi,
Sivpatakan, Pelanggaan HAM adalah setiap perbuatan sesearang atau sekelomppok orang termasuk
mﬂﬂiﬂ- D disangaga maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara meliwan hukum
mEnguting, menghalangi, membatas dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang
mmmur‘dﬂﬁn i din tdak mendapatkan, atau dikhawatirkan tickak akan memperckeh
pEyEEsaan hukum yang adi dan benar, berdasarkan mekanismie hukum yamng berlxku, ™

Dalam penjedasannya, ditegaskan, perilaku tidak adil dan diskriminatif yang terjadi di
masyaracit merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara
tehadap warna negara atau sebaliknyal maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak
Sedin yang 1emasuk dalam kategor pelanggamn HAk yang berat

Fasal 7 UL Homae 26 Tahun 2000 1entang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa pelanggaan
HAK! yang berat. meliputic

& kejahatan genosida;
b kegahatan techadag kemanusiaan.
Pengertian WM*EH"‘HIEH ina sesuai dengan apa yang dikandung dalam Pasal & dan Pasal
1 Statita Rama. Adapun pembshasan mengenai masing-masing kejahatan adalah sebagai berikut
L Eeishatan Genosida

Fesgontum datem Pasal & UL Nomor 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa kejahatan ge-

nenida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah setiap

F‘ﬂi'hl-lml'l yang cilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau miemusnahkan se-

iR #12u sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cank

& mambunoh anggola kelompok:

B mengaiibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggots

13 DarwunFrng o
15 e ki,
L mhmmmrﬁ'lhﬂ.npﬂ,hd.ﬂa
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kelompok;

o menciptakan kondisi kehidupan kelompok yvang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;

d.  memaksakan tindakan-tindakan yang berfujuan mencegah kelshiran di dalam

kelompaok; atau
&, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok ain
r X Kejahatam terhadap Kemanusiaan

Tercantum dalam Pasal 9 LU Nomor 26 Tahun 2000, vang menyataksn kejahatan terhadap
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurof b UL Nomor 26 Tahun 2000
adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dani serangan yang maieas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap
pendudulk sipil, berupa:

a, pembunuban, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan direncanakan
terlebinh dahuly;

. pemusnahan, yakni perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang diakukan
dengan sengaja;

. perbudakan, termasuk di dalamnya perdagangan manusia, baik itu perdagangan
wanits maupun perdagangan anak-anak:

d.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yakni dilakukan dengan cara
pengusiran atau tindakan pemaksaan yang dari daerah di mana mereka bertempat
tinggal secara sah tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional;

e, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lin secars sewenant-
wenang yang melanggar (35a5-a5a3) ketentuan pokok hukum internasional:

. penyiksaan, yakni dengan sengaja dan melawan hukurn menimbulkan rasa sakit atau
penderitaan yang berat, baik fisi& maupun mental terhadap secrang tahanan atau
seorang yang berada di bawah pengawasan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilam,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasan
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, bedaya, agama, jenis kelamin atau
alasan lain yang telah diakul ssecara universal sebagai hal yang dilarang menunst
hukum internasional;

i. penghilangan crang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan atau penculikan
seseorang oleh atau dengan kuass, dukungan atau persetujuan dani negara atau
kebljakan crganisasi:

|- kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi. Kejahatan ini dilakukan dalam
konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi obeh suatu
kelompok rasial atas suatu kelompok-kelompok ras lain, Dilakukan dengan maksud
untuk mempertahankan rezim i,

Pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni Trimes against hiumanity are wide-
spread or systematic erimes against a civillan population, in war or peace. These crimes include, amang
other things: murder, extermination, deportation, forced expulsion, imprisonment, forture, rape, and
deliberate denfal of access to food " Terjemahanmya berarti kejahatan terhadap kemanusisan me-

15 “dcccunnabilty for Crames aooinsf Fumanity i Baid Timar”, hbpatsewehiw g, 10 September 1995, hal 1,
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rupakan kejshatan yang tersebar luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, baik dalam keadan
mnﬁ-.mnmr:g}amtm-heiahatan ini termasulk, di antaranya: pembunuhan, pemusnahan,
pengasingan, pengusiran paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan penolakan akses
akan pangan dengan wengaja.
Kejahatan terhadap kernanusiasn yang termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat

dientukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya serangan yang meluas atau sisternatis;

2. diketahwi bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil;

3. serangan ity berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisas,

Apabila suatu perbuatan tidsk memenuhi ketiga unsur di atas, maka perbuatan itu digo-
kongkan sebagai tindak pedana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa dan diputus oleh peng:
adilan pidana sehingga tidak tergobong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, Perlu diperhatikan
bahwa secara yuridis, suatu peristiwa dapat dikatakan pelanggaran HAM apabila tefah diputuskan

oleh pengadilan sebagai pelanggaran HAM. Adapun yang melakukan penyelidikan adalah Komisl
Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM),

B. PEMBAHASAM

B.1. Pemberian Bantuan bagi Korban/keluarga Kerban Pelanggaran HAM yang Beral

oleh LPSK

Eomnas HAM, sebakulembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,
peryuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia, telah melakukan 12 penyelidikan, Penyel-
dikan tersebut terkait Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Petrus, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Mei
1958, Peristiwa Trisakti, Semangai | dan Semangg Il, Peristiwa Penghilangan Paksa, Peristiva Wasiod
Wamena, Petistiwa Simpang KKA dan Peristhwa Jambu Keupok, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiva
Timoe Timur, dan Peristiwa Abepura, Dari 12 penyelidikan tersebut, terdapat tiga penyelidikan yang
sudah disidangkan, yaitu Peristiwa Tanjung Prick, Peristiwa Timor Timur dan Peristiwa Abepura.
Hasl penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat
terhadap peristiwa-petistiva tersabil,

Hasll perryelidikan ini, kemudian menjadi dasar bagi Komnas HAM mengeluarkan surat
keterangan sebagai korban kepada para korbanvkeluarga korban pelanggaran HAM yang beral.
Pemberian bantuan medis dan psikologis bagi kerban/keluarga korban pelanggaran HAM yang
berat, tercatat pertama kali diberikan sejak tahun 2010, Namun, pemberian bantuan ini mulai
terihat secara signifikan setelsh Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan terkait Peristing
196511966 kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti’® pada tanggal 20 Juli 2012, Adapun
penyeldian tersebut terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 1965/1966 dan dilakukan sejak
tahun 2008 hingga Juli 2012

Sejak diketuarkannya Hasil Penyelidikan Komnas HAM tersebut, maka korban/keluarga
korban ﬂimﬁmHM'-rﬁqu: Paristiwa 1965-1966 mengajukan permohonan bantuan me:
dis dan psikologis kepada LPSK, Selain korban Peristiwa 1965/1966, permaohaenan ini dilkuti para
korban dari beberapa peristiwa lainnya yang mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran HAM
yang berat, yaitu Peristiwa Tanjung Prick, Peristiwa 1998, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Jambo Keu-
pok dan Peristiwa Simpang KKA.

LFSK sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak:

1t hinpfwire bt commsfindeniriiaberita_indonesia /01| LOT20THY_pelanggaanhiam
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hak lain sebagaimana diamanahkan dalam UU Momos 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbani
dengan UL Momar 31 Tahun 2004, memiliki perhatian terhadap beberapa tindak pidana tertentu,
yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusla yang berat, tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana
narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana
lain yamg mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada siluasi yang sangat
membahayvakan jiwanya. Dengan adanya UL Nomaor 31 Tahun 2004, mandat LPSK diperfuas dalam
hal pelavanan terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, Adapun terkait pelanggaran
HAM yang berat, terdapat beberapa pasal yang mengaturnya;

a, Pasal &

{1} Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana tenorisme,
korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban
tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan bevat, selain berhak seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a, bantuan medis; dan b,
bantwan rehabilitasi psikososial dan psikologls.

(2} Bantuan sebagaimana dimaksed pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

b Pasal 7

(1}  Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana
terorisme, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pazal 5 dan Pasal &,
juga berhak atas kompensasi.

i2} Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh
korban, keluarga, stau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

i3]  Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

i4) Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesual
dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenal pemberantasan tindak
pidana terorisme,

Terkalt pemenuhan hak kerban pelanggaran HAM yang berat tersebut, LPSK telah membe-
rikan bantuan medis dan psikologis bagi para korban/&eluarga korban pelanggaran HAM yang
berat, yaitu Peristiva 19651966, Tanjung Priok, Peristiwa Talang Sari, Peristiwa 1998, Peristiwa Jam-
bo Keupok dan Peristiwa Simpang KKA, Adapun data selama bulan lanuari-Agustus 2017, korban
yang mendapatkan bantuan medis regular pertama sejumiah 196 orang, bantuan medis regular
kedua sejumiah 932 orang, bantuan medis melalui BPIS tahap 1 dan 2 sejumiah 205 orang. dan
bantuan medis melalui BPJS tahap 3 sejumiah 312 orang. Dengan demikian, total penerima bantuan,
baik bantuan medis, Bantuan psikelogls, maupun bantuan medis melalul BPJS, adalah 1645 orang "

B.2. Dinamika dalam Layanan Pemberian Bantuan

Sebagai satu-satunya lembaga yang rmemiliki mandat untuk memberikan perindungan
bagi karban pelanggaran HAM yang berat, LPSK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan
perlindungan atau memenuhi hak para korban sebagaimana yang dimandatkan dalam UU. Dalam
hal ini, bagi korban pelanggaran HAM yang berat, bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan
medis dan bantuan psikalogis, serta bantuan rehabilitasi psikososial. Pemberian bantuan dilakukan
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sesual engan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dalam melakukan mandat yang diembannya,
LPSE ‘selaly berusaha untuk memberikan layanan yang prima dan melakukan yang terbaik bagi
para korban. Mamun, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan tersebut
tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam
melakeanakan mandatnya tersebut.

B3 Tantangan yang Dihadapi

Anggaran yang memadai sangat diperiukan LPSK dalam melakukan tugas pokok dan fung-
sinya. Apabila dilihat anggaran yang dimiliki Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada tahun
2012 ke 2013 mengalami peningkatan yang cukup tinggd, yaitu dari Rp3.294.800.000 menjd
Rp14.452.313 000, Selanjutriva pada tahun-tahan berikutnya, anggaran tersebut mengalami pes-
ubahan, yaitu pada tahun 2014 mengalami penurunan, tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan,

pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang
tidak terlalu signifikan, Lihat rabel 1.

Tabel 1. Anggaran PHSK 2012-2017

T v odemh =
o 012 | Rp. 3.254 805.000,-* R e |
L w3 - Ap. 14.452.313.000,- - ey
; 014 '  Rp.11.531.332000- -
. 2015 i _ Rp 14758470000 -~
{ e : ~ Rp 13677809000 =t _

| 2017 | __ Rp. 14.536.300.000,-

“tahiss F1 2, angganan bhusern untuk Bagian Banbuan, Kompentaa dan Resttud

Pada tahun 2012, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemberian bantuan, Kempensas
dan restitusi, 'EHTE'HIZ-!H p-l-d! tahuin iE-|.iI'|j|,|1;|‘|:,u:|_ anggaran tiriebiat ITIETLID-CIkﬂn aAngganan
keseluruhan yang dimilki Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, tidak diperuntukkan hanya
untuk bantuan. Hal inilsh yang kemudian mempengaruhi pemberian bantuan medis dan bantuan
psikclogis bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

Jumlah korban pelanggaran HAM yang berat pada tahun 2012 masih sejumlah 167 orang.”
Pada saal itu, anggaran bantuan medis LPSK masih memadai bagi korban pelanggaran HAM
yang berat. Namun, ssjalan dengan banyaknyas permohenan bantuan medis dan psikologis yang
duajiskan ke LPSK. dan keputusan LPSK yang menyatakan untuk memberikan bantuan medis dan
piikalogis, maka anggaran yang tersedia tidak cukup lagl bagi para korban. Hal ini juga dipengarufil
oleh peruntukan anggaran tersebut, yang memang tidak hanya diberikan bagi kerban pefanggarad
HAM yang berat saja, namun juga bagi para saksi dan korban lainnya yang juga diputuskan untuk
menedima bantuan medis dan bantuan psikologis.

Ketersediaan anggaran yang kurang memadai ini pun mempengaruhi pelaksanaan
pemberian bantuan medis dan psikologis bagi para korban, khususnya korban pelanggaran HAM
¥ang beral. Hal ini berimpiikasi pada kebijakan dalam pemberian bantuan. Tercatat beberapa
perubahan dalam kebijakan pemberian bantuan sefak tahun 2012 hingga 2017. Kebijakan nl
mengalami perubahan karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh LPSK

18 Dt o FTNF (PHE, Tinclak Piclana Lain, Markobka dan Penyiksaan), Daisi Perenuhan Fak Saksd din Korban
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dan jumbsh korban penerima bantuan.

Korban pelanggaran HAM yang berat sangal menaruh kepercayaan yang sangal tinggi
kepada LPSK, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki mandat sebagaimana yang LPSK miiki,
Hal ini dapat diketahui dari jumlah permohonan bantuan medis dan psikedogis yang meningkat
sejak tahun 2012 hingga tahun ini.'® Secara tidak langsung pemberian bantuan ini memberi
secercah harapan bagi para korban babwa negara mengakui keberadaan mereka,

Lokasi tempat tinggal para korban pelanggaran HAM yang berat tersebar di beberapa
provinsi di Indonesia, dan sebaglan besar dikoordinir oleh lembaga pendamping, seperti YPEP
65, Sekber 65 LPKROB, dan lainnya. Lembaga-lembaga Inilah vang membantu LPSKE dalam
mengoordinie para korban dalam hal pertemuan untuk penandatanganan perjanjian pembserian
bantuan dan hal-hal administrasi lainma.

Pemberian bantuan medis dan psikologis yang diberikan oleh LPSK merupakan pemberian
bantuan yang berkala dan berkelanjutan. Pada tahun 2017, pemberian bantuan medis dan
psikologis secara regular diberikan selama enam bulan pertama, dan selanjutnya diberikan bantuan
miedis melalui BRIS selarma satu setengah tahun. Selama pemberian bantusn medis secara regular
ini, para korban akan mendapatkan bantuan transportasi dan uang makan sebanyak dua kahi dalam
sebulan,™

Apabila korban ingin memperpanjang bantuan yang diberikan, maka mereka harus
mengajukan permohonan perpanjangan sebelum penanjian berakhir. Namun, seringkali hal ini
tidak dilakukan tepat waktu, sehingga berpengaruh jugs dengan pemberian layanan di LPSE
Layanan yang seharusnya bisa dilakukan secara berkelanjutan sesusi dengan masawaktu perjanjian,
akhirnya menjadi mundur dari waktu yang seharusnya, Permohonan perpanjangan yang tidak
tepat waktu ini memengaruhi pengadministrasian yang dilakukan oleh Petugas LPSK.

Pemberian bantuan medisdan psikologis dilakukan oleh LPSK bekerjasama dengan beberapa
rumah sakit (RS) dan psikolog yang berada di wilayah yang sama dengan domisili para karban. Hal ini
uniuk mempermudah para korban agyar dlapat dfﬁga:'i cepat menl:t.apa!kan J-a-'p'ill'lr!l'l di RS terdekat.
Sementara untuk pemberian bantuan rehabilitasi psikososial, mengingat bantuan ini merupakan
bantuan yang baru dicantumkan pada UL Nomar 31 Tahun 2014, maka LPSK akan melakukan keérja
sama dengan kementeran atau lembaga terkait yang dapat menjembatani kebutuhan para karban.
Mamun, meskipun belum terdapat kerja sama yang baku dalam hal pemberian bantuan rehabilitasi
psikososial, LPSK sudah menfasilitasi seorang korban yang membutuhkan tempat tinggal di panti
jompo di wilayah Sumatera Utara. Penempatan di panti jompo merupakan kefja sama dengan
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara.™

Pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya Peristiwa
196:5/1966, tidak menghilangkan keinginan para korban yang sesungguhnya. Kerban pelanggaran
HAM yang berat Peristiwa 196501966 menuntut pemerintah, khususnya Presiden Jokowd, untuk
meminta maaf dan merehabilitasi nama balk mereka™ Tuntutan para korban tersebut me-

19 Berdavarksn Laporan Tahunan LPSK sejak tabun 201 2, yaitu tahun 2002 sejuniah 217 permabonan, tahun 2003 sepernish
1151 permokonan, 1ahwn 2014 sejumish 866 permohonan, tehun 7015 sejumlah 1275 pesmahessn, Ehun 2016 sejumish

Fob perrabanan,
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il kontroversi banyak plhak, termasuk organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah, yang
meminta Presiden untuk tidak mefakukan ite®? Atas dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebug,
pemerintah tefah membentuk tim gabungan, yang terdiri dan unsur Kejaksaan Agung, Komnas
HAM, THU'Polil, para pakar hukum dan masukan dari masyarakat,™

Meskipen sudah terbentuk tim gabungan, hingga saat ini belum juga ditemukan titik temae
dalam hal penyelesaian atas degaan pelanggaran HAM yang berat tersebut. Hal ini tesnyata memiliki
implikasi yang buruk bagi LPSK dalam hal memberikan layanan, Lamanya pemyelesaian dugaan
pefanggaran HAM yang berat tersebut, disertai dengan masih kurangnya pemahaman beberapa
pihak mengenal korban pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965/1966 dan wewenang LPSK,
mengakibatkan adanya anggapan bahwa kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh LPSK
diduga sebagal upaya menghidupkan kembali komunisme atau dianggap negatif =

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan di beberapa daerah, pada saat tiom LPSK turun ke
bokeasi, baik unbuk melakukan asesmen awal, penandatanganan perjanjian maupun pemberian
Bantuan uang transportasi dan uang makan, terdapat beberapa aparat penegak hukum dan THI
yang melakukan monitoning, dan terdapat juga penolakan oleh organisasi masyarakat tertentu

Selain tantangan yang disebutkan di atas, LPSK juga memerlukan penguatan di internalnya,
Dalam upaya untuk mencapai hasi yang memuaskan dalam pemberian bantuan, pengembangan
kpasitas pegawai LPSK menjadi satu hal yang mutlak. Hal ini mengingat bahwa sumber daya
manusia memiliki peran yang sangat penting bagi setlap organisasi, di mana kemajuan suatu orga-
nizasi hanya dapat dicapal dengan sumber daya manusia yang berkualitas,

Petugas LPSK perlu dibekali pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yang diemban LPSE
Perly diketahui batwa mandat yang diemban LPSK dalam hal pemberian bantuan tidak semata:
mata hanya I“ﬂ“ belaka, 1&tapi juga mermerlukan qmpal;i yandg cuk_up 1_ing|,:|| E;lar_]i karban. Hal ini
dikasenakan para korban tersebut sudah mengalami penderitaan selama bertahun-tahun dan ber-
usia lanjut, sehingga dalam penanganannya harus berhati-hati dengan mempertimbangkan pe-
rasaan meneka. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki LPSK juga perlu men-
dapat perhatian. Mengingat karban pelanggaran HAM yang berat yang tersebar di berbagal provinsd
:w'ﬂﬁmﬂ cukup banyak, belum sebanding dengan jumlah petugas pemberi bantuan

S4ma halnya dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan pra-
sarana LPSH juga memerlukan pengembangan. Kedua hal itu memiliki keterkaitan yang sangat
penting sebagas alay penunjang bagi LPSK dalam melaksanakan mandatnya, sehingga layanan

yanq dilakukan LPSK dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, baik bagi LPSK sendiri
maupun bagi para korban penérima bantuan.

C. PENUTUP

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan, dapat diketahui dinamika pemberian bantuan yang
dilakukan LPSK bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

C.1.  Simpulan
Berikut beberapa simpulan yang diambil:
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LEPE merupakan satu-satunya lembaga mandin yang memiiki kewenangan penuh dalam
pemenuhan hak bagi saksi dan korban sebagaimana dimandatkan oleh UL,

Ketersediaan anggaran LPSK yang khusus diperuntukkan untuk pemberian bantuan medis
dan psikelogis masih belum memadai,

Eorban pelanggaran HAM yvang berat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggl terhadap
LPSK bahwa lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan mereka akan bantuan medis dan
psikologis,

Keputusan LPSK terkait pemberian bantuan medis dan psikologis dipengaruhi obeh keter-
sediaan anggaran yang belum memadai dan tidak seimbang dengan jumlah korban pene-
rima bantuan,

Penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat belum juga menemukan titik temu,
berimplikasi dalam pemberian bantuan yang dilakukan ofeh LPSE,

Penguatan kapasitas sumber daya manusia beserta peningkatan sarana dan prasarana di
LP5K sangat diperiukan.

Saran

Beberapa saran yang bisa disampalkan, yaitu:

LFSK memerlukan dukungan yang penuh dari pemernintah dalam melakukan tugas pokok
dan fungsinya.

Anggaran bantuan meedis harus mendapatkan perhatian yang besar dar pemerintah
sehingga dapat memenuhi kebutuhan para korban,

Fara korban dan lembags pendamping korban semakin menjalin kerja sama dan koordinasi
yang erat dengan LPSK

Peryvusunan Keputusan LPSK harus didasari oleh kepentingan yang terbaik bagi korban dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah dapat memberikan penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang berat.
Diadakannya pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan kapasitas S0M, serta
penyedisan sarana dan prasarana.




Poiret Perladungen Solvi oo Korbeen

PEE maupun mekanisme dengan basis perjanjian, Sumber hukum hak asasi manusia yang menjadi
acuan norma dasar secara universal dimuat dalam Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia, Kovenan
Hak-hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sistem hukum hak
#5351 manusy internasional menghendaki agar perlindungan hak asasi manusia dari aspek legal
substansi hikum domestik dan praktik prosedur hukumnya disesualkan dengan tatanan/standar
noema yang berlaky universal. Sistem perdindungan hak asasi manusia juga menjangkau seqi-
segi administrasi peradilan (odministration of justice). Artinya, sistem hak asasi manusia juga telah
menyedidcan prinsp-prinsip umem dan prosedur bagaimana norma-norma hak asasi manusia
diterapkan secata optimal,

Secara terbatas, tataran administrasi peradilan dapat dimaknai sebagai satu bidang dalam
hilikuim yang secand spesiik menjamin proses pencarian keadilan melalui sarana lembaga-lembaga
yudesial dengan aspek legal substansi dan stuktur yang telah ditentukan, Berkenaan dengan sistem
hukwrm hak asasi manusia internasional, maka kerangka struktur hukum (lembaga/aparatur hu-
kumnyal menjadi hal yang sangat beragam dalam konteks penerapannya pada hukum nasional
Sistem hak asai internasional memberikan standar norma-morma yang universal dan berlaku
sebagai prinsip-prinsip umurm yang seharusnya dipatubi/dianut dalam pelaksanaan perlindungan
hak a5asi manusia hingoa dalam lingkup hukum domestik.

Dalam kandungan definisi hak asasi manusia, setidaknya terdapat enam prinsip mendasar
yang menjadi acuan dalam menegakkan nilal-nilai hak asasi manusia, yaitu vnversality, equaliy,
non-discrimination, indhisibility, interdependence, dan responsibiity.* Pengertian hak-hak prosedural
bagi saksi dan korban mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak
{fiair triaf) sebagaimana dirmyatakan dalam Pasal 14 dermational Covenan an Civil and Political Rights
(ICCPR." Pasal 14 IOCPR merupakan landasan utama standar pentingnya sistem peradilan yang adil
dan tidek memihak. H‘HHPHI'I- Pasal 14 HCCPR ditujukan bagi orang-orang yang dituduh sebagai
pelaku kejahatan pada peradidan pidana, konsep tentang adanya peradilan yang adil, dapat menjadi

prinsip acuan pemberian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban. Posisi korban dan saksi adalah
pinak yang juga perlu mendapatkan hak-hak prosedural * Mamun, pemberian hak-hak prosedural

yang diberikan kepada saksi dan korban tidak boleh sekali-kali melanggar hak-hak fundamental
tertudish.

& Mancy Flowens et al, The Homen Bighty Eduraton Book: Efective Prociices for Leamming. Action, and Chonge, The Human Re-
sexsce Center and The Standey Foundation, Univeruity of Minnesots 2000 hal 47 Silat yang universal (univeriabdy) mermn:
Fahican ebeaadasn hak s manisia wikph dihoimati cleh seiap manudia demanapun wilisah diselunsh Bagian duria,
+ebagal koot Lahinghy manua yang lestar. Kevetarasn fequaliny), sdalih skipreds dan karep unbuk menghormat ma:
ks sebael et ang mendeks dan tederalal dalir harkat dan rartahatrya Mon dibkirminati (non-ghetrminsetion)
meenurubichn Bafwa Bdak secrangoun depat ditadaken skantensinys karena latar belakang perbedaan ra, wanns kubt,
pemis krlarmin, Bubburia, agama, keyakinan politily ideslodgi, dan kebangrasn/ kewargenegasaan Tek ledbagy Gndatibibfyl
bk asass mannla adalah by, tidak dagat dipisah-prabkan termasuk dicalaminya sdalah hak sipd. politik, hak e
mwmﬁmw-mmmmnqmmq menurjukban babrea hak asas randia
alp pemenubaneys bengintureg nada pemenuhen hak ey, bad sepandh ale weCara keselunshan . Peiiangguegissy
“mﬂm SED negara, individu, dan ertitas lain (hespnradi, caganisati-Organsati rarn pemsriftah
e hieneyyal haren) Berlangrungiaal cllam perdindundgan cam psermarahan Tak A5as mamiss

Teas dheabricne il dalam Iy nasioral indonesa melshyi Unegng-Undang Nomeor 12 Tahan 2005 tentansg Pengeis:
ez srmaationsl Covenant en Civil and PoliticalRights (Kevenan internisssnal tentang hak-Hak 5o dan Polilik]

& Samen hulum Faik sanl manuns mteimaiions yang ferba dengan fair tial dirumuskan dan degamen mdlaks
regualas {ioftiow teriebot dunteanys The Code of Conduct fov Law Endoreement Officials, The Bocy of Prnciples for

e Protection of All Persoes undler Ay Faem of Defention or imprispnmen, The Snavdard Minsmian Aufes fas the Trestment of
Priieers, The Guidelings on the Rsde of Prenecuton, The Basic Prinsipdes on the Rale of Lerarprs, Deckaration of Bask: Fringpies of
denbie for Vicsiet of Come and Abise of Power. Mukum acara pada dua infermational tibwnal sepert The Rules of Srocedure

of the Intrations! Crimnal Tribunsh lor the formsr Yugenlovia and Rwandla, serta satu kesnvenia CEDAW (Comventon on the
Eleringeion of Al Forms of Dicrieintion agoist Women).
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Kejahatan bisa diungkap dan pelaku dapat dibawa ke persidangan karena tiga hal. Pertanma,
informan/penegak hukum yang menyamar (undercoverWkorban/saksi, dapat mengidentifikasi
pelaky, Kedua, adanya bukti yang secara fisik tersedia, dan ketigo, adanya pengakuan pelaku terha-
dap kejahatan yang dilakukanmya. Pada konteks itulah, negara mengambsil tanggung jawab untuk
memastikan pemenuhan pedindungan bagi saksifkorban sebagai implikasa atas proses peradilan
pidana yang berjalan,

Pada perkembangan selanjutnya, hukum acara pidana menempatkan hak prosedural bagi
saksi dan korban pada posisi dan bobot yang seimbang dengan hak-hak prosedural yang diberikan
kepada pihak tertudub (tersangka atau terdakwal). Pada saat peradilan pidana bekerja, minimal
terdapat empat kewajiban bagi saksi, yaitu merespon panggilan penegak hukum (penyidik, penun-
tut umum, pengadilan), menyampaikan kesaksian, menyampaikan kebenaran yang diketahui dan
dialami, serta mengambil sumpah atas pernyataan/kesaksian di persidangan. Atas hal tersebut,
hukum pidana selayaknya sensitif terhadap kebutuhan spesifik seseorang saksi yang diposisikan
sebagai subyek yang mengemban tugas sebagai warga negara untuk menyampaikan kesaksian,

Sebagai contoh, di berbagai negara Eropa, konsep perlindungan saksi dioperasionalkan
melalui berbagai bentuk dan tahapan. Prosedurnya, dalam mengumpulkan informasi dan meng-
imvestigasi kejahatan, polisi sudah mendapatkan gambaran dan menyatakan karakteristik khusus
berbagai orang yang diperiksa atau dipantau terkait cara-cara intimidasi terhadap saksi atau
korban, Dengan analisa dan evaluasi dari penyidile/polisi, saksi atau korban dapat dimohonkan per-
lindungan dengan prosedur umumdbiasa, atau ada kebutuhan khusus terkalt prosedur perlindung-
anfya. Selanjutnya saksi‘korban masuk dalam program perlindungan. Dari proses dan tahapan ity,
dikenal tiga bentuk dasar perlindungan saksi, yaitu:’

a. Perlindungan dasar yang diberikan aleh polisi kepada sesearang atau saksi. Polisi dalam hal
ini bertanggungjawab mendeteksi permasalahan, mengambil langkah-langkah kunci se-
bagai tahapan investasi dengan merujuk pada permasalahan-permasalahan yang terdeteksi
dan menginformasikan ke institusi lain yang dapat mengamdil alih tahapan perlindungan
yang tidak ditangani petugas tersebat,

b. Tindakan prosedural bagi perlindungan saksi, yang terdiri atas tindakan umum bagi saksi,
seperti menghindarkan dari risiko-risika melalui tindakan pencegahan atau melakukan
penahanan terhadap pelaku yang berpatensi memberikan ancaman bagi saksi. Langkah-
langkah perindungan dalam administrasi persidangan sehingga saksi dalam kendisi aman
dan nyaman selama persidangan, serta tindakan perlindungan yang diberikan kepada saksi
yang rentan dan terancam. Langkah-langkah tersebut ditakukan secara sinergis oleh polisi
dan petugas pengamanan pengadilan.

£ Perlindungan khusus bagi saksi melabui program perfindungan saksi, Program perlindungan
saksi didefinisikan sebagai program yang diatur melalul undang-undang khusus yang
mengatur perlindungan bagi saksi dan korban terintimidasi dalam kasus-kasus yang serius.
Di Eropa, program perlindungan ini dilaksanakan pasukan polisi khusus atau institusi peslin-
dungan saksi yang dibentuk secara khusus melalui produk legislasi atau kebijakan yang
disesualkan dengan kebutuban dan kebijakan masing-masing negara (bisa berupa special
comisssions, chief public proceculors, atau ministers of the police).

Terkait jaminan dan perlindungan bagi koerban kejahatan, merujuk kepada Deeklarast

¥ Council of Eurcpe, Pracedural Protective Measures For Witnetses Traming Manual for Law-Enforoement Ageray and The
Judniany, Council of Europse Publivhing, 2006, Hal 27 - 31
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Poéret Prrlindurgan Saksi dan Korban

Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagl Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, dinyatakan
beberapa hak pokok korban kejahatan yang seharusnya dijamin dan dilindungi negara, yaitu®
pertarna, hak karban atas tersedianya mekanismi keadilan dan memperaleh ganti rugi dengan se-
gera: kedoa, hak korban atas informasi mengenal hak-haknya termasuk dalam mengupayakan ganti
rugi dan mempensleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugiang
ketiga, hak korban menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; keempat, hak korban atas
tersedianya bantuan/dukungan selama proses hukum dijalankan; kelfima, hak korban atas per-
lindungan dari ganaguanfintimidasi/tindakan balasan dari palaku, perlindungan kebebasan pribadi
dan keselamatan, baik pribadi maupun keluarganya; dan keenamn, hak korban atas makanisme'
proses keadilan yang cepat dan sederhanaftidak adanya penundaan.

Merujuk pada deklarasi tersebut, dalam berbagai sistemn hukum pada peradilan pidana,
korban diberi kesempatan berpartisipasi untuk memberikan pandangannya pada proses pers
dangan, sekaligus secara prosedur, dijamin haknya untuk mengakses gantl kerugian, Untuk me-
negakkan hak-hak substantifriva yakni keadilan dan pemulihan bagi korban berhadapan dengan
pelake, maka diperukan prosedur untuk mewujudkannya sebagai prinsip persamaan di muka
hukum {equality before the knw). Undang-Undang tentang Hak-Hak Korban tahun 2004 di Ametika
mengatur perlindungan hak prosedural bagi korban yvang memberikan jaminan meliputi beberapa
hal sebagai berikut®

&  hak untuk dilindungi dengan layak dari intimidasi/ancaman terdakwa;
B hak atas pemberitahuan yang layak. akurat dan tepat waktu mengenai proses persidangan,
atau proses pembebasan bersyarat, atau pembebasan atau jika terjadi pelarian dari tertuduh
€. hak untuk tidak dikecualikan dan proses pengadilan, kecuali jika pengadilan, setelah me-
nerirmas bukli vang jelas dan mevakinkan, menentukan babwa kesaksian korban akan diubah
setara matenial {subsitansi keterangan) jika korban mendengar kesaksian dari saksi lanmnya
pada saat persidangan;
hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses persidangan di pengadilan yang me-
libatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau pembebasan bersyarat;
hak secara 'l'ﬂ:ilf unluk berkonsultasi terkail katus dml.]..].n pengacara pi_'r'l'iE'r'lI'Itﬂh':
hak atas restitusi penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang
hiak urituk mengetahul proses peradilan yang bebas dari penundaan yang tidak masuk akal;
hak uniuk dipertakukan dengan adil dan menghormati martabat dan privasi korban; dan
hak untuk diinformasikan secara tepat wakiu terkait dengan plea bargain atau kesepakatan
penuntutan yang ditangguhkan.

o

~Fp mp

s Ingaris, hak-hak korban kejahatan yang tescantum dalam The Vietimy's Charters 1990 dan
1996, dikonksitkan dengan adanya The Victims' Code (Code of Practice for Victims of Crime) sebagai
standar pelayanan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana yang pada dasarnya dilan-
dasi prinsip-prinsip hak-hak korban kejahatan, seperti hak untuk ditangani secara bermartabat dan
penuh rasa hormat, diberikan dukungan/bantuan/pendampingan, menerima perlindungan sesud
dengan situast dan kebutuhan, memberikan dan diberikan informasi terkait dengan proses hukurm

Libhast. Declomtmna of Botke Princinles of ktioe for Victims of Crime and Abue of Poverr - Momor AFies/ #0434 Tahur 1085, 1ang
gl & September 195,

¥ Crime Vicims Rights A2t 2004, Bt/ ptios gondUiaenesourt e nme- vig fima-rig hti-ombuduman victims Hights-
P
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yang bBerjalan, hak atas kompensasifreparasi dan transparasi dalam proses peradilan pidana.' The
Vicrims" Code dalam pelaksanaannya mengikat semua institusi penegak hukvm dan institus [xin
yarg menandgan korban kejahatan.

Terkait perlindungan sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak prosedural bagi saksi, dikenal
juga terminologi procedunal measures (tindakan-tindakan prosedurall, UNODC membaerikan defnisi
sebagai tindakan yang diambil pengadslan, sepanjang saksi dapat memberikan kesaksian secara
bebas dan aman dari intimidasi atau rasa takul, Upaya tersebut tidak terbatas kepada video kon-
ferensi. teknik distorsi suara dan wajah dan tidak mengungkapkan rincian identitas saksi"' Tindskan
prosedural dapat dikelompokkan dalam tiga kategori secara umum, pertama, langkah-langkah
untuk mengurangl rasa takut melalul prosedur permeriksaan konfrontash tecara langsundg dengan
terdakwa, termasuk melalui tindakan: menggunakan permyataan yang diberikan prapelaksanaan
persidangan (melalul permvataan tertulis atau rekaman audia/ wdeal, mengeluarkan terdakwa dari
ruandg sidang, kesaksian melslui CCTV atau jaringan aucho-visial yang terhubung secara landgsung,
seperti video konferensi Kedua, langkah-langkah untuk mencegah atau mempersulit terdakwa
atau kelompok kejahatan terorganisir entuk melacak dentitas saksi, termasuk melalui tindakan
kesaksian terfutup melalul penggunaan layar tirad atau kaca dua arah dan kesaksisan anonim
{tanpa memyebut namal ilentitas saksi). Ketiga, langkah-langkah untuk membatas ekspose pada
publik dan tekanan psikologls saksi, melalui tindakan perubahan lokasi persidangan atau tanggal
persidangan, mengeluarkan pengunjung dar ruang sidang dan kehadiran searang pendamping
sehagai pendukung bagi saksi,

Langkah-langkah berupa tindakan prosedural dimaksudkan untuk memastikan saksi dalam
msmberikan keterangan, bebas dan intimidasi dan rasa takut atas keselmatannya, Baaganya, tin-
dakan-tindakan itu dapat dilakukan dalam perkara-perkara sensitif {di antaranya perdagangan
orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan kefuarga serta kejahatan lainnya) uniuk men-
cirgah viktimisasi ulang terhadap korban-saksl dengan membatasi keterbukaanmya terhadap publik
dan media sepanjang persidangan.™

Secara garis besar disimpulkan, cakupan hak-hak prosedural bage saksi danfataw korban
adalah hak-hak vang dijamin dalam peraturan perundang-undangan berupa cara-cara yang dimak-
sudkan untuk melindungl kepentingan saksi danfatau korban selama proses peradilan pedana,
Dalam kerangka norma, hak-hak prosedural mengandung aspek-aspek tindakan prosedural yang
dilakukan otoritas vang memiliki kewenangan untuk mengambil kebljakan/dangkah-langkah untuk
melindungi saksi dan korban dari bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman yang dapat berimplikasi
pada kualitas/kredibilitas kesaksian dan keselamatan saksi dan korban.

Spektrum lain dari hak prosedural adalah mewujudkan hak atas pamulihan korban kejahatan,
berupa klaim ganti keruglan kompensasi atau restitusi melalul prosedur peradilan. Pelaksanaan
dari pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban ini tidak menjadi wilayah eksklusif tanggung

10 Lornaine Wolhater, Mol iy, and David Denbum, Vichmology, Wicnmaanos and Woims” Raghtr, Routledge, 2009, Hal 129
- 133 Uit juga Covle of Pracrice fov Victims of Crime, WMimiitry of huitics - Usted Kingdom, 2011 Hal 2. The Vicoms' Code
bessebut dalaen pelaksanaaneoga mengdat bagl © The Crimal Review Comemiasion, The Criminal injuries Compamaation
Euthority, The Crawn Prouicution Seivice, The First - ther Tribural (Criminal lnjaries Compentationd, Her Magsty's Priven
Service, Mational QNende: managerrsnl, The Parcle Bosed, Police and Crime Comminisoners, All police forces in England
and Wabes , the Bitish Transpert Polioe and Ministry of Defence Police, Proveden of peobation services, The UK Suptems

Cowurt, Witmirs s Caee Linit, dim Youth Ofending Teas

FE UNODE, Gocd Prac tices for the Pratectional Witnesses in Criminal Procesdings ireohing Ovganized Cime, UNODC Vienna,
2O0A. Hal 5

il lbid sl 31-33,
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Potret Peritndurpan Saksidan Korban

jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun juga mensyaratkan adanya peran
dari penyldik, penuntut smum dan hakim.

B. FPEMBAHASAN

B.1. Hak-Hak Prosedural Saksi dan Korban dalam Berbagai Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia

Sebelum Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban di-
berlakukan, peradilan pidana belum memberikan tempat secara khusus bagi penanganan saksi dan
korban, Keberadaan saksi maupun korban umumnya diposisikan sebagal pihak luar dalam proses
peradilan yang berjalan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomaor
13 Tahun 2006 dan persbahannya Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014) selayaknya dipasisikan
untuk melengkapi hukum acara pidana yvang diatur dalam KUHAP sehingga mengikat semua sub-

$isiem peradilan pidana.’’ Hak-hak yang dijamin dalam UL Momaor 31 Tahun 2014 diuraikan dalam
tabel di bawah inic

- | Pasal Pt Bentuk Layanan 3
b ok g st {1 | PasslSavar il hunda | Perlindungan atss keamanan prbaci, kehusngs dan

dengan perindingan harta bends serts bebas dari ancamun yang berkenaan

| BLat WramIAA | | diengan kesaksian Korban yang akan, sedsng atau telsh

| dhbseribaminya |
1 2 Il‘l‘l.-H!n.rr.li-lH basrui Drrabuisakan slentitainya !

L

! 1 Pasal 5 pyat {1] Brarul j Mendapatican identias bana
I a Pasal St (Hhhunef b | Mendaparkas 1empal kedisman semsntaa

Sy | S | Ponal S syt () hunad | | Mendapaskan tempat kedisman baru

13 Lihat Peryelesan Umem Unclang-Undang Nome 13 Tatun 2006 terdang Perlindungan Saksi dan Korban alinea empat “Per-
linchungan Salu dan Korisan delken proses pHaSlan pidana o indoresa belum dutur secara Shusa, Paial 50 sampai den-
e Pl 4 Uy Uneling Momar 8 Tabwn 1981 1entang Hiskum Acsrs Pedsnan harya mengatur peilindungan terladap
beridagics ataws ferclais wetuk mendapatian parindungen dan berbegs kemungiingn pelanggarsn hak asas manusia
Dieh kavena Au sudah thatnys perbndungan Saksi dan Korban dutur dengan undang Ladareg sendin®
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0| Haboyang e & Fasal 5 ayat (1) huwuf € Memberikan ketersngan tinps tekanan dalem setisp
dengan peodes dan B [t tahapan proses Fukum yang berdangsung.
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| terdapat hambatan beituhats,
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Dari uraian hak-hak tersebut, pada dasarnya merupakan norma perfindungan bagi saksi
dan korban yang wajib dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Berdasarkan kategorisasi hak-
hak dan bentuk layanan tersebut, hak-hak prosedural identik dengan kategor hak yang terkait
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dengan proses dan administrasi peradilan pidana, seperti memberikan keterangan tanpa tekanan
pada setiap tahapan proses pidana, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat,
mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan pendampingan, memberikan kesaksian tanpa hadin
langsung di persidangan (bisa melalul sarana elektronik atau kesaksian tertulis), perlindungan hu-
kurn untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporan atau Kesaksiannya,
mendapatkan informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan, hingga informasi terpidana
dibebaskan, serta penanganan khusus bagi saksi pelaku dan pelapor dalam proses pemeriksaan
dan penghargaan atas kerjasamanya dengan penegak hukum.

Atas hali-hak tersebut, terdapat prosedur-prosedur dalam hukum acara pidana yang mendg:
atur bagaimana pelaksanaanmmya. Dalam konteks inilah tindakan prosedural melalui otoritas penyidik,
penuntut umum dan hakim, diperukan untuk menjamin pemenuhan hak prosedural saksi dan korban,

Sementara hak pemulihan korban melalui bantuan medis, psikologis, danfatau psikososial,
penggantisn biaya transportasi persidangan atau biaya hidup sementara, dan perfindungan fisik

atas keamanan saksi dan korban, tidak langsung terkait dengan preses persidangan atau tahapan
pemeriksaan yang memerlukan penggunaan otoritas penagak hukum secara penuh. Artinya, jika
salksl dan korban telah memenuhi persyaratan untuk layanan pedindungan, LPSK bisa secara lang-
sung mengambil tindakan tanpa bergantung dengan otoritas penyidik, penuntut umum atau ha-
kim. Lain halnya dengan hak mengajukan permohonan restitust atau kompensasi, membutuhien
cloritas dari penyidik, penuntut umum dan kekuasaan hakim yang memutuskan dapat diterima
atau ditolaknya permohonan restitusi atau kompensasi aleh korblan, Dalam konteks mewujudkan
hak substantif dari korban terkait dengan keadilan bagi pemuliban atas kerugianmya akibat suatu
tindak pidana, diperlukan tindakan-tindakan prosedural oleh otoritas dari pihak yang terkait.

Peraturan perundang-undangan terkait hak-hak prosedural tersebar di berbagal undang-
undang, Namun, dasas penerapan terkesan lemah sebeium lahirmya Undang-Undang Perlindungan
Saksi dan Korban. Dalam KUHAP (Undang-Undang Nomar B Tahun 1981), terdapat beberapa aturan
¥ang mengatur mengenai nak mendapatkan informasi dan perkembangan kasus, hak mendapatkan
Infoemasi mengenal putusan pengadilan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, hak
mendapatian bantuan hukum, hak mendapatkan penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan
yang mengerat dan hak untuk mengajukan ganti kerugian.

Pada Undang-Undang Momor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, hak-hak prosedural bagi saksi berupa hak untuk tidak memberitahukan atau menyebut
nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketabuinya
identitas (Pasal 31) dan hak untuk menclak menjadi saksi bagi ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kan-
dung. istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Mereka dapat diperiksa sebagal saksi apabila

mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa dan mereka dapat mereka dapat
memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah {Pasal 35).

Undang-Undang Nomar 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatus
ketentuan tentang perindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, yang bentuk-
bentuknya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Per-
lindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat. Setidaknmya terdapat
Uiga hak prosedural yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, yaitu: hak untuk mera-
hasizkan identitas (Pasal 4 huruf b), hak untuk pemberian keterangan pada saat pemeriksaan i
sidang pengaditan tanpa bertatap muka dengan tersangka (Pasal 4 huruf ¢} dan hak untuk meng-
akses ganti kerugian dan kompensasi (Pasal 35 UU Mormor 26 Tahun 2000),

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembe-
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rantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan melalul Undang-Undang Nomar 15
Tahun 2003. juga mengatur hak-hak perosedural bagi saksi dan korban, seperti hak memberikan
keterangan dengan bebas tanpa tekanan (Pasal 34 ayat (1)) hak untuk tidak menyebutkan nama
atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketabuinya identitas
pelapor (Pasal 34 ayat [2]), hak atas kerahasiaan identitas (Pasal 34 ayat (21, hak atas pemberian
keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka
{Pasal 34 ayat (3]), hak atas informasi putusan pengadilan (Pasal 35 ayat 31} dan hak karban untuk
mengakses kompensasi dan restibusi (Pasal 3 ayat (1)L

Uindang-Undang Momor 21 Tahun 2007 tentamng Pemberantasan Tindak Pidana Perdsgandgan
Orang, memuat rumusan-rumusan hak-hak saksi dan korban yang cukup komprehensif. Hak-hak
prosedural yang dimuat dalam undang-undamg tersebut di antaranya hak atas perahaziaan identitas
bagi pelapor (Pasal 33 ayat (1)), hak atas pemberian keterangan jarak jauh melalui alat komanikasi
audio wisual (Pasal 34), hak untuk didompingi sdvokat atsu pendampingan lain yang dibutuhkan
(Paznd 35), hak atas informas atas perkembangan kasus bagi korban, yang dapat berupa pemberian
saliman berita acara setiap tahap pemenksaan (Pasal 36 ayat (1], membenkan keterangan tanga
hadirnya terdakwa (Pasal 3 ayat (1)), hok atss pemenksaan dalam setiap tahap tanpa menggunakan
toga atau pakaian dinas bagi korban/saksi anak (Pasal 38), hak atas persidangan tertulup bagi saksi/
korban anak, dengan tanpa kehadiran terdakwa dan didampingi didampingi orang tua, wali, crang
tua asuh, advokat, atau pendamping lainmya (Pasal 39 ayat (1), hak atas perneviksaan saksi di luar
persidangan dengan perekaman bagi saksifkorban anak (Pasal 40 ayat (1)), hak atas perahasiaan
identitas bagi saksi/korban (Pasal 44) dan hak untuk mengakses restitus (Pasal 48],

Kejahatan narkotika yang diatur melalui Undang-Undang Nomar 35 Tahun 2009 juga
menyebutkan sejumlah hak prosedural antara laén larangan menyebutkan identitas pelapor dalam
Pasal 95 ayat (1) di sidang pengadilan. Selanjutnya, pada Pasal 99 ayal (2] disetutkan, pada saal
sebelum sidang dibuka, diingatkan kepada para pihak untuk tidak menyebutkan identitas pelapor/
namaSalamat pelapor.

Kejahatan pencucian uang, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2070 teniang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kontels perdindungan saksi.
diatur dalam Bab IX mengenal Pedindungan bagi Pelapor dan Saksi. Secara umum terdapal tiga
bentuk perlindungan, yaitu perlindungan atas identitas pelapor dan saksi, perlindungan khusus
bagi pelapor dan saksi yang mendapatkan ancaman/intimidasi dan perlindungan hukum untuk
tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata atas laporan atau kesaksiannya
(Pasal 8 ayat (11). Pasal B3 ayat{1) memerintahkan kepada pejabat dan pegawai Pusat Petaporan dan
Analisa Transaksi Keuangan untuk merahasiakan pelapor. Sedangkan penunutut umum, hakim dan
pihak lain terkait dengan kejahatan pencucian uang dalam pemeriksaan di persidangan, dilarang
menyebutkan nama/alamat pelapor/fidentitas pelapor (Pasal 85 ayat (1))

Perlindungan bagi saksi dan kerban anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dalam undang-undang iu, termuat aturan perhin-
dungan bagi anak saksi'* dan anak korban' dalam Bab Vil tentang Anak Korban dan Anak Saksh

14 Definisi undang-undsng "Anak yang menjsd Sk Tedss Prdana yaeg selinjuinys doebut Asak Sakyl adalah snak yang
behum berurnus 18 idelapan belas) tibun yang dapat memberikan kiterangan guna kepenling e pesyan, peroniutan,
dhars peme sasn o sitking pengadilen 1EnEang suaba perkard pidanayang delengae didéut, dan / st dislaminga sendin
Lénat Pasal | angka % UL Mameer 11 Tabam 002 tentang Srfem Peradilan Prdana Ank.

15 Dwfini undarg-undang “Ansk yang meejacs Koiban Tindak Prdana yang selanutryas disebat Anak Kochan adalah ansk
yarg bahen Berarmir B Jdelapan belay) taban yaeg mengatami percertise kiik, mental, dan atau benglan ekencnt
yang chspbalkan aleh lindak pedana” Likat Paal § argia 4 LU Momaor 1) Tatsen 1312 tentarg Sstem Peradilan Padland Anak
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tanggal 5 Juni 2017 sesuai standar operasional prosedur di LPSE. Tim pendamping sebelum pelak-
sanaan sidang akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait pelaksanaan pendam-
pingan kepada ketua pengadilan setempat yang ditembuskan kepada majelis hakim yang meng-
adili perkara yang bersangkutan.

Sidang yang dejadwalkan jam 08.00 pagi, banu dimulal pukul 10.00. Pengunduran itu dika-
renakan alasan menunggu pengacara terdakwa. Secara umum kondisi persidangan kondusif na-
mun kurang representative, mengingat ruang tunggu korban (yang akan bersaksi] berdekatan
Gengan nuang tunggu para terdakwa yang berjumlah tujuh orang. Dengan pertimbangan situasi
itu dapat memengaruhi psikologis korban, lalu korban ditempatkan di luar gedung pengadilan
sambil Tim Pendamping LFSK meminta kepada ketua pengadilan untuk bisa menyediakan ruang
Munggu yang representatif. Ketua pengadian melald kebijakannya menyediakan salah satu ruang
yang kemmudian difungsikan sebagal ruang tunggu bagi korban,

Waktu persidangan tiba dan karban dipangagil ke ruang persidangan untuk bersaksi, korban
bersama tim pendamping dari LPSK masuk ke ruang sidang. Pada saat persidangan akan dimulad,
hakim ketua meminta para tim pendamping untuk ke luar ruang sidang, dengam pertimbangan
kasus asusila, sidang dilakukan tertutup. Tim pendamping menyampaikan penjelasan terkait tugas
dan fungsi LPSK dalam konteks pendampingan berikut dasar hukumnya dan menyatakan kebe-
Fratan atas perintah hakim, Mamun, ketua majelis hakim bersikukuh atas keputusannya tersebut
Atas pertimbangan menghargai pengadilan, tim pendamping dari LPSK ke luar dari ruangan
pervidangan.

Alas peristing tersebut, tim pendamping menyampaikan keberatan kepada ketua peng-
adilan. Dasar untuk merminta ptrrdamwng ke luar dariumﬂl:_r ﬁid.;unl:} karena dikhawatirkan informas
yang senditif akan bocos, denilai tidak berdasar karena pendampingan telah dilakukan sejak
pemyidikan dan pendamping bertanda tangan di tiap halaman berita acara pemeriksaannya. Pada
53t itu juga saksi/korban ditanyakan oleh tim pendamping, apakah yang bersangkutan keberatan
dan tidak bersedia jika diperiksa di persidangan tanpa pendampingan, korban menyatakan akan
tetap meneruskan persidangan karena berbagal pertimbangan, Seandainya korban menyatakan
tidak bersedia, tim pendamping akan membawa pulang saksi/korban tersebut, Merespon peris:
trera tersebut, LPSK mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung pada 12 Juni 2017 [Nomor
Surat R-1798/1.3/LPSK/06/2017) yang pada intinya meminta perhatian dari pimpinan Mahkamah
AGung terkall peristiva penolakan majelis hakim terhadap pendamping korban yang sedang me-
laksanakan tugasnya. Atas surat tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan cepat melalul surat
tertanggal 11 Juli 2017 Nomor 1795/PAN/MHE 04/7/2017 perinal penjelasan, Pada intinya, setelah

mempelajari dan meneliti permasalahan tersebut. Mahkamah Agung menyatakan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang melakukan pendampingan saksi/korban
dalam proses paradilan. Oleh karenanya tidak terdapat alasan bagi majelis hakim untuk menolak
kehadiran dan memerintahkan petugas LPSK ke luar ruang sidang dengan alasan persidangan di-
myatakan tertutup untuk umum.

Kasus I, LPSK memberikan perlindungan kepada tujuh korban tindak pidana perdagangan
ofang dan kekerasan seksual yang diperdagangkan melalui jaringan internet lewat sebuah grup
media sosial dengan empat orang terdakwa. Berdasarkan Keputusan LPSK Nomaor: A1516/KEP/
RP-LPSKAC016 5/d A1522/KEP/RP-LPSKAN/2016 tanggal 14 November 2016, LPSK menerima per
mahanan perlindungan tujuh orang korban dengan Bentuk Layanan pemenuhan hak prosedural
bagi saksifkorban, berupa pemeriksaan melalul video konferensi atau telekonferensi, Pertimbangan
datam memberikan layanan hak prosedural berupa pemeriksaan saksivkorban melalui video kone
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ferensi atau telekonferensi didasarkan karena enam orang kerban masih berusia di bawah 18 tahun
dan karakter kasusnya, jika 51 korban sampai terekspose ke publik, dikhawatirkan memenganihi
psikologis dan sosiologis kepada korban dan keluarganya,

segera setelah pelimpahan berkas darl penyidik ke jaksa rampung, LPSX berkoordmasi dan
menyampaikan saran kepada kejaksaan untuk melaksanakan pemeriksaan saksifcorban melahui
video konferensi atau telekonferensi. Usulan itu disambut kejaksaan, namun ketetagan untuk bisa
atau tidaknya acara pemeriksaan, diputuskan oleh hakim. Selanjutnya pada saat proses persidangan
dirmalal, jelang pemeriksaan saksifkorban, LPSK mengajukan surat untuk berkoordinasi dengan
ketua pengadilan dan majelis hakim terkait permohanan pemeriksaan saksi‘korban melald video
konferensi atau telekonferensi, Pada koordinasi tersebat, dengan Lindasan pemeriksaan anak saksif
anak korban sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Sistem Peraddlan Pidana Anak, disetujul
untuk pemeriksaan saksi/korban anak menggunakan sarana video konferensi.

Hari persidangan pun ditentukan dan para korban dijadwalkan menyampaikan keterangan/
kesaksiannya pada tanggal 6 Februari 2017, Sehari sebelum persidangan dilaksanakan, atas izin
ketua pengadilan, Tim LPSK menyiapkan perangkat video konferensi di pengadilan, berupa pema-
sangan video kamera, perangkat suara dan mier yang akan mengatur lalu lintas konferensd, Tim
LPSK juga memastikan tidak ada celah bagi pengunjung pengadilan untuk dapat melihat saksif
kasrbran di Fuang tunggu, ruang Pk Laan dan mang sidang utama dirmana hakim, I-!h'-"ﬂ.- dchrokat
serta terdakwa berada, Sermua kaca reangan di tiga ruang itu ditutug sementara.

Sehan sebelum persidangan, para saksifkorban dikumpulkan untuk diberikan pengarahan
yang materinya berupa pengenalan prosedur persidangan, etika dalam persidangan dan teknis
video konferensi, Pada harl pelaksanaan, sidang dengan agenda katerangan saksi/korban berlang-
sung lancer, Sterilisasi dilakukan di area dekat ruang tunggu saksi dan ruang pemerikiaan, yang
terpisah dari ruang sidang utama dilakukan. Setiap pergerakan darl ruang ke ruang, wajah saksif
korban ditutup dengan topeng untuk menghindari pengambilan gambae secara sembunyi-sem-
bunyi. Secara keseluruhan sidang berjalan baik, Saksi/korban didampingi selama proses pemerik-
saan. Sinerai penyidik, penuntut umum dan hakim, berjalan baik dan memuaskan. Terakhir, rekam-
an penuh proses persidangan diserahkan kepada pengadilan sebagai dokumentasi yang secara
hiskum merupakan hak dan pengadilan,

Dari dua contoh kasus tersebut, tergambar bagaimana dinamika pemenuhan hak-hak pro-
seddural bagi saksi dan korban dalam praktik, Ternyata tidak semua penegak hukum memahami hak-
hak saksi dan korban dalam proses acara pidana. Di sisi lain, terdapat pula penegak hukum yang
memiliki pengetahuan dan perspektif yang komprehensif mengenat hak-hak saksi dan korban yang
memeriukan tindakan prosedural yang berasal dari otoritas yang dimilikima.

C. PENUTUP

Potret mengenai hak-hak prosedural bagi saksi dan korban pada tataran konsep, penormaan
pada peraturan perundang-undangan dan praktikiya di Indonesia, memBerikan kesadaran dan
wawasan bahwa pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban bukan menjadi tegas dan tang-
gung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban semata, Namun, dibutuhkan peran dan ke-
sadaran dari penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim melslui kewenangannya yang diberikan
undang-undang untuk mewujudkannya dalam penegakan haukum,

Kembali pada akar konsep dan prinsip-peinsip yang berkaitan dengan pementihan hak-hak
prosedural saksi dan korban, maka perlu dipertimbangkan uraian berikut:

1. Dalam proses peradilan pidana, hakikatnya saksi dan korban diperiakukan sepenuh hati
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dan diberfkan penghormatan atas martabatnya, termasuk dalam proses wawancara selama
pemerilsaan, mulal dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

2. Pengejawantahan prinsip non-diskriminasi terhadap crang yang menjadi saksi atau korban
dalam semua segi pada pelaksnaan admindstrasi peradilan pidana.

3. Proses peraditan pidana selayaknya memberikan ruang bagi saksi dan korban untuk berperan
serta, dimana peranan saksi dan korban penting untuk menghindari perasaan bahwa mereka
hanya dimanipulasi untuk kepentingan pembuktian semata. Beberapa sistem hukum telah
memasukkan dan mengakui pandangan korban (victim opinion termasuk victim impact
statement) sebagai bagian dalam tahapan acara peradilan pidana.

&, Elemen mendasar untuk menghormati martabat saksi dan korban adalah jaminan adanya
perlindungan yang efektif bagi orang yang akan bersaksi dengan menerapkan prisnsip

“tidak merugikanmembahayakan® (da ma harm) dan memastikan keamanan mercka sebe-
lum, telama dan setelah proses peradilan,
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Raja Baringin Grahita Matha Hutajulu

A, PEMDAHULUAMN
enanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia semakin ha semakin kompleks

dan penuh tantangan, Berbagai kepentingan safing berbenturan dengan upaya pene-
gakan hukum yang semakin masif dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya pem-
berantasan perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian, upaya masif yang dilakukan
dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi seringkali tidak tevlepas darl peran
swerta masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitamya,
baik di dalam interaksi bermasyarakat maupun dalam lingkup pekerjaannya masing-masing.
Peran masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan sekitamya dari
sisd aturan normatif merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dalam Pasal 165 KUHF di-
sebutkan, pada intinya setiap orang yang mengetahul tentang adanya suatu kejahatan, tidak me-
lakukan upaya pencegahan dan tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dapat dipidana
sesuai kejahatan tersebut. Hal ini diatur karena dalam sudut pandang pembuat undang-undandg, hal
tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pembiaran karena jika tidak diberitahukan segera, maka
orang tersebut dapat dikatakan member kesempatan pads seseorang untuk melakukan kejahatan.
Namun demikian, negara mengamanatkan kewajiban bagi warga negara uniuk maelaparkan tentang
suatu tindak pidana dengan timbal balik adanya sebuah hak perfindungan.
Hak perlindungan terhadap seorang pelapor berdasarkan ketentian undang-undang di-
berikan sama dengan hak yang diberikan terhaap seorang saksi, Berdasarkan Undang-Undang
Momor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentansg Per-

indungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5 menyebutkan, saksi dan korban berhakc
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, kefwarga, dan harta bendanya, serta be-

bas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah dibe-
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rikanimya;

b ikt serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perindungan dan dukungan

kearmanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapat penerjermah;

bebas dari pertanyaan yang menjeral;

mendapat informast mengenal perkembangan kasus;

mendapat informasi mengenal putusan pengadilan;

mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan:

L dirahasiakan identitasnya;

§ mendapat identitas bary;

k. mendapat tempat kediaman sementara;

L mendapat tempat kediaman ban;

m. mempensieh penggantian biaya transportasi sesual dengan kebutuhan;

n.  mendapat nasihat hukum;

0. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
dan/atauy

p. mendapat pendampingan,

= - T -

Dalam Fasal 5 ayat (3) disebutkan, selain kepada saksl danfatau korban, hak yang diberikan
dalam kasus tertentu tersebut, dapat dibesikan kepada saksi pelaku, pelapos, dan ahli, termasuk
pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana
meskipun tidak la dengar sendiri, tidak ia lshat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang kete-
rangan orang itt berhubungan dengan tindak pidana.

Dalaim Pasal 28 ayat (3), perfindungan terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat:

a. sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli: dan
b. tingkat ancaman yang membahayakan pelapar dan ahli,

Perlindungan diberikan terhadap secrang pelapor, juga dengan pertimbangan bahwa pe-
lapor telah mengorbankan dirinya untuk menerima risiko-risiko yang mungkin dihadapi sebagal
dampak darl pelaparannya. Risiko yang seringkall dihadapi pelapor adalah ancaman teror fisik darl
pshak tertentu yang tidak hanya teshadap dirinya sendiri, namun juga sampai dengan anggota ke-
huarganya, yang bertujuan menimbulkan rasa takut bagi pelapor sehingga enggan untuk mem-
besikan atau melanjutkan keterangan/kesaksiannya kepada aparat penegak hukum tentang suatu
tindak picana yang sedang atau akan dilaporkannya.

Ancaman secara fisik yang dihadapi oleh pelapor int harus disikapi dengan serius dan perlin:
dungan secasa fisik harus segera diberikan sehingga tidak berdampak menurunnya moril pelapor
dan memberikan rasa aman bagi dirinya beserta keluarganya atas konsekuensi keterangan/kesak-
skan yang disampaikannya kepada aparat penegak hukum,

Perlindungan fislk pengamanan dan pengawalan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan
tingkat ancarman yang dihadapi oleh pelapor, Pada umumnya perindungan secara fisik ini dapat
berhiasil atau berjalan dengan baik sepanjang kerja sama petugas yang melaksanakan perlindungan
dan pelapor yang dilindungi dapat bekerja sama, dalam arti petugas yang melaksanaan perlindung-
an menggunakan standard operating procedure (S0P] yang telah ditetapkan dan menggunakan sa-
fanan prasarana pendukung yang memadai, serta keberadaan pelapor atauw subivek yang dilindungi,

®
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tidak melakukan hal-hal yang daopat membahayakan keselamatan dirinya sendiri serta keluarganya.
Hal yang menjadi tantangan terbesar dalam memberikan perlindungan terhadap seorang pelapor
adalah memberikan layanan perlindungan hukum.

B. PEMBAHASAN
B.1. Perlindungan Hukum Felapor

Pengertian perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, menyebutkan, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi danfatau korban yang wajib dilaksanakan
LPSK atau lembaga lainmya. Kata-kata "yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya®
mengandung makna pemberian perlindungan merupakan sebuah kewajban yang dilaksanakan
oleh tidak hanya satu institusi, melainkan termasuk lermbaga-lembaga penegak hukum dan instansi
terkait yang mempunyal tugas dan kewenangan dalam mewujudkan hak-hak perlindungan bagi
saksi dan korban.

LPSK sendiri membagi perlindungan menjadi tiga, yaitu perdindungan fissk, perfindungan
hukum dan layanan pemenuhan hak prosedural saksi, Pada kesempatan i, penulis akan fokus
pada bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum.

Beberapa pengertian perlindungan hukum berdasarkan pendapat beberapa ahli adalsh
sebagai berikut:

“Perlindungan hukum merupakan harkat dan martabat serta pengakuan terhadagp hak asasi

manusia yang dimiliki oleh subjek hulum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada

ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah teradinya kesewenandg-
wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagal pedindungan atas
kepentingan manusia™

Dari beberapa pendapat ahli tantang pengertian petlindungan hukum di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia selaku subyek hukum, yang
diberikan untuk menjamin harkat dan martabat serta rasa keadilan warga masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap seorang pelapor, berarti hak tersebut
diberikan dalam konteks proses hukumn yang sedang berjalan, Pelapor dalam konteks sebuah proses
hukum merupakan orang yang menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum yang ber-
wenang tentang adanya suatu peristiwa/tindak pidana. Oleh karenanya perlindungan hukum yang
diberikan kepada pelapor haruslah menjamin harkat dan martabat serta rasa keadilan seseorang
atas informasi tentang suatu tindak pidana yang diberikannya kepada aparat penegak hukum.

Mengapa harkat dan martabat serta rasa keadilan bagl seorang pelagor itu penting untuk
dijaga? Hal ini perlu dipahami bahwa seorang pelapor ketika dirinya mengambil langkah untuk
memberikan informasi kepada penegak hukum, dia telah mengambil risiko untuk berada dalam
posisi yang berlawanan dengan pelaku tindak pidana. Posisi berlawanan inf menimbutkan risiko
benturan konflik kepentingan dimana pelaku atau kelompok pelaku dengan segala daya, akan me-
lakukan segala upaya untuk menghalangi langkah seorang pelapar,

Bentuk konkrit darl upaya “menghalangi® ini dalam praktik yang dapat terlihat jelas adalah
upaya memberikan ancaman secara fisik yang diberikan tidak hanya terhadap dirl pelapor, tetapi

juga terhadap keluarganya. Seringkali upaya“menghalangi® pelapor ini dilakukan secara kasat mata
namun mempunyai efek atau dampak yang luar biasa bagi dirl atau kehidupan petapor. Hal yang

1 Philpus M. Hadjon, 1967, Perlindungan Mulam Bagl Fakyat Indonesia, Surabays: Bisa llmuh. 19
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s merupakan “perbasatan yang tidak dikehendaki® vaitu perbuatan yang mendatangkan
kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;

£ penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “blaya dan hasil® (cost-
benefit principlel; dan

d.  penggunaan hokum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya
kerja darl badan-badan penegak hakam, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas
[overbalasting).

Penanganan perlindungan tersebut merupakan contoh yang dapat dikatakan berhasil
walaupun jaminan perdindungan hukum itu baru dapat diimplementasikan di tahap persidangan
yang sehanrsnya dapat dipahami dan dilakukan aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan/
penyidikan awal. Dengan demikian hal inl dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat meng-
ungkap tindak pidana dan menciptakan iklim yang kendusif dengan cara memberikan perlindungan
atau menemukan sualu hal yang dilpal: membaniu mn:ngungﬁ;.}p tindak pidana Windg telah terjadr
dan melaparkan hal tersebut kepada penegak hukum,

Pada kasus tersebut di atas seharusnya tidak dilakukan proses hukum karena memberikan
pelaponn kepada aparat penegak hukum bukan merupakan tindak pidana, Menurut Moeljatno,
ada tiga alasan yang dapat menghapuskan pidana, yaitu:?!

1,  Alawan pembenat yailu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan

pidana;

2 Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakws (menurut Prof. Nico
Keijzer adalah menghapuskan tercelanya perbuatan terdakwea):
Alasan penghapus penuntutan, artinya tidak reenikirkan sifat perbuatan dan sifat pelakunya
(rercelanyal, tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atau kemanfaatannya ba-
gl kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan, yang menjadi pertim-
bangan adalsh kepentingan umum.

3

Dengan demikian pelapor yang mempunyal itikad baik harus diberi perlindungan hukum

dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga dia tidak merasa terancam atau terinti-
midasi, batk hak maupun jiwa.,

B.2. Tantangan dalam Perlindungan Hukum Seorang Pelapor

Pada contoh penanganan perfindungan yang telah disampaikan sebelumnya, hal tersebut
mierupakan salah satu contoh upaya menghalangi pelapor dalam memberikan informasi kepada pe-
negak hulurm. Namun, masth lerdapat banyak modus yang ditemukan dalam praktik layanan perfin-
dungan yang kerap dialami oleh pelapos, khususnya tindak pidana korupsd, Hal ini terjadi karena pela-
ku datam perkara tindak pidana korupsi mempunyai karakteristik latar belakang yang pada umumitya
berbeda dengan pelaku tindak pidana umum lainnya.

Dalam perkara tindak psdana korupsl, pelake pada umumnya merupakan kelompok orang-
ofang intelektual yang memiliki kekuasaan, baik di lingkungan birokrasi pemerintah atau memiliki
pengaruh di berbagai lini kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan dan kekuasaan tersebut,
pada umumnya bentuk ancaman atau intimidasi yang dialami pelapor adalah perlakuan diskri-
minatif dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini pada umumnya terjadi apabila pelapor melaporkan

1 Mosliatra, Asas-dad Huloon Pdana Jakara Ferarky Capta. 7005,

™
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dugaan pemyimpangan/konups di tempat kerpanya vang diduga dilakukan oleh pejabat atau atasan
dari pelapar,

Perlakuan diskriminatif ini dari pengalaman praktik perlindungan yang pernah dilakukan
pada umumnya dilakukan dengan cars melakukan mutasi jabatan struktural ke tempat yang dapat
dikatakan “kelas 27 dengan alasan kebutuhan organisasi birokrasi, atau dilakukan dengan cara
demosi/penurunan pangkat dengan dalih adanya pelanggaran etika yang dilakukan beberapa
wakiu sebelumnya, Bahkan, ada juga yang secara ekstrim me-non-iob-kan pelapor dani jabatan
strukturalmya dan melaporkan kepada penegak hukurm tentang swatu kasus pidana lainnya yang
disangkakan dilakukan oleh pelapor tanpa alat bukti vang memasdai stau obyektif (kriminalisasi.

Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap
pelapor atas perlakuan diskriminatif masih sangat minir, 5alah satu ketentuan yang mengatur
tentang hal inl adalah Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Uncdang-
Undang Momior 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 39 yang
menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menyebabkan Saksi danfatau Korban atsu Keluarganya
kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar
dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh) tahun dan pidana
denca paling banyak RpS00.000.000,00 [lima ratus juta rupiah)l”

Ketentuan ini tidak menjangkau perlakuan-perlakuan diskriminatif yang dilakukan terhadap
seorang pelapor, berupa mutast, demosi, atau nonjob, sehingga seringkali pelapor yang mengalami
kejachan ini hanya dapat pasrah tanpa mempunyai kemampuan yang dapat membendung
kebijakan yang dibuat cleh atasan.

Marmun, demikian, menyikapi hal ini, dalam praktiknya LPSX tetap melakukan perlindungan
dan adwokasi terhadap pelapor yang nyata-nyats mendapatkan perlakuan diskriminatif di tempat
kerjanya atas pelaporan yang dibuatriya, Tetapi, dalam melakukan perfindungan hulum, harus
diketahul pula aturan internal yang ada, yang seolah-olah dijadikan dasar dalam pemberian sanksi
atau perlakuan diskrimatil tersebut,

Selain itu, harus dapat dipakami, kronofogl yang teradi hingga perfakuan diskriminasi
permasalahan yang timbul sehingga pelapor mengalami perlakuan diskriminatif, apakah murni
merupakan konsekuensi dan kesalahan atau kelalaian pelapor terhadap suatu pekerjaan yandg men-
jadi tanggung jawabnya, atau memang merupakan bentuk intimidasi atas pelaporan/keterangan
yang disampaikannya kepada penegak hukum.

Apabila dari hasil telaah bahwa patut diduga terjadi perlakuan diskrimanatif, LPSK mefakukan
pertemuan koordinasi dengan pimpinan institusi pelapor secara berjenjang untuk menjelaskan
tentang hak perlindungan yang selayaknya dilaksanakan sebagaimana amanat dari peraturan per-
undang-undangan yang ada dan hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan kesepakatan, dilakukan
pembuatan MolJ kerja sama sehingga jaminan perlindungan dapat diberdakukan di institusi tersebut.

Mamun, demikian, pada umumnya institusi pelapor mempunyal sudut pandang yang
berbeda atau bertolak belakang dengan pelapor sehingga kebijakan yang dianggap merupakan
sebuah kebijakan intimidatif tersebut tetap dilaksanakan dengan dasar hasil pemeriksaan internal
yang membuat kesimpulan tentang adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleéh pelapor, se-
hingga jalan terakhir yang dapat dilakukan pelapor adalah mengajukan gugatan terhadap ke
putusan mutasl, demosi, atau mon-iob tersebut.

Contoh penanganan periindungan, Searang PNS di suatu kementerian melaporkan dugaan
korupsi di tempat kerjanya, kemudian diberhentikan darl status kepegawaiannya sebagai pegawai
negeri sipil atas pelanggaran disiplin dengan alasan telah menyebar pesan singkat dan pengaduan
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fitnah sehingga surat pembechentiannya ditandatangani oleh menterl. Hal ind dirasakan pelapos
sebagai bentuk upaya serangan balik terhadap yang bersangkutan atas pelaporan tipikor yang
disampaikannya kepada aparat penegak hukum. Atas dasar itu, pelapor mengajukan permohonan
perlindungan kepada LPSK dan LPSK melakukan beberapa langkah koordinasi perlindungan de-
ngan inspektur jenderal kementerian tersebut serta aparat penegak hukum yang menangani La-
poran unituk menyampaikan tentang hak pedindungan pelapor atas pelaporan perkara tindak
pidana korupsi yang disampaikan yang bersangkutan kepada penegak hukurmn.

Dalam perkembangannya, pihak penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut dan
tidak membuka identitas pelapor untuk menjaga kerahasisan pelapor dan tidak menempatkan
terlindung sebagai saksi dikarenakan pelapor secara jabatan maupun kepanitiaan, tidak terhibat
dalam pembangunan proyek vang dilaporkannya. Terkait SK pemecatannya, pelapor mengajukan
banding admnistratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan LPSK juga melakukan
koordinasi dengan BAPEK Al terkait upaya banding administrasi yang dilakukan pelapor atas 5K
pemberhentian vang dilakukan oleh menteri,

Dari hasil monitoring layanan, Bapek Rl mengabulkan upaya banding pelapor dan LPSK
melakukan periemuan dengan Biro Kepegawalan dar kementerian terkait guna membahas tindak
lanjut upaya banding administrasi yang dilakukan pelapor yang telah diputus Bapek sehingga
kermudian pihak kementerian membuat surat keputusan terkait status kepegawaian pelapor se-

sual hasil keputusan Bapek Rl agar yang bersangkutan dapat aktif kembali bakerja menjalankan
tugasnya sebagai PNS,

B.3. Upaya-upaya Penting dalam Perlindungan Hukum terhadap Pelapor

Berdasarkan praktik pengalaman penanganan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana
konupsi, upaya perlindungan harus swdah dimulal sejak tahap awal Artinya, sejak penyampaian in-
foermnarsi hanus sudah dapat dipastikan pelaporan tersebut rahasia dan tidak teridentifikasi identitas
pelapormya. Dalam praktik, banyak aparat penegak hukum yang menggunakan metode penerimaan
laporan yang semula merupakan sebuah pelaporan dari warga masyarakat, kemudian diubah men-
Jadi laporan informasi yang dilakukan oleh penegak hukum sendini untuk menghindari teridentif-
kasinya identitas pelapor, sehingga dapat meminimalksir potensi ancaman yang mungkin dihadapi.

Semangat menumbuhkan partisipasi masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana
korupsi. pemerintah membuat pregram rencana aksi nasional yang melibatkan semua kementerian/
lemibags terkait untuk bekerja bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,
Prasiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomeor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2006 untuk Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/instan-
siPemerintah Daerah, yang pada poin 12 lampiran inpres tersebut menyebutkan perlunya opli-
malisasi whistleblowing system untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di ke-
menteriantembaga dan swasta.

Hal yang mendasar program ini adalah pentingnya sebuah perlindungan terhadap searang
pelapor, sehinggs mekanisme penyampaian informasi sedini mungkin diatur agar menghindai
efek-efek negatil bagi pelapor pada saat dan setelah menyampaikan laporannya. Dengan adanya
whisthebiowing system, pelapor diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya penysm-
pangan/korupsi di Englungan sekitarnya dengan aman tanpa teridentifikasi identitasnya. Namun
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ink dapat berjalan baik. Perfu adanya pengawasan
terhadap sistem ini sehingga betul-betul mengakomedir pelaporan dengan baik.

Salah satunya diperlukan mekanisme administrasi pengelolaan whistellowing syshém yang
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akuntabel dan dikelala oleh orang-orang yang mempunyal infegritas dalam menjaga kerahxim-
an data. Whistleblowing system ind diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan, tidak hanya
penindakan tindak pidana korupsi. Karena jika sedini mungkin indikasi penyimpangan tersam-
paikan, korupsi dapat terbindarkan,

Peran pelapor memberikan informasi mengadi kunci. Terlebih pelaporan vang didukung
bukti pendukung yang memadai sehingga pihak pengelola whistieblowing system dapat segera
menindaklanjuti informasi yang masuk. Selain i, peran inspekiorat jenderal atau pengawas in-
ternal jugas menentukan whisifeblowing system dapat berjalan balk, karena dengan demikian sis-
tem perlindungan bagi pelapor dapat berjalan bersamaan. Kerja sama antaslernbaga dalam menin-
daklanjuti whisteblowing system sangat penting untuk mengakomodir informasi yang disampaikan
pelapor untuk dapat ditindaklanjuti, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap pe-
lapor sesual kebutuhan dan perkembangan eskalasi ancaman yang mungkin teradi,

D sisi lain, keberhasilan perindungan hukum terhadap pelapor juga deatentukan oleh niat
baik dari pelapor itu sendiri. Dalam praktik penanganan perlindungan terkadang masih ditermulan
adanya motif kepentingan lain selain penegakan hukum yang dilakukan pelapor dalam membiaat
pelaporan kepada aparat penegak hukum, madai dari persaingan politik, jabatan sampai dengan
rmotif lain yang terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang beraku (pemufakatan jahat).
Hal-hal seperti ini yang menjadikan petapor sulit dilindungi karena karakieristik pelapor yang seperti
ini pada umumnya mempunyai histor atau latar belakang personal yang kurang baik, sehingga
seringkall menjadikan pelaporannya sebagai tameng wiituk menutup kejahatanma sendir. Hal ini
yang seringkali membuat aparat penegak hukem menjadi resisten menindaklanjuti pelaparanrya.
Padahal, masih banyak pelapor-pelapor lain yang mempunyal itikad baik dalam menyampasian
informasi yang tidak mempunyal motil apapun selain ingin membuat adanya pensbahan atau
peErbaikan di ingkungan sekitarnya,

Keberadaan pelapor yang seringkall menjadikan pelaporannya sebagai ‘panggung” sering-
kali juga menyulitkan petugas pelindung untuk dapat bekerja optimal memberikan perlindungan.
Selain itu, tipikal pelapor seperti ini juga menyulitkan aparat peniegak hukum untuk bekerja secara
efektif dalam tahap proses yang membutuhkan kerahasian sebagal bagian dari strategi penyeli-
dikan/penyidikan, karena pelapor terlalu banyak mengumbar pelaporannya kepada media atau
publik sehingga memudahkan pelaku untuk membaca arah penanganan perkara dan membuat
strategi yang menyulitkan proses penyelidikan/penyidikan. Yang lebih berbahaya adalsh membuka
ruang bagi pelaku untuk mengetahul siapa pelapor dalam perkara ini sehingga dapat dirancang
upaya-upaya yang dapat mengancam keselamatan pelapor termasuk upaya-upays perlakuan dis-
kriminatif wang sulit untuk diantisipasi apabifa hal tersebut terjadi

C. FENUTUP

Berdasarkan pengalaman dan praktik penanganan perfindungan terhadap pelapor, penulis
menyimpulkan keberhasilan sebuah petlindungan, khususnya terhadap pelapor ditentukan berba-
gai faktor, yaitu:

I.  Kemampuan/kapasitas pemberi perlindungan dalam memberikan perlindungan yang mak-
simal sesual kebutuhan, termasuk dalam mengadvokasi dan bekerjasama dengan instansi
terkait,

2, ltikad baik dan karakter darl pelapor itu sendiri yang harus betul-betul mempunyai sema-
ngat dan niat untuk memperbaiki atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bu-
kan karena didasari motif kepentingan pribach, atau bahkan motif pemufakatan jahat.
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3. Peran serta aparat penegak hukum yang responsil menindaklanjuti laporan yang disam-
s paikan sehingga terhadap pelaku segera dilakukan tindakan hukum dan mencegah palaku
melakukan hal-hal yang dapat mengurangi hak perlindungan pelapor/saksi,

4. FKerja sama dengan instansi terkalt, khususnya tempat dimana pelapor bekerja, harus me-
miliki pandangan yang sama tentang pentingnya perlindungan pelapor sehingga tidak
melakukan perlakuan-perlakuan vang bersifat intimidatif atau dikriminatif terhadap pelapor
di lingkungan keranya.

5. Mengoptimalkan whisteblowing systemn sebagal sarana penyampaian informasi yang ter-
jamin rahasia datanya serta dikebola dengan peniuh integritas serta terkoneksi dengan apa-
Fal penegak hukum yang dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui whiste-
biowing system dan terkoneksi dengan LPSK sehingga dapat diberikan perlindungan yang
maksimal terchadap pelapor di setiap instansi sesuai kebutuhannya masing-masing.
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PRAKTIK PERLINDUNGAN
SAKSI PELAPOR PUNGUTAN LIAR
OLEH LPSK

Rully Movian

A PENDAHULUAN
paya pemerintah melakukan “bersih-bersih® pada sektor pelsyanan publik cukup serius
karena dampak nngatif dari praktik pungutan liar sangat rerugikan masyarakal dan
negara. Praktik pungutan liar menimbulkan dampak bundk bagi iklim investasi di indo-
mesia, Hal tersebut dapat terjadi jika proses sustu perzinan yang semestinya sangat
sederhana, dibuat berbelit-belit dan memerlukan banyak béaya sehingga berdampak
pada investor (pemilik modal), Mereka akan berpikic ulang untuk menjalankan sebuah ussha di
Indonesia. Kondisi ini tentu melemahkan persaingan usaha di Indonesia dibandingkan negara kain.
lhwal serupa terjadi pada sektor pelayanan publik lain, dimana prakiik kotor ini seperti
sudah menjadi budaya di masyarakat, Bahkan, tidak jarang masyarakat turut berperan aktif da-
lam praktik ini. Kondisi demikian bukan tanpa sebab. Pada masa laly, masyarakat yang ingin
membuat KTP harus membayar sejumiah uang kepada petugas dengan alasan “percepatan’ Kata
“percepatan” inilah yang sering digunakan pelayan publik untuk meminta sejumizh uang, barang
atau jasa tertentu. Praktik semacam ini kemudian menimbulkan sinisme dengan kalimat sindiran
sehingga memunculkan ungkapan, sepertl “kalau bisa dipersufit kenapa dipermudaly’, “gak ada
makan siang yang gratis, atau dalam praktik penegakan hukum, misalnya, muncul istilah “melapor
hitang kambing, malah hifang sapi™
Melihat praktik kotor kongkalikong bawah tangan yang seolah-olzh kemudian menda-
patkan pembenaran pihak-pihak yang terlibat (pemberi dan penerima), menimbulkan perfanyaan
besar, apakah ini merupakan budaya dalam pelayanan publik di Indonesia? Jelas, jika melihat
aturan yang ada, kita dapat dengan segera menjawab bahwa hal tersebut tidak badk dan tidak
dapat dibenarkan, Namun, dalam praktik saat ini masih banyak dan sering dijumpai praktik pu-
ngutan lar yang dilakukan pelayan publik. Atas praktik pungutan lar, pamerintah menilai hal ter-
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Pungli yang terjadi saat inl tidak hanya menyasar pada pelayanan yang sifatnya perizinan
saja ranyun dudah masuk ke seluruh layanan administrasi publik, mulai dari pengurusan KTF surat
kematian, akia lahir, masuk sekolah, sumbangan di sekalah, mencar pekerjaan, sampai urusan nikah
yang sangat privat, semua sudah terpapar virus pungli. Dari catatan laporan yang masuk ke Om-
budsman pada tabun 2016, sektor yang paling banyak melakukan pungli adalah pendidikan yang
berada pada urutan pertama. Kemudian sektor pértahanan, penegakan hukum, adminduk, cuka
dan pajak, kepegawaian, perhubungan, perizinan, dan yang terakhis, kesehatan, Dapat disimpaulkan
bahwa hampir sebagian besar pelayanan publik di Indonesia telah dilaporkan terjadi perbustan
pungli, baik di daerah maupun pusat,

Pemerintah kemudian melihat pengli sebagai hal yang merusak sendi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dari siaran pers yang dirilis Satgas Saber Pungli, sejak dibentuk pada bulan Oktober
2016 hingga 2 Agustus 2017, satgas telah menerima 31,110 laporan terkait pungbi dari makyarakal.
Pengaduan terkait pelayanan masvarakat menjadi vang tertinggi mencapal 36% dari 31,110 la-
poran yang masuk. Angka terbanyak lainrya berada pada aduan di sektor hukum sebanyak 26%,
pendidikan sebarmyak 18%, scal perizinan sebesar 12% dan kepegawaian £%. Selama sembilan
bislan terbentuk; Satgas Saber Pungli telah melakukan 917 OTT, dengan jumilah tersangka sebanyak
1.834 orang dari berbagai instansi dengan barang bukti berupa uang senilal Rp17.623.205.500.

Sektor pelayanan publik menjadi sektor yang sangat rentan akan transaksi pungli. Ada
beberapa faktor penyebab maraknya pungli di Indonesia®

1. penyalahgunasn wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang;

1. faktor mental, karakter atau kelakuan daripada seseorang:

3. faktor skonoml, penghasilan yang bisa dikatakan thidak mencukupi kebutuhan hidup tidak
sebanding dengan tugas/jabatan;
faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang berjalan terus-menerus sebagai hal
biasa;
5 terbatasnya sumber daya manusia; dan
6. lemahnya sistem kontrod dan pengawasan oleh atasan.

Penindakan terhadap praktik pungutan liar dilndonesia tidak harya menyasar penyelenggara
negard, namun juga korporasi {sektor wasta) atau percrangan yang melakukan upaya paksaan

atau ancaman untuk memberikan sesuatu barang (pemerasan) terkail penyelenggaran pelayanan
publik yang dikelola sektor swasta (bukan negaral,

B.2. Penindakan dalam Pidana Suap, Gratifkasi dan Pemerasan

Suap (bribery] barmula dari asal kata“briberie” (Perancis), yang artinya “begging " (mengemis)
atau “vagiancy” {penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut “briba”, yang artinya “a piece of
tread given to beggar” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya,
“Dribe” bermakna sedekah, “blackmail”, stau “extortion” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “gifts
received or given in order to Influence corruptly” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberi-
kan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup), Suap-menyuap bersama-sama

% s-sabeer-pungli-rin-Tkermantenan-palng bermasalah, o akses et taragoad
¥ budan cdcipber 30017, o 2
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dengan penggelapan dana-dana publik (embezslement of public funds) sering disebut sebagai inti
atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi, Korupsi sendin secara universal diartikan sebagai
bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda {(depravity, perversion, or taint); siatu perusakan
integeritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).”

Pengaturan terkait suap dan gratifikasi secara tegas diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsh Defings suap sebenarmya tidak terlepas dari KUHP dan
UL Nemar 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dimana kemudian ditegaskan kembali dalam
Pasal 5 ayat (1) dan {2}, Pasal 11 UL Momaor 30 Tahun 2001, Sedangkan gratifikasi dalam penjelasan
Pasal 128 UU Nomaor 20 Tahuen 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian
dalarn arfi luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat {discount}, komisi, pinjaman fanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengohatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut balk yang diterima di dalam negeri mawpun di fuar negeri dan yang dela-
kukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Melihat kedua pengertian dari suap dan gratifikasi dalam UL Pembaerantasan Tindak Pidana
Korupsi, memang tidak begitu jelas pemisahannya karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap
sebagal suap jika diberikan terkait jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.
Terlepas dari itw, baik gratifikasi maupun suap merupakan tindak pidana korupsi yang menjadi salah
S#tu dari landasan hukum penindakan yang dilakukan Satgas Saber Pungli,

Sejalan dengan kebijakan pemerintah menanggulangi praktik pungh, Satgas Saber Pungli
yang memiliki fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustiss, kemasdian menjalankan
kewenanganmnya, antara Lain:?

&  membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pundgutan luar;

b, melakickan pengumpulan data dan informasi dari kemnlerlmﬂmhagi dan F-ihﬂtl: ladn
yang terkait dengan menggunakan teknotogi infarmasi;

£ mengooddinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantassn pungutan
bidr;

d.  melakukan operasi tangkap tangan;

e memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/embaga serta kepala pemerintah
daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. memberikan rekomendasi pambentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Punghi di setsap
instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerianfembaga dan
kepala pemerintah daerah; dan

4. melaksanakan evaluas kegiatan pemberantasan pungutan Bar.

Penindakan atau proses yustisi terhadap laporan pungli yang diterima satgas, tetap dela-
kukan penyelidikan dan penyidikan aleh peryidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga menjadi
bagian dari satgas ini. Menurut regulasi yang ada, pungutan liar yang kemudian diproses, dilekatkan
pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

i, Pasal 368 KUHP;
b Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 19680 tentang Tindak Pidana Suap;
€. Pasal 13 UU Nomaor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Picana Karupsk:

T hitpuveera uniiosdem.png, Mulsdi, Dalem Artikel Hakihat Suap dan Konpal, dubies peds 3 Didobes 2007
£ Lihat Paial 4 Perabursn Presiden Mo 87 Tahue 20146 tentang Satuan Tugas Sap Beruh Punguran Liar
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d. Pasal 5 ayat (1) dan [2), Pasal 11, Pasal 12b, Pasal 12e dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Thdak hanya disangkakan dengan ketentuan di atas, pelaku pungli juga dapat dijerat tindak
pidana pencucian wang. Sebagai contoh dalam kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan di
kawasan Pelabuhan Pati Kemas Palaran, Samarinda. Pelaku yang berkedudukan sebagai Sekretaris
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat [TEEM) Samudera Sejahtera (Komura), disangkakan dengan
pasal pemerasan dan pencucian wang dimana kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap
harta benda pelaku.®

Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang dapat disangkakan kepada pelaku
pungli, praktik penyelidikan atau penyidikan, sering kall dilakukan dengan OTT, meski OTT diatur
sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki dalam pemberantasan pungutan liar, tentu harus dila-
kukan dengan prosedur sebagaimana aturan yang ada, dalam hal ini hukum acara pidana. Terkait
hukum acara pidana, tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan penjebakan (entrapment)
terhadap pelaku pungli, yang kemudian disangkakan dengan pasal suap atau gratifikasi, Dalam
suap dan/atau gratifikasi, si pemberi dan penerima dapat dipidana.

Lantas, bagaimana posisi pemberi yang juga merupakan pelapor dalam proses OTT yang
dilakukan. Hal ini bisa jadi kelemahan bagi penegakan hukum perkars pungli yang menggunakan
pasal suap atau gratifikasi menunet UL Tindak Pidana Korupsi. Jika kemudian penysdik melakukan
diskresi terhadap posisi pelapor (pemberi), apakah hal inl kemudian juga diteruskan oleh penuntut
urnwm? Tak cukup di sitw, hal ini juga menjadi kelemahan bagl proses pembuktian di persidangan
dan dapat dijadikan alasan oleh pelaku untuk berdalih dari jeratan pidana suap maupun gratifikasi.
Hal ini sangat dimungkinkan karena proses pervidikan yang dilakukan dengan cara melawan
hukum akan berdampak pada akibal yang mungkin timbul, yaitu dakwaan penuntut umum pads
proses persidangan danyatakan batal demi hukum,

Teknik penjebakan (entrapment) tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi karena tidak ada
aturan yang méngatur tentang itu. Tknik ini sering digunakan dalam tindak pidana narkotika dengan
kekhususannya, namun tidak dengan tindak pidana komupsi (jika pelaku dijerat pasal UU Tindak
Pidana Korupsik Polemik tentang penjebakan ini bukan hal baru, namun sampai saat inl, belum
ada regulasi yang mengatur tentang diperbolehkannya penjebakan dalam pemberantasan tindak
pidana korupsh, kebih khusus pada suap dan gratifikask Mengapa demikian? Karena penjebakan atau
menjebak dalam suap dan/atau gratifikasi dianggap sebuah pelanggaran hak asasi manusia dalam
konteks privasi. Selain itu, dalam perkara suap dan gratifikasi, ditentukan dengan adanya niat dari
pemberi suap atau penerima, jika salah satu tidok bersepakat maka perbuatan tersebut tidak terjadi,

Berbeda dengan konteks pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e UU Momor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan LU Momer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dimana “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya me-
maksa seseorang memberikan sesuaty, membayar, atau menerima pembayaran dengan potaongan,
atau untuk mengerjakan sesuaty bagi dirinya sendini’, harus terdapat unsur memaksa seseorang di
dalamnya. Hal tersebut menempatkan posisi pemberi dalam kondisi terpaksa.

Pernasalahan ini vang kernudian hanus menjadi perhatian dan komitmen dari seluruh pihak

¥ hepcinaesnal ko comread 0T T 0L /155004 21 /peola sitasmpal mobed dan empal modoe Ser s puanih
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vang terlibat di dalameya untuk dapat memastikan atau menjamin tidak dipidanskannya pelapor po
ngutan liar dalam kejahatan yang diungkapkannya. Selain darl pada potensl pemidanaan terhaclag
pelapor suap atau gratifikasi, dalam melakukan teknik penpebakan, penyidik cituntul marripu men-
berikan jaminan ke pada pelapor atas keamaan din pribadi maupun keluarga darf epeya balas dendarn
oleh pelaku. Sebab, jelas terlihat bahwa dirinya (pelapor) yang menyebabkan pelaku digidana.

Mengingat kewenangan perlindungan, balk fisik maupun perindungan hukum terhadap
pelapor tindak plidana telah diatur secara jelas dalam UL Nomar 31 Tahun 2014 tentang Perubabian
atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka keterlibatan Lermbaga
Perlindungan Saksi dam Korban (LP5K) sangat dibutuhkan dalam penegasan kembali posisl pelapor
yang berposisi sebagai pemberi suap (upaya penjebakan). Hal ini penting dalam mendukung upays
penindakan dalam proses pemidanaan yvang dilakukan pemyidik mauvpun penuntul umum pada
perkara suap dan gratifikasi,

B.3. Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelapor Pungutan Liar

Froses pemidanaan terhadap praktik pungli yang saat ini menjadi semangat baru dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Satgas Saber Pungli, harus didukung dengan perm-
buktian yang kuat dan baik. Dalam proses pembultian, pengumpulan alat bukti, dalam hal ini saksi
alau saksi pelapor, menjadi kunci keberhasilan dari banyvaknya pengumgkapan yang dilakulkan
penegak hukum.

Pada umummnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dan utama dalam
perkara pidana. Meskipun ada alat bukti lain, keterangan saksi masih tetap menjadi alat bukti yang
diperfukan.* Saksi, dalam hal ini termasuk pelapor tindak pidana yang kemudian memberikan
keterangan tentang apa yang diketahuinya, dialaminya, didengar dan/atau dilihatnya sendiri.

OTT sering dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan tersebaut. Namun, demikian, tidak jarang
proteksi terhadap saksi pelapor terlupakan, baik perlindungan terhadap keselamatan jiwa maugun
perlindungan hukum terkait posisi saksi pelapor dalam peristiwa pidana tersebut, Sebagaimana
diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat permasalaban atau celah hukum dalam proses OTT
yang dilakukan dengan teknik penjebakan dalam menangkap pelaku pungli. Permasalahan ter-
sebut kemudian berdampak pada posisi Saksi Pelapor yang juga menjadi bagian dari perbuatan
pidana yang dilakukan pelaku. Karena dalam peraturan yang ada, dikatakan, baik pembseri maupun
penerima harus dipidanakan.

Pemidanaan terhadap pemberi suap dan gratifikasi yang dalam kondisi terpaksa atau meng-
alami paksaan, permintaan, atau kondisi memaksa yang tidak memiliki niat jahat {mens rea) dalam
perbuatan tersebut, harus dilindungi. Terlebih, pemberi suap dan gratifikasi melaporkan perbuatan
pelaku kepada penegak hukum, Atas laporan tersebut, penyidik mempersiapkan langkah OTT dan
semestinya juga dapat melakukan proteksi dini terhadap keamanan dan posisi hukum pelapor (se-
kaligus sebagai pemberi suap dalam OTTT yang dilakukan).

Ada beberapa langkah perlindungan yang dapat dilakukan penyidik dalam hal ini:

d.  Penyidik menetapkan seseorang tersebut sebagai pelapor tindak pidana karena pelapar
tindak pidana tidak dapat dituntut pidana maupun perdata atas kesaksianmya (imunitas),
mengacu kepada Pasal 10 ayat {1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “seorang saksi, korban,
saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun

10 M ¥shys Harabal Pernbahasan Permasslahan Dan Penarapan Kitab Uncang-Undang Hukumm Acar Pidena Jitd 1, Puitaka
Eartind, Jakara, 1993 hal 43,
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perdata atas kesaksian danfatau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikanmya, ke-
cuali kesaksian atau laposan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik” Dalam hal ini seti-
daknya penyidik telah memberikan jaminan rasa nyaman bagi pelapor yang sering merasa
khawaltir jika dirinya juga akan dijadikan tersangka.

Peryidik mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSKE untuk memberikan rasa
aman dan nyaman dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.”

Nk edua langkah itu dilakukan oleh, tentu kerja pengungkapan perkara yang dilakukan

akzn lebih mudsh karena perindungan dan pemenuban hak terhadap pelapor sudah dilakukan
LPSK. Pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan kepada pelapor, khususnya dalam kasus-
kasus pungh, ditemukan beberapa ancaman atau potensi ancaman yang diterima pelapor, seperti
ancaman fisik, teror dan intimidiast dari pelaku atau keluarga pelaku, dilaporkan sebagai pemberi
suap, serta tidak diprases atau dipersulit vrusan utama yamg menjadi obyek dan pungli™

Dalam catatan LPSK antara Januard sampai Septermber 2017, terdapat beberapa kasus yang

ditangani terkait pungli yang penyidikannya dilakukan Satgas Saber Pungli, antara lain:"

al.

Fasus Pungli Pelabuban Tesminal Peti Kemas Palaran Samarinda

Gamibaran singkat kasus:

Fara pamohon perlindungan LPSK merupakan saksi dalam kasus pungli yang terjadi di Ter-
minal Peli Kermnas Palaran Samarinda, dimana para pemohon perlindungan adalah orang-
orang yang mengunssi Koperas! Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB)
Koperasi ini dibentuk pelaku (H5). Selanjutnya koperasi dijadikan sarana untuk melakukan
penarikan wang terhadsp setiap transportasi angkutan yvang lewat, menginap misupun yandg
melakukan bongkar muat di pelabuhan. Pelabuhan sebelummya merupakan tanah milik HS,
yang kemudian dibebaskan. Namun, meski tanah untuk pelabuban suedah dibebaskan, ti-
dak ada akees menuju pelabuhan. Kesempatan inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk
menank uang dergan memasang portal pada akses masuk pelabuhan dan kemudian dike-
nakan biaya. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas Saber Pungli yang juga
anggota Bareskrim Pali, penyidik menjerat HS dengan pasal permerasan dan pencudian uang.
Posisi para pemohon pemohon perlindungan dalam perkara:

1]

13

Permchonan pelindungas inl depit dujulan kepada LPSK seagan cam mengirenkan surad permohonan peslindungan
clarl InstannlAPH, piel mebslukin kontak dengan petugas LPSK yang selangubnya akan ditindablanjuti segera, jfka melhat
kol Priager benietat dalam konedes atau keadaan tertentu (konde darurat] dapat diberikan perlindngan sesast setelh
Paraiingn dapukan. Perbndungan yang diberikan bepada pelaper ini kerucun akan memperkuat penyidii dalam
mrermpeoaisian Pelapor . LPSH jugs kervodian dapat beriperdinasl kepada Penuntu? Umumm guid manchikung perfrdun
g doum ml'ﬂm ng juga beipedls tebagal permben wap dalam operasi tangkap tangan yang dilsskan,
Femibeing perrlindungan oleh LPSE memiungkinkan seonang pelipor mendapatian imanitas terhadap laponan balik ata
wrangan pelisy dalam bertuk bipenan pdena yang seropa selemna Terdapat barelais antasa kedua hal tersebut, selin ity
LFIK dapat memberian gelindungan fitk baik bagyi Pelapes maupun kelusgenys, dari pengamanan melekst sampal
dengan penerputan sesenlans diempat tertenbu eleh LPSE (rate house).

Tang dakiiad dengan tidak deproiesnya stau diperuliingg uniian wlama yang menisd bk pungli seperti Pelipos
g ainys secang menguius peraerfiatan anah esudisn melaporkan petugas yang berwerasng melakukan pursg
B kemudian atas proses hulum yang ddaiuian cleh pemyidik pelabu yang tenturya memdki teman dan kedeiatan di
Inetatd mayl dican mesmperiulil atau miegtambal hak hak pelayanan publl yang harusrya di terma oleh Pelapes, confoh
Luineven dalam. hal pengurusas izin yang kemudian aiibat protes Bukum yanag dilakukan peizinan yang tadnys sedang
diprotes kemudian menjadi mandek din fidik deruskan, hal ini depat disnggap sebagai bentik kedugian innys yang
dierima oieh Pelapor,

Catatan dutabae permohdan perbndingsn Diisl Pensrimass Permohanan LPSE di akied pada 72 Septembet 2017, Ka-
W ey Crampasian merupaian contoh dari beberaps permohonan perdindungen bag Pelapos dugan Pungh, suap dan
gratifikay yang ditengini cleh Saigas Saber Fungli uniuk depst menggamibarkan beberapa bentuk sncaman dan infimé
elasi, peris benduk perlindungan yang treal uniuk dibeerisn.
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Dalam perkara ini, posisi pemohon yang bukan penyelenggara negara dan bukan juga orang
yang melakukan upaya pemerasan, tidak diposisikan sebagai tersangka cleh penyidik, Hal
ini dinilai karena para pernohon perlidungan hanyalah orang yang dipekerjakan H5 sebagai
karyawan, yang memberikan keterangan sebagai saksi dan memberikan informasi tentang
mekanisme kerja dan aliran uang hasil pemerasan yang dilakukan di koperasi tersebut.
Ancaman terhadap pemohon perlindungan;

Tidak mudah bagi pemohon yang selama ini bekerja pada HS untuk memberikan kesaksian
yang tentu dapat menjerat HS dalam proses pidana. Terlepas dari itu, pengurus dan pekerja
lapangan koperasi (terinformasi sebagal preman di Samarinda) menilai para pemohon
perlindungan sebagai pengkhianat dan atas pengkhianatan tersebut, para pelaku bisa
dipiclanakan. Termasuk atas peristiwa OTT yvang dilakukan, para pekerja tersebut kehilangan
penghasilan dari tindakan pemerasan yang terselubung dalam cover retribusi pelabuban,
Ancaman terhadap keselamatan jiwa para pemohon perlindungan menjadi sorotan dan
fokus LPSK, mengingat banyaknya massa dari koperasi tersebut yang juga bagian dari
sebuah ormas, belum lagl rekam jejak HS yang menurut informasi memiliki kemampuan
melakukan kekerasan secara fisik, membuat LPSE melakukan antisipasi atas potensi ancam-
an dimaksud, terlebih situvasi sidang vang digelar, diramaikan dengan kehadiran para
pendukung HS.

Perlindungan oleh LPSK:

LPSK bergerak dengan memberikan perlindungan berupa pengamanan dalam proses per-
sidangan, Pengamanan dimaksud merupakan bagian perlindungan fisik yang diberikan
kepada para terlindung saat memberikan kesaksian di persidangan. LPSK juga melakukan
pengawasan perlindungan terhadap tempat kediaman para terindung secara berkala untuk
memastikan keamanan, sebelum dan setelah persidangan, Pengawasan perlindungan yang
dilakukan secara berkala, menjadi bahan evaluasi perlindungan kepada para terfindundg.
Kasus Pungli Parpanjangan Uji Berkala Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Purwakarta
Gambaran singkat kasus:

satgas Saber Pungli Polres Purwakarta mengajukan permohonan perfindungan terhadap
pelapor kasus pungll vang dilakukan penguji penyelia Dinas Perhubungan Purwakarfa
(DMI) dan pengurus harian Organda (DM). Modus keduanya meminta dan menaikican tarif
uji berkendaraan berkala di Kabupaten Purwakarta. Pelapor adalah orang yang sedang ingin
berkonsultasi dan menanyakan mekanisme perpanjangan uji berkala kendaraan, yang pada
saat berkonsultasi, belum membawa kendaraannya. Namun, atas konsultasi yang dilakukan,
pelapor ditawarl pelaku untuk dibantu mengurusi keperluannya dengan membayar uang
Rp300.000. Pelapor sebenarnya mengetahui bisya perpanjangan hanya RpS0.B40. Atas hal
My, pelapor kemudian berkonsultasi dengan penyidik Palres Purwakarta, yang kemudian
meminta pelapor untuk meneruskan tawaran yang disampaikan pelaku,

Pelapor Kemudian kembali ke termnpat perpanjangan uji berkala kendaraan dan menemul
DM sarnbil menyerahkan uang sebesar Ap300,000. Meski pelapor tidak membawa ken-
daraannya, buku perpanjangn dan stiker uji kendaraan bisa diperoleh pelapor. Setelah
transaksi, penyidik melakukan OTT terhadap para pelaku yang diduga melakukan pungli
dan tidak melaksanakan prosedur dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan roda empat di
Dinas Perhubungan Purwakarta. Atas OTT yang dilakukan, Satgas Saber Pungli berhasil me-
nyita uang tunal sebesar Rp2 487,000, dan buku catatan dari pelaku DM, dimana catatan itu
menerangkan jumlah uang yang terkumpul atas pungli yang dilakukan.
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Posisi pemohon pedindungan dalam perkara;

Pemohon perlindungan adalah pelapor perbuatan pungli yang dilakukan penyelenggara
negars atau pelayan publik dalam uji berkala kendaraan roda empat di Dinas Perhubungan
Kabupatén Purwakarta, Pelapor mengetahui adanya kejanggalan mekanisme dan biaya
retribusi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Mamun, dalam upaya tangkap tangan
ini, pelapor juga berposisi sebagal pemberi suap atau gratiikasi kepada para pelaku, Meski
demikian, penyidik tidak menetapkan pelapor sebagai tersangka dalam OTT vang dilakukan
karena kontiibusinga atas pengungkapan yang dilakukan.

Ancarman terhadap pemohon pertlindungan:

Kerahasiaan yang dijaga penyidik mengenal siapa pelapor peristiwa tersebut, membauat
ancaman secara fisik (ancaman faktual) terhadap pelapor belum dapat teridentifikasi. Na-
miun, potensi ancaman sangat dimungkinkan terjadi pada saat persidangan digelar, Hal ini
dikarenakan para terdakwa akan mengetahul, siapa yang menjerat mereka hingga perbuat-
an pungli yang mencka lakukan terungkap,

Terbepas dari itu, pelapor yang sekaligus sebagai pemberi suap dansatau gratifikasi yang di-
sangkakan kepada pelaku, memillikl potensi vang sama untuk dapat dipldanakan, Mamun,
permasalahan ini telah dikoordinasikan sehingga jaksa penuntut umum dalam petunjuknya
[pelimpahandpengembalian berkas P19), meminta kepada penyidik untuk dapat melengkapi
berkas perkara dengan surat keputusan pemberian perlindungan sebagai pelapor atau
“whistleblower " oleh LPSK, dengan mengacu kepada Pasal 10 avat (1) UU Momor 31 Tahun

2014 tenlang Perubahan atas UU Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Perlindurgan oleh LPSK:

Perlindungan yang diberikan LPSK adalah perlindungan hukum yang berorientasi kepada
posisi pelapor didasari Pasal 10 ayat (1} UL Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UL Momor 13 Tahun 2006 temtang Perlindungan Saksi dan Korban, Dengan analisa
berdasarkan teori hukum pidana terhadap posisi pelapor yang juga sebagai pemberi suap
dalam kasus tersebut, dilihat dari bagaimana kejahatan yang dilakukan pelapor sebagal
pemberi suap, tentu harus menempatkan analisa terhadap "acfus reus™ dan “mens g
perbuatan dari pelapor, "Acius rews® merupakan unsur suatu delik, sedangkan “mens nea”
termasuk pertanggungiawaban pembuat. Unsur “actus rews” adalah esensi dari kefahatan
itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur “mens rea” adalah sikap batin
pelaku pada saat melakukan perbuatan.' Dengan kata lain, pemidanaan terhadap pelapor
sebagai pemberi suap, harus melihat terlebih dahulu dorongan melakukan kejahatan dan
niat jahat dari pemberi suap, yang dalam hal ini sekaligus sebagai pelapor pungli. Asas
“Actus Nown Focit Rewm Nisi Mens Sit Rea” menyatakan, suatu perbuatan tak dapat menjadikan
seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah,'*

Perlindungan lain yang diberikan LPSK kepada pelapor adalah pengawasan terhadap
keamanan pascapersidangan, termasuk pendampingan ketika pelapor memberikan
keterangan di persidangan.

[ Kasus Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah oleh BPH di Kabupaten Gowa
Gambaran singkat kasws:
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Bermula pada pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan para pemohon perlindungan di
kantor BPN Gowa, dimana dalam pengurusan sertifikat, dari posisi sertifikat induk kemudian
dipecah menjadi 13 sertifikar, pemohen dimintai sejumlah vang dengan total kurang lebih
Rp28.000.000. Pemohon kemudian kembali mendaftarkan pemecahan 13 sertifikat ke BPN
Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Movember 2016, Permohon melakukan pengecekan biaya
yang harus disetor ke kas negara untuk administrasi dan diinformasikan dirinya hanya periu
membayar Rp2.600.000 untuk 13 sertifikat tersebut, Permohon lalu mendapatkan invoice
dari BPN dan membayarkan jumlah tersebut melalui transfer ke rekening kas negara yang
telah ditentukan. Selanjutnya, pemohon diminta membayar akomodasi dan transportasi
jury wkur, Untuk hal tersebut, permohon tidak mendapatkan informasi tarif dari BPN, melain-
kan diminta untuk mengonfrmasi langsung kepada jura ukur, Jurg ukur sendir meminta
tarif sebesar Rp250.000/bidang tanah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2016, pemaohon
membayarkan sebesar 1 3xRp250.000 langsung kepada juru ukur dan pemohon minta di-
terbitkan kuitansi untuk itu. Jurg ukur menginformasikan sertifikat akan jadi dalam waktu
lima hari ke depan. Selanjutnya, pemohon datang ke kantor BPN pada tanggal 13 Februari
2017 guna melakukan pengecekan, apakah sertifikat sudah jadi atau befum, Oleh juru
ukur, pemohon diarahkan menemui pelaku F5 (Kepala Subseksi Pendaftaran BPN Kabu-
paten, Gowal. FS menunjukan kepada pemohon bakbwa sertifikat sudah rampaung, tinggal
menunggu untuk ditandatangani, Selanjutnya FS meminta “uang penyelesaian” sebesar
Rp13.000.000 untuk 13 sertifikat. Mamun, pemohon menolak karena dirinya telah meanyetor
tarif resmi ke kas negara serta membayar jurg ukur,

Setelah menolak permintaan wang dan FS, pemohon beberapa kali menerima telepon
dari FS yang meminta agar uang tersebut segera diberikan. Merasa permintaan itu sangat
meéngganggu, pada tanggal 20 Febsuar 2017, permohon memutuskan melaporkan
maladministrasi kepada Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel] melalui telepon, Pemohon
disarankan pihak Ombudsman Sulsel untuk datang langsung ke kantor dan mengisi formulir
pengaduan, Pemohon kemudian mendatangi kantor Ombudsman Sulsel dan mengisi
formulir pengaduan serta menyampaikan kronologl peristiwa.

Alas pengaduan tersebut, Ombudsman Sulsel berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah
Sulsel (Satgas Saber Pungli) yang kemudian merencanakan OTT. Pernohon diminta ikut
berkurmpul di Ombudsman untuk membahas rencana penangkapan yang akan dilakukan
penyidik. Pada saat bersamaan, pemohon sempat menerima tebepon dari FS yang me-
nanyakan wang yang diminta dan pemochon kemudian menyanggupi sambil meminta
bertemu dengan sopir FS di depan kantor Pengadilan Kabupaten Gowa. Setelah uang
diserahkan kepada sopir FS, tim Saber Pungli sudah bersiap melakukan penangkapan.
Posisi pemahon perlindungan dalam perkara:

Pemohon perlindungan adalah pelapor pungli yang dilakukan FS, Kepala Subseksi Pendaf-
taran BPMN Kabupaten Gowa, penyelenggara negara atau pelayan publik yang melaksanakan
tugas pengurusan pendaftaran sertifikat tanah di Kabupaten Gowa. Dalam OTT ini, pelapor
Juga berposisi sebagai pemberi suap atau gratifikasi kepada pelaku. Meski demikian,
penyidik tidak menetapkan pelapor sebagai tersangka dalam OTT karena pengungkapan
perkara ini berawal dari laporan pemohon kepada Ombuodsman Sulsel yang kemudian
berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Polda Sulsel.

Ancaman terhadap pemohon perlindungan:

Intimidasi dan ancaman terhadap pemohon secara faktual terjadi, dimana ancaman dimak-
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LPSK DALAM KASUS PENYELUNDUPAN
MANUSIA, PRAKTIK DAN TANTANGAN

Abdanev Jopa

A PEMDAHULUAM
ejatinya kejahatan telah ada semenjak manusia ada. Kejahatan berkembang sesuai de-
ngan kemajuan peradaban manusia itu sendir. Peradaban manusia sendiri saat ini me-
masuki era yang kerap disebut globalisasi, era yang membuka ruang terjadinya pasar
bebas antarnegara. Salah satu pendukung kemajuan globalisasi adalah kemajuan tekno-
logiinformasi sehingga akses masuk antarnegara menjadi lebih mudah ditembus. Efeknya
akses masuk antarnegara kian terbuka yang membuat mobilitas barang dan juga manusia dari satu
negara satu ke negara lain meningkat. Terlebih kini beberapa negara, dengan alasan peningkatan
kedatangan wisatawan asing, mempermudah aturan tentang masuknya warga negara asing ke
wilayah tertentu, misalnya beberapa negara telah mengeluarkan keputusan bebas visa untuk ma-
suk ke negaranya, Hal tersebut memudahkan perjalanan bagi para warga negara asing {WNA) yang
melakukan perjalanan antarnegara dengan berbagai alasan dan kepentingan.

semakin terbukanya akses di atas, menimbulkan dampak negatif. Salah satunya terbuka
peluang bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan lintas negara. Terlebih, kemajuan teknologi
turut membantu berkembangnya cara-cara pelaku kejahatan lintas negara dalam melakukan ope-
rasinya yang lebih terorganisir,

Ui samping kemajuan era globalisasi, berbagai isu dan konflik yang terjadi di beberapa negara
antara rakyat dan pemerintahnya, mempunyal dampak pada situasi keamanan yang memaksa para
warganya untuk mencari perolehan kehidupan yang lebih layak dengan cara melakukan migrasi ke
fegara-negara lain, baik sebagai pengungsi ataupun pencari suaka. UNHCR pada 19 Juni 2017 menye-
butican bahwa sekitar 65,6 juta orang, dengan berbagai alasan telah pergi meninggalkan negaranya,
dimana lebih dari setengahnya masih di bawah 18 tahun',

Tingginya angka migrasi manusia menjadi perhatian dunia intenasional, PEE telah beberapa
kali melakukan pertemuan tingkat internasional. Beberapa konvensi juga telah diratifikasi oleh
Indonesia. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan letak geografis diapit benua Asia dan Australia,

1 Mipdhwwwanhcrargibgures-at-a-glance html (diskses pada 10 Oktoker 2017)
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dengan mudah menjadi target dari praktik kejahatan lintas negara sebagai negara bransit. Hal per-
sebut didukung dengan garis pantai yang panjang, membuat Indonesia memiliki berbagai akses
pintu masuk,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSE), sebagai lembaga yang diberikan kewenang-
an memberikan pedindungan terhadap saksi danfatau korban, penting untuk memahami tentang
latar belakang terjadinya penyelundupan manusia sebagai kejahatan transnasional, nstrumen
hukum internasional tentang penyelundupan manusia serta beberapa tantangan yang dihadapi

sebanai salah satu dasar dalam melakukan perlindungan terhadap korban dalam kejahatan penye-
hundupan manusia,

B. PEMBAHASAN
B.1. Kejahatan Lalu Lintas Manusia sebagai Kejahatan Transnasional

Istilah kejahatan transnasional atau “transnational crime’, kali pertama digunakan pada
kEonferensi PEE tentang kejahatan dan hukum kriminal {United Neation Crime and Criminal Justice
Branch) pada 1974, Satd tahun kemudian, PEB memberikan konsep tentang kejahatan transnasional
sebagal “offenses whose inception, prevention and or direct effect of direct irvolved mare one courntry’
P88 memberikan ruang lingkup yang membedakan kejahatan transnasional demgan kejahatan
internasional®

Dalam pertemuan [nternational The World Ministerial Conference on Organizred Crime pada
1994 di Nepal, dihasilkan enam karakteristik kejahatan transnasional, yaitu:
1. Group organization to commit crime (suatu organisasi yang melakukan kejahatan);

4 Hierarchical links or personal relationship which permit leaders to control the groug (memiliki
jaringan hirarkis atau hubungan personal yang memberikan kewenangan pemimpinnya
untuk mengendalikan kelompok tersebut);

1. Violence, intimidation, and corruption used fo earn profit or control terotories or markets
{kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau me-
ngontrol daerah kekuasaan atau pasar);

4. Lloundering of ificit proceeds both in furtherance of crominal activity and to infiltrate the
legitimacy economy {mencuci vang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan
kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah);

5. The patential for expansion info ony new activities and beyend national borders (potensi untuk
memperiuas jaringan operasinya ke luar negeril;

B,

Cooperation with other ovganized transnational criminal group (bekerjasama dengan kelom
pok kejahatan transnasional terorgandsir laknnya).!

Pada tahun 1995, PEB melakukan identifikasi dan mendapatkan 18 bentuk kejahatan trans-
nasional, yakni money laundering (pencucian uang), terrarism (terarisme), theft of art and cultural
object [pencurian seni dan objek budaya), theft of intelectual property (pencurian kekayaan inte-
lekusall, ifficit traffict in arms (perdagangan senjata gelapl, aircraft hijocking (pembajakan pesawat
terbangl, sea piracy [pembajakan di laut), insurance froud {penipuan asuransi), computer crime [ke-
jhatan computer), enviranmental crime (kejahatan lingkungan), trafficking in person (perdagangan

:im Al dan Achmad. Anslls pola jaregan & modun operand] people smauggling di Pravinsl Sulreves Selatan oleh, bhal
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manusial, trade in humanbody part (perdagangan anggota tubuh manusia), ilict drug trafficking
(perdagangan obat bius), fraudulent bankruptey (kebangkrutan bank), infiftration of ilfegal bussines
[bisnis flegal), corruption and bribery of public officials (korupsi dan penyogokan pefabat pemerintah)
dan others offences commited by organized criminal group (kejahatan yang dilakukan oleh kelompok
terorganisir lainnyal.
Pada tahun 2000, PBB kemball mengadakan Convention Againts Transnational Organized
Crime di Palermo pada tahun 2000, yang dikenal sebagai Palermo Convention. Dalam pertemuan
ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang definisi istilah kejahatan transnasional. Namun, di
dalamnya dapat ditarik beberapa hal di antaranya ada keterlibatan dalam kelompok kriminal yang
terorganisir, pencucian uang, korupsi dan kejahatan yang menghalangi terciptanya keadilan®
Namun pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa kejahatan yang bersifat transnasional adalah;
gl  Itis committed in moaore than one Stale;
B Itis committed inone State but a substantial part of its preparation,planning, direction ar control
fakes place in anocther State;
¢l Itis committed fn ome Stabe but involves an organized criminal group that engages fn criminal
activities in maore than one State; or
dl  Itis committed in ane State but has substanticleffects in another State.

Pertermuan tersebut menyatakan bahwa penyelundupan migran merupakan kejahatan
lintas ngara yang terarganisir bersama-sama dengan kejahatan pencucian uang, karupsi, penda-
gangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya serta
produksi dan perdagangan senjata api ®

B.Z. Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia

Berbicara kejahatan manusia antarnegara, terbagi dua, yakni penyelundupan manusia dan
perdagangan orang. Melihat jauh ke belakang, dunia internasional telah melakukan beberapa kali
melakukan perteémuan antarmegara.

Diawall pada tabun 1904, instrumen hukum internasional pertama kali dibentuk adalah
International Agreement The Suppressions of White Slave Traffic. Instrumen ini kemudian tidak edek-
tif karena beberapa hal di antaranya perjanjian tersebut lebih fokus terhadap kelompaok kulit putih.
Fada 1910 dilakukan konvensi internasional baru yakni Internasional Convention for the Supgres-
slon of White Slave Traffic. Selanjutnya Liga Bangsa-Bangsa juga turut memberikan perhatian dan
ditandatanganilah Convention of the Suppression of Traffic in Wowmen and Children pada 1921 dan
kemudian Intermational Conviention of the Suppressien of Trafic Wamen of Full Age pada 1935, Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian pada 1949 membuat Comvention for The Suoresiion of the
Traffic in Person and of the Exploitaion of the Prosiitution of Others. Puncaknya pada 15 Movember
2000, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 Majelis Umum PBB, mengadopsi Convention
Againts Transnational Organized Crime beserta dua protokal tambahan, yakni Protocol Againts the
Smuggling of Migrant by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffikcing in Person,
Especially Women and Children, Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan struktur internasional
uniuk memberantas kejahatan lintas batas di sekior produksi dan pergerakan obat-obat terlarang,

4 Gerhand O W, Mueller. 1998, Transraticnal Crime, Definitsans and Conceptic, dalam P Wilkams: dan 0 visasis tecsl, Combai-
ing Tranmnaticenal Crime, & Specild lijue of Traniastions Ovgaraped Cramie. 4 {3640 Autsmiiinter, hal 14
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perdagangan dan pengiriman imigran secara ilegal.”

B.3. Perdagangan Manusia [Human Trafficking)

Pengertian trafficking sendiri, diambil dan Protoool fa Prevent, Suporess and Punish Traffack-
img in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against
Transnational Ovganized Crime tahun 2000, dimana pengertianmya yaitu perekrutan, pengangkutan,
pemindahan, penyembunyian atau penerimaan sesearang, melalui penggunaan ancaman atau
tekananatau bentuk-bentuk laindarikekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh Eeuntungan
sehingoa mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang Lain tersebut,
wntuk tujuan eksploitasi®

Di Indonesia, pengertian perdagangan manusia diatue dalam Undang-Undang Momor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 Angka 1, yang
dimakiud perdagangan orang sdalah:

‘tindakan perekrutan, pengangkutdn, penampungan, pengiriman, pemindahan alau pene-
rimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaoan kekerasan, penculikan, perye-
kapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasan alau posisi rentan, penjeratan uhang
ataw memberi bayaran aiow manfaat, sehingga memperaleh persetujuan dari orang wang mie:
megang kendali afas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam aegara maupun anlar
negara, tntuk tujuon eksploitas] atau mengakibatkon orang fereksplaitan®

B.4. Penyelundupan Manusia [People Smuggling]

Protocol Againis The Smuggling of Migrant by Land and Sea and Protocal 1o Prevent, salah satu
protokol yang disepakati saat Palermo Protocol, mengatur mengenal pencegahan dan pembe-
rantasan penyelundupan manusia, Pencrapan protokol hanya dibatasi bagl para negara peseria
protocol.” Binya mengalur para imigran vang diselundupkan tidak dapat dipidana oleh nesgara pe-
s8rta yang menjadi negara transit/negana tujuan.” Setiap negara peserta juga diwajibkan melakukan
krimninalisasi atas kejahatan penyelundupan manusia di negaranya,”

Definisi penyelundupan manusia diatur datam Pasal 3(a) Smuggling Protocol, yaitu “Srsgg-
fing of migrants shall mean the procurement, in order to obrain, directly ar indiretly, a fnancialor other
matencl benefit, of the ilfegal entru of o person info @ State Party of which the person /s nat a national or
@ permanent resident

Lebih rinci dalam ayat 3(b) dan (c) (i}-{iif), disebutkan, definisi dari kejahatan penyelundupan
manusia adalah memasuki negara tanpa mematuhi aturan yang disyaratkan negara tersebul atau
masuk secara flegal. Fasal 6 (1) memyebutkan bahwa perbuatan penyelundupan manusia dikate-
gorikan sebagal perbuatan tindak pidana ketika adanya tujuan, baik langsung ataupun tidak lang-
sung untuk keuntungan materi,

Di Indonesia, definisi tentang penyelundupan manusla disebutkan dalam Pasal 1 angka 32

e
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:
"Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, untuk dird sendiri atau untuk orang lain yang mem-
bawa seseorang atau kelompok orang, baik secara teranganisasi maupun tidak terorganizasi,
atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik
secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah unfuk
memasuki Wilayah Indonesia atau keluarWilayah Indonesia danfatau masuk wilayah negara
lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah,
baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa meng-
gunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak®
Sementara United Nations of Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan perdagangan dan
penyelundupan manusia merupakan tindak kefahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan
materi lainnya dengan cara memasukkan orang ke dalam suatu negara, dimana orang tersebut
bukan merupakan warga negara tersebut.”

B.5. Perbedaan Perdagangan dengan Penyelundupan Manusia

Perbedaan mendasar yang bisa dilihat antara perdagangan dengan penyelunduan manu-
sia adalah bagairmana persetujuan untuk melakukan lalu lintas negara oleh korban diperoleh. Per-
dagangan orang memperoleh persetujuan dengan beberapa alasan di antaranya kekerasan, peng-
gunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,” sementara dalam penye-
lundupan manusia, persetujuan para korban diperoleh tanpa melalui cara-cara kekerasan,

Dari sisi kepentingan, perdagangan orang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap
kerban dengan cara-cara dengan paksaan, intimidasi dan kekerasan serta posisi korban yang selalu
dalam posisi lebih lemah. Sedangkan dalam penyelundupan manusia, tidak terdapat eksploitasi de-
Agan menggunakan cara-cara kekerasan dan posisi korban serta pelaku yang sejajar.

B.6. Penyelundupan Manusia di Indonesia

Ada beberapa peraturan yvang mengatur tentang penyelundupan manusia di Indonesia.
Pertama, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pidana Imigrasi dan Undang-
Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992, Pada 2009, Indonesia meratifikasi Protocol Againts The
Smuggling of Migran by Land. Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Againis
Transnational Organized Crime melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokel
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Namun, istilah yang digunakan
adalah pemyelundupan migran,

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Menentang Penye-
lendupan Migran melalui Darat. Laut dan Udara, pokok-pokok isi konvensi dijelaskan sebagai
bearikut;™
L Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak

Fidana Transnasional yang Terorganisasi.

Pasal 1 menyatakan protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Me-

13 hitpctfwers imode srgfuncdcfen/ human-tra o king indes Mmitnet=menusice, diakies pada 10 Okicher 2017
13 Undang-unclang Mo: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantassn Tindak Pidana Perdegangan Orang, Pasal 1 Angka 1

14 Penjelien Undang Usdang Momor 5 Tahun 2000 Tentang Menentang Penyelundupan Migan mesiiiul Darat, Lt dan
larn
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nentang Tindak Pidana Transnasional yang Tercrganisasi dan wajib ditafsirkan sejalan de-
ngan konvensi. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi
berkaku sama terhadap protokal ini, kecwali dinyatakan lain, Selain itu, tindak pidana yang
ditetapkan dalam protokol ini juga dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam
konvens,

Tujuan Protokel

Pasal 2 menyatakan tujuan protokol ini untuk mencegah dan memberantas penyelundupan

migran serta memajukan kerja sama di antara negara-negara pihak untuk mencapal tujuan

tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

Ruang Lingkup Protokol

Pasal 4 menyatakan ruang lingkup keberlakuan protoked ini adalah upaya pencegahan, pe-

nyelidikan dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam protokol ind, yang

bersifat transnasional dan melibatkan swatu kelompok pelaku tindak pidana teronganisasi,

dan juga untuk petlindungan hak-hak orang yang menjedi objek tindak pidana tersebut.

Tanggung Jawab Pidana Migran

Pasal 5 menyatakan migran tidak dapat dikenal tanggung jawab pidana karena mereka

adalakh objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokal ind

Kewajiban Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan protokol, setiap negara pihak pada protokol memiliki kewajiban

sebagai berikut:

a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagal tindak pi-
dana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal
15

b.  dalam hal penyelundupan migran melalut laut, setiap negara pitiak wajib mempererat
kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, se-
sual dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil selurub tindakan
sebagaimana diatur dalam protokol terhadap kasus penvelundupan migran di laut
dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh protokol [Pasal 7
sampai dengan Pasal 91 dan

¢ dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam mem
berantas penyelundupan migran, setiap negara pihak pada protokel jugs berkewa-
jiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan
di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan
pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan
pemulangan migran yang diselundupkan [Pasal 10 sampai Pasal 18],

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Momaor 9 Ta-

hun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi sehingga digantikan dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dalam Pasal 1 angka 32 peraturan ini dise-
butkan, yang dimaksud penyelundupan manusia adalah:

“Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik se-
cara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang mem-
bawa seseorang atau kelompok orang. baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisa-
si, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik
SECHra Erorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk
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memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah ne-
gara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara
sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa meng-
gunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak™

Dalarn BAB IX tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian melalui Pasal 120, mengatur bahwa:

(2}

B.7.

Setiap orang yvang melakukan perbuatan yang bertujuan mencan keuntungan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, untuk dirl sendiri atau untuk orang lain dengan mem-
bawa seseorang atau kelompok orang. baik secara terorganisasi maupun tidak terorgani-
sasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang,
baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasl, yang tidak memiliki hak secara sah
untuk memasukl wilayah Indonesia atau keluar dar wilayah Indonesia dan/atau masuk
wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah ter-
sebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau
tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigras maupun
tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat
5 {lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
RpS00.000.000,00 {lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 {satu miliar
lma ratus juta rupiahl.

Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pi-
dana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

Perlindungan Korban Penyelundupan Manusia oleh LPSK
Lernbaga Perlindungan Saksi dan Korban (LP5K) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Karban, diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan, baik dalam bentuk fisik,
dukungan hak prosedural, fasilitas medis dan psikologis serta pengajuan restitusl/ganti keruglan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Momor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan saksi dan
korban berhak:

a.

o

TFe

memperoleh perindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta be-
bas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yarwg akan, sedang, atau telah dibe-
rikanmya;

ikut serta dalamy proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan
kearnanarn;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapat penerjemah:

bebas dari pertanyaan yvang menjerat;

mendapat informasi mengenal perkembangan kasus;

mindapat informasi mengenai putusan pengadilan;

mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

dirahasiakan identitasnya;

mendapat identitas barw;

miEndapat tempat kedipman sementara;

mendapat temnpat kediarman baru;

S D
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C.

orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men.

dapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pads umumnya.

al Dalam penjelasan Pasal 87 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“tempat lain® adalah tempat penginapan, perumahan atau asrama yang
ditentukan aleh menteri.

3) Berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 87 UL Momor 6 Tabun 2001 tentang Keimi-
grasian dan pelaksanaan perlindungan vang dilakukan oleh LPSE, perlu dibahas
dan diatur di dalam PES tentang penanganan saksi (warga asingl, terutama yang
berada di Detensi Imigrasi.

Ketidakpahaman warga negara asing yang menjadi saksi terkait dengan proses hukum di
Indonesia
Dalam perfindungan yang dilakukan, LPSE menemui kendala dimana pada awalmya empat
orang warga negara Nepal mengancam uniuk mogok bicara dan tidak akan membernkan
keterangan dalam persidangan. Hal itu dilakukan karena empat warga negara Nepal tidak
mendapatkan informasi terkait proses persidangan dan alasan tidak diperkenankan kembali
ke negaranya karena keharusan memberikan kesaksian dalam persidangan. Hal lain berupa
keluhan tentang penempatan di Rumah Detensi Imigrasi yang notabenenya merupakan
tempat bagi para warga negara asing bermasalah.

Perlunya melakukan pemetaan dan membangun hubungan diplomatik dengan negara

negara yang rentan terhadap kejahatan penyelundupan crang,

a. Pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Myan-
mar, LP3K melakukan koordinasi dengan Eedubes Myanmar dan melakukan koor-
dinasi dengan Pemerintah Myanmar terkait tugas LPSK, Hal ini menjembatani ke-
Inginan para warga negara Myanmar yang bisa pulang ke negaranya menungou
jadwal persidangan, LP53K juga mendapatkan jaminan dari Pemerintah Myanmar ter-
kait kepastian para warga niegara tersebut hadir untuk memberikan keterangan pessi-
dangan di Indonesia.

b, Terkait penanganan korban warga negara Nepal, LPSK fidak dapat melakukan koor-
dinasi dengan Pemerintah Nepal akibat tidak adanya hubungan diplomatik, sehingga
harus memaksa meraka menunggu di Indonesia saat menjalani proses hukum dari
tahap penyelidikan hingga persidangan.

Perlunya dibuat MoU dan PES vang lebih teknis terkail penanganan kejahatan penyelun

dupan manusia.

a.  Indonesia telah mempunyai UU Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur khusus tentang
tindak pidana perdagangan crang.

b Dalam aturan khusus tentamg kejahatan penyelundupan manusia, dapat diatur
tentang penanganan korban, penempatan korban selama menunggu proses hukum
dan hak untuk dapat meminta ganti kerugian/restitusi,

PENUTUP
Beberapa pengalaman dan hambatan yang ditemui LPSK dalam memberikan perlindungan

kepada para korban penyelundupan manusia, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
diskusi bersama sebagai perbaikan penanganan perlindungan LPSK ke depan.
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